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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Sul>stansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleb seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. PeJayanan pubtik ini menjadi semakin penting karena senantiasa 

berhubung,an dengan kbalayak masyarak:at yang memHiki keaneka ragarnan 

kepentingan dan tujuan. Oleh ~na itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan 

oleh peme:rintah maupun non-pemerintah. Jika pernerintah, maka organisasi birokrasi 

pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan 

publilc. Jjka non-pemerinta!t, maka dapat berbentuk organisasi partai politik. 

organisasi keagamaan~ lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi 

kemasyarakatan yang lain. 

Siapapun bentuk institusi pelayanannya. maka yang terpenting adaiah 

bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraa.n pcmerintahan, birokrasi sebaga.i ujung tombak pelaksana pelayanan 

publik mencakup berbagai program-program pembangunan dan kebijaksanaan~ 

kebijaksanaan pemerintah. 

Tetapi dalam kenyataannya, pelayanan publik yang ada sekarang ini masih 

belum meJl!enuhi standar pelayanan yang baik. Faktor utama yang menjadi 

penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat dianalisa dari dua sisi, yakni 

birokra."!i dan standar pelayanan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam 

tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memi1iki 

sturuktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbeiit 
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Hal ini mengakibatkan panjang dan berbclit-bclitnya suatu urusan di scbuah 

lembaga penyedia layanan publik, yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih 

lama dan biaya tinggi. Keadaan ini dipcrburuk oleh mentalitas mayoritas aparat 

pemerintah yang masih :feodalistik dan justru minta dilayani oleh rakyat. Proses 

rekrutmcn kepegawaian yang kurang mcmpcrhatikan profcsionalismc sescorangjuga 

menjadi faktor pengharnbat pelaksanaan pelayanan publik dengan baik. Tambahan 

lagi, sistim penggajian yang rendah seringkali menjadi pemicu setiap pctugas negara 

menjalankan aksi "memper:sulit urusan'' dari anggota masyarakat yang berurusan 

dengan mereka, 

Pengembangan e"'govcmment mcrupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerinlllhan yeng berbasis elektronik dalam rangka 

mcningkal.kan kualitas pelayanan publik ~ efektif dan efisien. Dalam 

meJaksanakan maksud peiayanan publik yang efektif dan efisien, pengembangan e~ 

government diamhkan untuk mcncapai 4 tujuan, yaitu ; a) Pembentu.kan ja.ringan 

informasi dan ttansaksi pelayanan publik yeng memiltki kualitas dan lingkup yang 

dapat terjangkau disel.uruh wilayah Indonesia disetiap saat, tidak dibatasi oleh sekat 

waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. b) Pembentukan 

hubungan interaktif dcngan dunia usaha. untuk meningkatkan perkcmbangan 

ekonomi nasional dan rnemperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan 

persaingan perdagangan internasionaL c) Pembentukan mekanisme dan saluran 

komunkasi dengan lembaga-lembaga negara, serta penyediaan fasilitas dialog publik 

bagi masyarakat agar bcrpartisipa.si dalam perumusan kebijakan negara. d} 

Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta 

mcmperlancar transaksi dan layanan antar lernbaga pcmcrintah dan pcmcrintah 

daerah otonorn. 

Keuntungan yang dipcroleh dari e-government bukan hanya sekedar 

menyediakan pelayanan on line tetapi tebih luas daripada itu, karena kinerja sektor 

publik juga berkontribusi pada kemajuan ckonomi dan sosial suatu ncgara. Ern 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



3 

globalisasi penerapan e~government penting karcna telah memodemisasi 

pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan anta.ra pemerintahan atau 

negara, Sebagai tambahan selain contoh di Uni Eropa., beberapa negara di Asia 

bahkan telah menggunakan e--govemment~nya dalam melaksanakan hubungan 

bilateral mereka. Scjalan dcngan tujuan yang ingin dicapai cepat atau lambat 

Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan e-government. lndrajit (2006) 

mengatakan pada saat ini e .. government merupakan suatu keharusan dalam rangka 

menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. 

Koswara (, ,) menjelaskan Keberhasilan dalam pengembangan 

e-gavernment adalah pada pengembangan Information Communication Technology 

yang ada di Jembrnna, Jcmbrana merupakan salah sam pemerin!ah daemh yang 

berhasil menggunakan open source software untuk membangun sistem e~governmenl 

nya. Jembarana membangun J,Nct merupakan singkatan dari 1Iimbarwana 

Networking~ yaitu jaringan yang mengintegrasikan kecamatan. desa-desa., sekoiah, 

dan 1sin,Jain ~Kabupaten Jembrana; dalam rangk:a peningkatan kualitas pelayanan 

menuju ketata Pemertntahan yang baik (Good Governance)~ peningkatan kualitas 

pendidikan atau E-. Learning, dan pemasyarakatan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi kepada kalangan masyarakat atau E-People). 

Koswara juga mcnjolaskan bahwa J~NET dibangun untuk: (l) Meningkatkan 

efektifitas pelaksanaan pemerintahan di daerah baik DPRD maupun Eksekutif 

melalui komunikasi timbal batik secara Icbih cepati (2) Meningkatkan kwalitas 

pelayanan rnasyara.kat meJalui komputeris.asi administrasi pemerintahan di tingkat 

Keca.mutan, Desa dan Keluraban, ada 3l Jenis Surat Ketcrangan; (.3} Meningkatkn 

kesejatraan masyarakat pada semua lapisan melalui akses jarlngan internet yang 

dapat menjadi perangsa.ng tumbultnya simpul simpul ekonomi baru di pelosok desa; 

(4) Meningkatkan kualitas intelektual anak didik melalui akses internet atau jaringan 

pendidikan nasional yang memungkinkan bagi pembelajaran clcktronik; untuk 

menggunakan perangkat lunak legal sesuai dengan Undang~undang No. 19 Tahun 

2002 tentak Hak atas Kckayaan Intelektuai dalam mcndukung administrasi 
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Pemerintahan Kabupaten Jembrana; (5) Meniadakan kesenjangan digital di 

lingkungan pemerinrahan Kabupaten Jembrana J-NET sangat membantu dalam 

menyediakan sumberdaya manusia dilingkungan Kecamatan, Desa dan Kelurahan di 

Kabupaten Jembrana yang mampu mengoperasikan dan mempergunakan ap!ikasi­

aplikasi berbasis open source yang telah disedialam dalam rangka peningkatan 

kwalitas pelayanan terhadap masyara.kat serta Penggunaan aplikasi open source 

dalam pernerinlnhan kabupatenJemlmma, 

SeJain jembrana yang sukses dengan teknologi infonnasinya, rnenurut P. 

Agung Prambudi (\ .. ,. : .) Srngen juga sukses dengan Information 

Communication Technology. Cukup mencengangkan, dan bamngkali tidak 

terbayanglam di era sebelum otonomi daerah ( otda) kalau sehuah daerah pedesaan 

seperti Sragen, saat ini menjadi pelopor penggunaan Teknologi lnfonnasi _dan 

Komuniknsi. 

Dalam hal inovasi, masih menurut pendapat Agung, selain dikenal sebagai 

salah satu icon penling be>l practice OSS (~Stop Service)- pelayarnm terpadu, 

ba:ik soal perijinan maupun non perij- pemda kabupaten Sragen temyata juga 

la;-ak ditiru da1am pemanfaatan Informatioo and Communication Technology (JC1). 

Pelayarum pernbnatan KTP, pelayanan IMB (Ijin Mendirilam Bangunan), kepastian 

jadwal pengecelam l!!pnllgan untuk lril<asl yang elam didirikan hangunan bisa 

langsung disampaikan ke pemohon saat mengajukan permohonan. Di Kabupaten 

Srngen, komputer tidak iagi seiredar piranti mengetik namun telah digunakan sesuai 

dengan nilai tek:nologi yang meiekat di dalamnya. Dalam perkembangannya, jaringan 

on line tidak banya mencakup seluruh instansi di tingkat Kabupaten (Dinas, Badan, 

Kantor) namun juga diimplementasikan dengan seluruh Kecamatan, dan bahkan 

dengan instansi Vertikal Pemerintah Pusat (Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan 

N~it;mal~ D~partcm~n 0'4hun Ncgcri~ dll,) yang ada di Sragcn. 

Atas penggunaan ICT dalam mengelola pemerintahan tersebut, sejumlah ba! 

positi-f berhasil dicapal pemda Sragen yaitu : 1) Komunikasi dan koordinasi antar 
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satuan kerja (Satker) pcmcrintaban menjadi lebih efektif dan efisien, less paper dan 

rnengurangi biaya opet'asional. 2) Kepuasan masyarakat meningkat karena pasti lebih 

cepat berdasar survey kepuasan peianggan. 3) TranSparansi kebijakan~kebijakan 

daerah 4} kemampuan tim PDE Sragen menjadi penyedian jasa implementasi dan 

bimbingan teknis ICT pemda Kabupaten/Kota Janinnya (Lebak, Bone, Oumai, 

Bulungan, dlJ). Selain penilaian kinerja yang positif tersebut. hal amat penting yang 

tidak boleh alpa untuk dicatat adatah keberhasilan pemda menciptakan budaya kerja 

yang tidak gagap Teknologi lnfonnasi don Komunikasi. Secara fundamental, budaya 

ketja ini secara pasti membawa ke peningkatan efislensf layanan pemda.-

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai salah satu unit 

pe!aksana teknis dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat 

berfungsi sebagai pelayan masyaro.kat Pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pelayanan dibidang jasa hukum. 

Pelayanan jasa hukum khususnya pada Sub Direktorat Badon Hukum Direktorat 

Perdata melaksanakan tugas dan kewenangarr dibidang hukurn petdata scsuai 

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Tugas Direk:torat Perdata khususnya Sub Direktorat Badan Hukum adalah 

mela.ksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis dan pengurusan pengesahan 

badan hukum perseroan tertutup, perseroan terbuka dan badan hulrum sosial, 

pemberian persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar serta 

pvngelgiaan ~ip dan dokumcntasi m<;:mbuat tt.;:robo~ baru dibidang pcla)lana.n 

tersebut untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengguna 

jasa hukum. Terobosan baru tersebut di prakarsai oleh Direktur Jenderal 

Admlnistrasi Hukum Umum dengan memanfaatkan kemajuan teknoiogi informasi 

yang terkait erat dengan komputer yang digunak:an untuk dapat memberikan 

pelayanan informasi dengan cepat, tepat waktu, efisien dan transparan. Hal tersebut 

dilakukan guna mewujudkan Goad Governance, 
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Romli yang pada saat itu menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hokum 

Umurn menurut Saragih ( ekonomi.com) merasa gerah mendengar 

banyaknya keluhan masyarakat, terutama para notaris, yang jengkel dengan 

tambatnya waktu pengesaha.n akta Perseroan Terbatas da:ri Menteri Hukum dan 

HAM karena mereka harus menunggu hingga enam bulan. bahkan satu tahun. hanya 

untuk rnendapatkan akta penge.sahan Perseroan Terbatas-. 

Masih menurut Saragib Sjaftudin , Sekretl!ris Direktomt Jendernl 

Administmsi Hukum Umum, mengemukakan hahwa penyebab lamhatnya wakto 

pengesahan mrsebut ade tiga hal, yaitu :1) Perbandingan antam. dokumen yang 

masuk dan 00t1aga )'8Dg JIU!llgerjakannya tidak seimhang. 2) Jajar.m pemtmpin tidak 

bisa menganthkan agar bawabannya bisa bekeua opttmal. 3) Masalah mentalitas 

pegawai atau staf di lingkungan Di\ien AHU. ada istilah "kalau bisa dipersulit. 

mengapa harus dipennudah'.? KaJau bisa diperla~ mengapa harus dipercepat?·~ 

Sjafrudin lalu menguraikan secara mendetail tiga. masalah tersebut. Soal kekurangan 

SDMt ia mengakui stafyang ada saat itu mernang kewalahanjika hams mengerjakan 

secara manual 300 dokumen yang masuk per hari. Apalagi mereka harus memeriksa 

pasal demi pasal yang ada dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang aknn 

disahkan. 

Soal pemimpin yang tidak bisa mengarahkan bawahannya, itu karena sistem 

yang ada memang tidak mendukung upaya untuk memotivasi bawahan. Menurutnya.. 

harus ada insentif khusus bagi mereka yang rnengerjakan hal seperti inL Adapun seal 

mentalitas. ·agak sulit untuk mengukumya. Namun, kebiasaan mempercepat proses 

karena ada bayarannya memang hams dihilangkan. Semua diperlakukan santa; tidak 

ada lagi keistimewaan bagi notaris~notaris besar yang sanggup mernbayar mahal 

unruk mempercepat proses pengesahan akta dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia. 
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Oleh karena itulah Romii yakin bahwa pemanfaatan perkembangan teknoiogi 

dibidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas dengan pemanfaatan teknoiogi 

menggunakan sistem komputerisasi yang dinamalmn dengan Sistem Administrasi 

Badan Huknm atau lebih dikenal dengan SISMJNBAKUM (sekarang SABH). yang 

merupakan suatu sistem dimana pengguna petayanan dalam hal ini Notaris dapat 

dengan cepat mengakses pennohonan pengesahan Perseroan Terbatas secara online 

melalui fnternet coook untuk diterapkan. 

Sistem dibuat sejalan dengan era globallsa.'>~ menjadikan pelayanan haros 

dilaksanakan dengan cepat, tepat dan efisien. Pengguna sistem ini dapat lebih mudah 

dalam mengakses permohonan pengesahan dibidang pengesahan badan hukum 

Perseroan Terbatas. Pemohon tidak perlu datang ke kantor unruk rnengajukan 

pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, cukup mengaksesnya melalui internet 

seJama 24 jam dan pemohon tidak perlu menunggu lama dalam mendapatkan sura.t 

keputusan pengesahrut badan hokum perseroan terbatas baik itu SK pendirian, 

persetujuan dan pemberitahuan. Wak:tu yang dibutuhkan cukup singkat yaitu kurang 

lebih 10 hari dari awal pemesanan sampai dengan surnt keputusan dikeluarkan. 

Ini merupakan sebuah k:emajuan dalam proses pelayanan yang ada di 

birokrasi, terutama dl Direktoiat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudahan 

dalam proses pengesahan melalui komputerisasi merupakan wujud dari Web 

Electronic Government. Menurut World Bank Group Web Electronic Government 

didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerinmhan yang berbasis elektronik 

merojuk pada pemaka.ian teknologi informasi (seperti jaringan kerja dengan area 

luas; intemet dan mobile computing yang mempunyai kemajuan untuk 

mentransformasikan hubungan-hubungan dengan para warga negara, bisnis~bisnis 

dan tnnganlbadan pemerintah iainnya. Syarnsul Mu'arif Menteri Komunikasi dan 

informasi menyatakan bahwa pengembangan e-govermnent merupakan upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbas:is elektronik datam 

rangka meningkatkan kualita."> pelayanan publik secara efektif dan efisien. 
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Alasan iain pengembangan Sistem Administrasi Badan Hukum pada pengesahan 

Badan Hukum Perseroan Terbat.as, diharapkan akan memberi pengaruh positif 

terhadap kualitas pelayarnm kepada masyarakat pengguna jasa bukum dao 

meningkatkan citra Direlctorat Jendera1 Administrasi Hukurn Umum. 

Pada akhir rnaret 2008 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi 

sorotan publik., hat ini karena survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Kompas pada tanggal 29 Maret 2009 memberitakan bahwa pada 

tahun 2007 KPK melakukan survey tentang integreitas sektor publik di 65 unit 

layanan departemen/in.stansi Pemerintah di wllayah Jakarta; Bogor1 Tangerang dan 

Beka<i deagan-,jumlah =PO"den sebanyak 3611 pengguna langsung pelayanan 

publik. Berdasarkan survey -bu~ Depnrtemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

memiliki 3 pelayanan pubiik terburuk. saiah satunya adalah Direktorat Jenderai 

Administrasi Hukum Umum yang hanya mencapai skor ~h 13. yaitu dibidang 

Kenotariatan. 

Kondisi tersebut akan mempengaruhi juga bidang pelayanan pada bidaog 

yang !ainnya termasuk pelayanan di bidang pengesahan badan hukum Perseroan 

Terbatas. Walaupun bidang pelayanan pengesahan perseroan terbatas ini tidak 

tennasuk kategori pelayanan terburuk oleh Tim Komtsi Pembrantasan Korupsi, 

tetapi karcna masih berada dalam satu iingkup unit kerja di Direkto.rat Jendernl 

Administrasi Hukum Umum, maka sistem komputerisasi &dam peiayanan 

pengesahan badan hukum perseroon terbatas ini diperbaharui lagi agar mea.jadi salah 

satu contoh unit pelayanan yang terbaik dalam Direktorat Jenderai Administrast 

Hukum Umum itu sendiri dan pada unit pelayanan pada Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Pada Bulan Agustus 2008 SIS:MINBAKUM menerima ISO 

900112000, karena pelayanan di bidang pengesahan perseroan terbatas tersebut sudah 

memenuhi standar mutu yang baik. 
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Pada a\\-al 2009 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengganti 

nama singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu SISMINBAKUM 

menjadi SABH. Hai ini diiakukan untuk peremajaan sistem, yang sernufa di pegang 

oleh pihak swasta sebagai provider, sekarang diambil alih oleh pemerintah (daiam 

hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum). Dengan demikian a.kan 

Jebih mempermudah pekerjaan (simplifikasi) dan diharapkan fungsi pelayanan akan 

lebih cepat se~ akurat. efisien dan tepat waktu. 

SABH diborapkan akan terus berkembang dengan pengembangan ke aplilolsi ke 

selu~h instansi yang terkait sehingga pada akhimya seluruh proses yang 

berbubungan dengan pengurusan dan eksistensi perusahaan dapet dilakukan dengan 

menggunakan pelayanan satu atap yang akan mempermudah para Notaris dalam 

proses pengadministrnsian & pendaftaran perusahaan. Dengan demikian. maka 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat meningkatkan kembali citra 

pelayanan dibidang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum mengelola sendiri sistem komputerisasi tanpa 

melibatkan pihak swasta sebagai investor, hal ini merupakan kemajuan yang 

dilakukan oleh Direktorat Jeoderal Administrasi Hukum Umum, Dengan demikian 

Direktomt Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pelayan m.asyarakat dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan pa:da masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. 

Pelayanan berkualitas pada masyarakat sangat dibutuhkan; agar masyarakat 

tetap percaya kepada pemerintah selaku pemberi layanan. Direktorat Jendernl 

Administrasi Hokum Umum terus berupaya meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat, yaitu dengan memperbaiki sistem yang ada dan juga dengan 

meningkatkan kualitas swnbcr daya manusia yang ada; agar lebih professional dalam 

melayani masyarakat 

Apabila pelayanan kepada masyamkat sudab dilakakan dengan baik, maka 

tidak ada lagi keluban dan komplain yang datang. Masyarakat yang dilayani akan 
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merasa nyaman dan terpuaskan. Dengan menggunakan Sistem Administca:;i Badan 

Hukum atau SABH ini, diharapkan pelayanan dapat berjalan dengan lancar. 

Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk melak:ukan kecurangan,..kecurangnn 

dalam proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas tersebut. 

Umian tersebut diatas adalah. yang melatar belakangi peneHt:ian apakah 

penerapan sistem tersebut berdampak terhadap kualitas pelayanan di Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Subdit B'adan HuRum 

Direktorat Perdata. 

r.2·Perumusan Masablb 

Dalam rangka peningka!an pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa 

nukum yang berlmi!ltn dengan pengesalian lladan hukum,maka penulis memharosi 

permasalahan sehagai berikut : 

a. Bagaimana proses pengesaluln badan hukum Perseroan Terbaros sehelum dan 

sesudah berlakunya SABH? 

b. Bagaimana hamhatanJtamhatan dalam proses pengesahan badan hukum 

perseroan terbatas melalui SABH? 

c. Bagaimana dampak implementasi SABH terhadap k:ualitas pelayanan dibldang 

pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas? 

1.3 Tu.juan Penclitian 

Dengan memperhatik:an pennasa1ahan diatas.maka tujuan peneiitian dari 

tesis ini adaJah sebagai berikut : 

a. Untuk menjelaskan proses pengesaban badan hukum Perseroan Terbatas pada 

saat sebelum dan sesudah adanya SABHi 

b. Unruk menjelaskan hambatan~hambatan da1am proses pengcsahan badan 

hokum perseroan terbatas me1a[ui SABH; 

c. Untuk menjelaskan dampak penerapan SABH terhadap kuaHtas pelayanan 

dibidang pengesahan badan ~ukum Perseroan Terhatas. 
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1.4 Signifllmsi Penelitian 

Hasil peneiitian ini diharapkan berguna bagi ilmuan khususnya, baik yang 

bergerak dibidang kebijakan publik maupun dibidang pengembangan sumber daya 

manusia dalam memperkaya konsep~konsep tentang otomasi, kepuasan kerja dan 

meningkatkan kualitas petayanan kepada masyarakat 

Sellllljutnya dari basil penelitian ini dihmpkan menghasilkan manfiult sebagai 

berikut: 

I. Proktis 

a. merupakan suatu input atau masukan yang berrnanfaat dalam upaya untuk 

le\;ih rnengetahui implikasi penerapan SABH dalam membantu mernpercepat 

penyelesaian peketjaan dalant rangka meningkatkan kualitas pelayanan. 

b. masukan dari masyarakat peda Sub Direktoret Badan Hokum Direktorat 

Perdata tentang penerapan sistem komputerisasi terthadap kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada Sub Direktorat Badan Hukum kepada mereka 

sebingga pihak pimpinan dapat melalrnkan pembenaban lebih balk lagi baik 

terhadap sistem k.omputerisasi maupun terha.dap manajemen swnber daya 

manusla di Direk:torat Perdata khususnya di Sub Direktorat Badan Hukurn. 

2. Kontribusi Keilmuan 

Sebagai tambahan iimu pengetahuan dan pembelajanm dibidang administrasi, 

teknologi infurmasi dalam pemrosesan pengesahan badan hukum Perseroan 

Terbatas. 

1.5 SISTEMA TIKA PENELITIAN 

Penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing·masing bab terdiri dari 

sulrsub bagian yang yaitu : 

Pada bab satu berisi tentllng : l) latar belakang masalah yang 

menggambarkan funomena dan latar belakang penelitian dilalrnkan. 2) Rumusan 

masalah yaitu mencakup proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



12 

sebelum dan sesudah SABH diberlakukan, hambatan=hambatan dalam pengesahan 

badan hukum perseroan terbatas melalui SABH dan Dampak implementasi SABH 

terhadap kualitas pelayanan di bidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas. 

3) Tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan proses pengesahan badan hukum 

perseroan terbat:as sebelum dan sesudah SABH, menjelaskan hambatan~hambatan 

dalam proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas melalui SABH, dan 

menjelaskan dampak implementasi SABH terhadap kualitas pelayanan di bidang 

pengesahan badan hukum perseroan terbatas. 4) Signifikasi penelitian meliputi 

manfaat praktis dan kontribusi keilmuan, dan; 5) sistematika penulisan. 

Bab dua tentang tinjauan pustaka, yang mencak:up penelitian terdahu]u dan 

teori-teori yang menjadi acuan dan kerangka berfikir bagi peneliti untuk analisis 

penelitian. Teori .. teori yang diuraikan yaitu tentang pengertian pelayanan, kualitas 

pelayanan, e-government, .sistem informasi manajemen, operasional konsep dan 

model analisis. 

Bab tiga tentang Metode Penelitian, yang mencakup pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan 

reabilitas, teknik analisis data, keterbatasan penelitian. 

Bab empat tentang Gambaran Umum Direktorat Perdata dan Analisis Hasil 

Penelitian. Yang menjelaskan tentang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum, visi dan misi serta tugas dan fungsi, Togas dan fungsi Direktomt Perdata 

khususnya Subdit Badan Hukum, dan personil yang ada pada Subdit Bildan Hukum, 

deskripsi pelayanan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan analisis. 

Bab lima merupakan Penutup. Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari 

basil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran untuk perumusan kebijakan 

yang akan datang dalam perbaikan kualitas pelayanan pengesahan badan hukum 

Perseroan Terbatas bagi masyarakat penggunajasa hokum 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 BasiJ Penetitian Terdahulu 

13 

Sebelum masuk kepada peninjauan pustaka, terlebih dahulu peneliti 

menjelaskan pene!itian~penetitian terdahulu mengenai peningkatan kualitas 

pelayanan dengan sistem komputerisasi. 

Yang pertama adalab penelitian yang dilalrukan oleb Wardhani Mucbsin 

(200 I: 117), yang meneliti tenlang Pengaruh SISKOHA T terttadap perbaikan kualltas 

pel~yanan pendaftanm haji. Hasil penelitian menyebutkan bahwa SISKOHAT 

sebagai sistem informasi berbasis komputer telah bekelja optimal dan sangat 

mendukung kebijakan pendaftarnn haji, yaitu mudah. cepat dan terjamln. Dengan 

diterapkannya SISKOHAT maka prosedur pendaftanm hllji lebib pendek. waktu dan 

biaya yang dikelu.arkan oleh jamaalt maupun instansi Departemen Agama dapat 

direduks~ infonnasi lebih cepat diperoJeh dan jamaah mernperoieh jaminan untuk 

keberangkatmmya. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Azmi Dahlan (2003:129). Azmi meneliti 

tentang pelaksanaan sistern komputerisasi Direktorat Paten terhadap kualitas 

pe!ayanan di bidang Paten. Hasil penelitian menyebutken habwa diberlakukllnnya 

sistem komputerisasi pada Direktorat Paten dapat meningkatkan kepuasan 

pe1anggan. Tetapi ada faktor lain yang harus diperhatikan yaitu pembangunan sistern 

informasi manajemen Direktorat Jenderal HKI pada umumnya hams sesuai dengan 

standar intemasional. 

2.2 Administrasi Publik 

Sebelum menjelaskan tentang kuaHtas pelayanan, terlebih dahulu dijelaskan 

bagaimllDB. administrasi ·publik dan pengertiannya. Administrasi publik yang lebih 

dikenal di Indonesia dengan administrasi negara. adalah salah satu aspek dari 

I 
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kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu menurut Kasim ( 1994:8) administrasi publik 

sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan 

pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik 

berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat 

kebijakan politik. 

Menurut Simonn (1959 : 3)Administration can be defined as the aclivilies of 

groups cooperating to occompUsh common goals. Administrasi disini dapat 

dirumuskan sebagai kegiatan,kegiatan kelompok kelja sama untuk tujuan .. tujuan 

bersama. Menurut White (1955:1)" Administration is a process common to all 

groups effom;puhlic or private, civil or military". (administrasi adalah suatu proses 

yang umum pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik 

sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Menurut Hadari 

Nawawi (1990) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses 

pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dari definisi..definisi di atas, pada prinsipnya administrasi mempunyai 

pengertian yang sama yaitu, antara lain kerja sama, banyak orang, untuk mencapai 

tujuan bersama. Kemudian kita lihat definisi publik. Inu Kencana (2006:18) 

memdefinisikan Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan 

berfikir, perasaan, hampan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan 

nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

Kita sudah mengetahui definisi=definisi dari administrasi dan pubik. Kini 

lihat definisi Administrasi Publik. Menurut Pflffner dan Presthus dalam Inu 

Kencana(2006:23=24) Administrasi Publik :1) Meliputi implementasi kebijaksanaan 

pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 2) 

Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha .. usaha perorangan dan 

kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi 
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pekerjaan sehari,.hari pemerintah. 3) 5e(:ara global administrasi publik adalah suatu 

proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pemerintah, pengarahan kecak.apan. teknik,.teknik yang tidak terhingga 

jumlahnya.memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. 

Menurnt Prajudi Atmosudirdjo (1982:272) administrasi publik adalnh administrasi 

dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan­

tujuan tertentu. Administmsi pub1ik objek formatnya termasuk di da1amnya 

pelayanan pub1ik. 

2.3 Pelayanu Publik 

Menurut Moenir HAS (2006: 16-! 7) Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

rnanusia berusaha baik. melalui ak.tivitas sendiri maupurn secara. tidak langsung 

melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah proses penggunaan aka1 pikiran, 

pancaindem dan anggota badan dengan atau ta.npa alat Bantu yang di!akukan 

seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang 

maupun jasa. 

Proses pemenuhan kebutuhan meialui aktivitas orang lain yang langsung 

inilah yang dinarnakan pelayanan. Dari pengertian diatas menyatakan bahwa 

pelayanan adalah merupakan earn. me!ayani orang lain dalam rangka pemenullan 

kebutuhannya melalui ak:tivitas orang lain dalam bentuk barang ataupunjasa. Proses 

pelayanan dapat dilakukan oleh seseorang secara individu ataupun kelompok orang 

di dalarn suatu organisasi. Untuk menelaah pelayanan pubJik $CC!ffil konseptual perlu 

dibahas pengertian kata demi kata. Menurut Kotler dalam Sampara Lukman 

pe1ayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan. dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fislk. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayananan adalah suatu. 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara flsik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

I 

I 
-- ----~-c--
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Sementara itu istilah publik berasal dari Bahasa lnggris public yang berarti umum, 

masyarakat, Negara. 

lnu dan ka:wan,kawan mendefinisikan publik adaiah sejumlab manusia yang 

memiliki kesamaan berfikir, perasaan. barapan, sUmp dan tindakan yang benar dan 

baik berda.'Wlrkan nilai .. nilai nonna yang memsa memilikL Oleh karena itu pelayt~nan 

publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesaruan dan menawarkan kepuasan rneskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

2.4 Kualitas e.JoyllDDD 

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupekan sesuaru yang 

barns dikatjakan dengan balk. Apliwi kualims sebagai sifat dari penarnpi!an produk 

atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih 

keunggulan yang berkesinambungan baik sebagai pernimpin pasar ataupun sebagai 

strategi untuk terus tumbuh. Banyak pengertian-pengertian atau ungkapan yang 

digunakan unhlk memaha.mi kualitas seperti Total Quality Management, Total 

Quality Control dan lain sebagainya. Beberapa pakar seperti yang dikutlp oleb 

Cortada (1996:&) mendefinisikan kualitas seperti dibawah ini. 

Kualitas menurut W.Ed\\'at'd Deming adalah sebagai perbaikan 

berkesinambungan. Menurut Joseph M. Juran kualitas adalah sesuatu yang cocok 

untuk digunakan (fit for use). Phmp acrosby mendefinisibn kualitns adalah 

kesesuaian dengan persyaratan. Menurut Kaouru kualitas adaiah produk-produk 

paling ekonomis,paling berguna, dan selalu memuaskan bagi pelanggan. 

James Martin dalam Raymond Mc.Leod (!996:98) mendefinisibn kuali!as sebagai 

tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pemakai. sedangkan 

Raymond Mc.Leod sendiri mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan 

s:pesifikasi pc!anggan. 
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Crosby, lethimen dan Wyckoff mcndefinisikan kuali!J!s pelayanan adalah 

penyesuaian terhadap perincian~perincian (conformance to specification) dimana 

kualltas ini dipandang sebagai derajat keunggula.n yang ingin dicapai. 

Menurut edvardson memberikan definisi bahwa kualitas adalah " as meeting 

customer expectation, must be desi'gmd in :such a way that service providerS actt«Jlly 

live up to Jhese expectations". Teljemahan kualitas adalah sebagai pernenuhan 

barapa!bbarnpan pelanggan, pelayanan horus dimncang sedemildan rope sehingga 

panyedia jasa tersebut betul-betnl berlluat sesuai dengan harapan-harnpan palanggan. 

Goetsch dan Davis memberikan definis:i atas mutu atau kual~ menurutnya mutu 

atau kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berltubungan dengan pcnduk, 
' jll.Sil manusia, proses, dan lingkungan yang mentenuhi atau melebihi be.rapan pihak 

yang menginginkannya. Menurut Deming sebagaimana dikutip oleh Nasution 

meuyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

pmduk, manusia, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang .memenuhi 

atau melebihi harnpan petanggan atau konsumen. 

Dari beberapa definisi diatas pada dasamya kualitas adalah suatu pelayanan 

yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pe1anggan bukan kriteria yang ditetapkan 

parusahaan, dengan kata lain hnkekat kualiw adalah suatu pelayllllan yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menurut Cortada (1996:8) agar kepuasan ini 

tercapai maka diper!ukan usaha atau perhatian pada keandalan pelayananljasa. yang 

diberikan.kemauan atau kesediaan untuk melayani seseorang secara cepat, 

kemampuan karyawan untuk memberikan kepercayaan, sikap empati dan lingkunJW! 

bisnis yang baik. · 

2.4.1 Prinsip-prinsip Kualitas Produk dan J:asa 

Menurut Garvin dalam Raymond Mc.Leod (1996:9) mengidentifikasikan 

dimensf-dimensi dalam kualitas produk, yaitu : a) Kinerja, adalah seberapa baik 

suatu pmduk melakukan apa yang eharusnya dilakukan; b) Fetures, adalah pernik­

pernik yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar produk; c) Keandalan 
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(reahility). adalah bcrkaitan dengan kemampuan produk untuk bertahan selama 

penggunaan yang biasa; d) Kesesuaian (Conformance), adalah seberapa baik produk 

tersebut sesuai dengan standar; e) Daya Tahan (Durability) adalah ukuran umur 

produk dan teknologi mod~ memungkinkan hal itu; t) Kemudahan patbaikan; g) 

Keindahan (Aesthetics). yaitu keindahan suatu produk sehingga keindahannya dapat 

dilihat dan dinikmatildirasakan. 

Dalam bisnis jasa, pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dan 

JJWnentuknn kllalitas jaso yong dihosilkan. Untuk bisa tampil dalam s\ll!$I!Oa yang 

knmpetitif, sebuah organisasi barus berusaha meningkntkan pelayanannya. Kata 

kualitas mengandung banyak delinisi dan makna. Me@rut 1jipt<>no ada beberapa 

contuh definisi yang kerapkali dijumpai, antara lain: 

a. J<osesuaian dengan persyaratan/tunMan; 

b. Kecocokan untuk pemakaian; 

c. Perbaikan!penyempumaan berkeJanjutan; 

d. Bebas dari kerusakan/cacat; 

e. Pemenuhoo kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap sast; 

f. Mela.kukan s.egala sesuatu secara benar semeniak awa1: 

g. Sesuatu yang bisa membabagiakan pelanggan 

Ada beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatik:an dalam perbaikan 

kualitas jasa menurut Gaspersz antara lain : 

a, Ketepatan waktu pelayanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan disini adalah 

bcrkaimn dengan waktu tung.gu tian waklu proses: 

b. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabtiitas pelayabab dan bebas 

kcsalahan-kesalaban; 

c. Kesopanan dan kerarnahan datam memberikan pelayanan, terutama bagi merek:a 

yang berinteraksi langsung dengan pclanggan ekstmal, seperti operator telepon. 

petugas: keamanan (satpam), pengemudi. staf adrninistrasi, kasir, petugas 

penerima tamum perawat dan lain-lain. Citra pelayanan dari industri jasa sangat 
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ditcntukan oteh orang-orang dari perusahaan yang berada pada garis depan dalam 

melayani langsung pelanggan ekstemal. 

d. Tanggungjawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan 

darl pelanggan ekstemal; 

e. Ketengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan keter:sedia.an sarana 

p~ndukpng, serta pelayanan komplementer lainny~ 

f. Kemudahan mendapatkan pelayanan1 berkaitan dengan banyaknya outletrn 

banyaknya petuga$ yang melayani seperti kasir, $taf administrasi dan lain~lain, 

banyaknya fasiUtas pendukung seperti computer untuk memproses data dan lain­

iain. 

g. v anisi model pelayanan, berkBitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola 

baru dalam pelayanan, features dari pelayanan, dan lain~Jain. 

b. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan. fleksibilitas, penanganan pennintaan kbusus 

dan lain-lain, 

i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, kemudahan menjangkau, tempat 

perker kendar!Wl, ket<m<diaan informas~ petunjnk-petunjuk dan bantuk-bentuk 

lain; 

j. Atril;mt pendukung pelayanan lainnya seperti Hngkungan, ~bersih~n. ruang 

tunggu~ fasUitas musik., AC dan lain-lain. 

Menurut Sinambela (2006:6-?),Untuk meru:apai kepuasan ditunrut kualitas 

pelayanan prima yang tercermin dari ~ 

I. transparansi, yakni pelayanan yang barsifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

ole-h semua pibak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti; 

2. akuntlbilitas, yakni pelayana:n yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Kondisional, yakni pelayan;ul yang S%ua:i dengan k9ndis.i dan kemampua.n 

pe.Uberi dan penerirna pelayanan dengan tetap berpegang pad a prinsip efisiensi­

dan efektifitas; 
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4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong pcran serta masyarakat 

datam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan a.<tpirasi 

kebutuhan dan harapan masyamkat1 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 

aspek apapun khususnya suku, rns.agama, gotongan~ status soslal dan lain~iain; 

6. K<$eimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antam pemberi dan penerima pelayamm publik. 

Pakar lainnya, Gronroos (dalam !ldvardsoon, Thomasson, dan Ovretveit, 1994) yang 

dikutip Tjiptono (2002 : 14) menyatakan bahwa ada tiga kriteria pokok dalam 

menHai kuatitas jasa, yaitu outcome-relaJed, process-related, dan image related 

criteria. Ketiga kriteria tersebut masih dapat dijaba~~ menjadi enam unsur, yaltu: 

1. Professionalism and Skill-

Kri~ria yang pertama ini merupakan outCQm?-related criteria, dimlllla 

pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa (service provider), karyawan, sistem. 

operasional dan >Umber daya fisik, memiliki peng¢tlhtllU1 dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara proressional. 

2. Attiutks and Beh(tVior 

Kriteria ini adalahprocess~relaJed criteria. Pelanggan merasa bahwa karyawan 

perusahaan (contact personnel) menaruh perhatian terhadap mereka dan 

berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan 

senang hati. 

3. Accessibility and flexibility 

Kriteria ini termasuk dalam process--related criteria. Pelanggan memsa bahwa 

penyedia jasa, lokasi. jam kerja, karyawan, dan system operasionainya 

dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat 

melakukan akses dengan mudah. Selain itu juga diraneang denga:n maksud 

agar dapat bersifat fleksibel dalam menyesuaikan pennintaan dan keinginan 

peianggan. 

4. Rf!liabi/ity and Tmstwvrthirross 
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Kriteria inijuga termasuk procesN·elated cr((eria. Peianggan dapat memahami 

bahwa apapun yang terjadi, merreka bisa mempercayakan segata sesuatunya 

kepada penyedla jasa beserta karyawan dan sistemnya, 

.5. Recowrry 

&covery termasuk dalam process~related criteria. Pelanggan menyadari 

bahwa biia ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka 

penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk. mengendalikan situasi 

situasi dan mencari pemecahan yang tepat. 

6. Reputation and Credibility 

Kriteria ini merupakan image-related criteria. Pelanggan meyakini bahwa 
' operaSi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan 

yang sesuai dengan pengorbanannya. 

Zeithaml, Parasuraman, Berzy (19%:118) memberikan indikator ukuran 

kepuasan konsumen terletak pada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan menurut 

dikatakan konsumen, yaitu : 

l. Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, komputerisasi 

administrasi. pegawai, sarana komunikasi, tempat infonnasi> ruang tunggu, loket 

dan lain sebagainya. 

2. Reliability ( keandelan • artinya kemampuan rnem~rikan peiayanan yang 

dijanjikan dengan segera. akurat, memuaskan. 

3. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kesanggupan para staf untuk membantu 

dan menyediakan secara cepat serta tanggap terhadap keinginan peJanggan. 

4. Assurance Gaminan). mencakup pengetahuan, kematnpuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf. bebas dari bahaya, resiko atau keragu· 

raguan. 

5. Emphathy (emp.ati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik., perhatian prlbadi dan memahami kebutuhan pelanggan. 
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Kelima dimensi itu merupakan variabel yang sering digunakan dalam penHaian 

jasa suatu organisasi atau perusahaan. baik yang menghasilkan produk maupun yang 

menghasilkan jasa. Dan kelirna dimensi ini akan dijadikan seb.agai alat ukur dalam 

penelitian lni. 

2.S Electronic Government 

Electronic Government yang sering disingkat dengan istilah £-Government, 

muncul sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi yang 

sedemikian pesatnya dan pembahan sistem pemerintahan dari otoriter dan sentralistik 

ke sistem pemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenanpn 

pusat dan daerab-otonomi. Perubahan system pemerintahan yang tetjadi di Indonesia 

sekarang ini menuntut terbentuknya pemerinmban yang bersih, transparan dan 

mampu menjawab tuntulan purubahan yang winginkan rnkyat secara efektif dan 

efisien, serta dapat menumbuhkan kembali kept::rcayaan masyarakat domestik 

maupun masyarakat intemasionat pada pemerintah. Masyarakat menuntut pelayanan 

pubHk yang memenuhi kepentingan masyamkat 1uas diseluruh wilayah Indonesia 

yang dapat diandalkan , terpercaya serta asp.irasi mereka di dengar, dengan demikian 

pemerintah harus mernfasititasi partisipasi dan dialog publik dal.am perumusan 

kebijakan Ncgara. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu 

membentuk dimensi baru kedalam organisasi : 

1. Mengembangkan sistem dan proses kelja yang lebih lentur dalam memfasilitasi 

berbagai bentuk intcraksi yang kornp1eks dengan lernbaga-lembaga Negara lain, 

masyarakat, dunia usaha dan masyarakat intemasionaL 

2. Mengembangkan sistem mauajemen organis:asi jaringan yang dapat 

memperpendek: Jini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. 

3. Pemerintah harus melonggark:an dinding pemisah yang membatasi interaksi 

dengan sektor swasta, oganisasi pernerintah harus Jebib terbuka untuk 

membentuk kernittaan dengan dunia usaha (public privale parJnetship). 
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4. Pemerintah harus mampu memanfa.atkan kemajuan teknologl informasi untuk 

meningkatkan kemajuan mengolah, mengelola. menyaiurkan dan 

mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. 

Menurut Legislative (Jna/yst's office (website. 14 Mei 2001) e-government 

adalah proses transaksi bisnis antara publik dan pemerintah rnelalui pemakaian 

system otomasi dan jaringan kerja internet , lebih umwn lagi merujuk. sebagai the 

world wide web. 

Inti dari e-government menurut Raharjo adalah penggunaan teknologi 
. •· 

informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak 

lain. Selanjutnya E-Governmenl dapat diterapkan dalam berbagai eara soperti : 

1. penyediaan sumber infonnasi khususnya dalarn informasl yang banyak dicari 

oieh masyarakat. Infonnasi tersebut dapat diperoleh langsung dari kantor-kantor 

pemerintah, kios info ataupun dari internet yang dapat diakses masyarakat, 

dimana dia berada. Informasi ini dapat berupa infoonasi potensi daerah yang 

dibutuhkan eaton investor dalam mempertimbangkan kemungkinan dalam 

rencana investasinya di daerah tersebut Misalnya informasl tentang komoditas 

utama dacrah terSebut , kualitas sumber daya manusia,. jumlah perguruan tinggi 

dan infonnasi pcntlng lainnya. Fungsi penyediaan sumber lnformasi ini dapat 

menjadi penentu keberhasiiao. 

2. penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersed.ia dikantor 

pemerintahan dan juga tersedia ditempat umum usaha penyediaan akses ini, 

dilakukan untuk menjamin kesetaraan mendapatkan infonnasi. 

3. Electronic procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara 

online dan transparan. 

Menurut Caldow dalam iodrajit (2006) e-govemment adalah pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (flK) guna pelaksanaan pemerintahan yang 

efisien dan mumh, dengan meningkatkan pelayanan rnasyarakat dengan ca:ra 

.. 
' 
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menyediakan sanma publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi, dan 

menciptakan pemerintahan 

Menun1t world bank (worldbank online 2006) E-gtwernmenc adalah 

penggunaan teknologi infonnasi oieh pemerintah (seperti : Wide Area Network. 

Internet dan mobile CJJmputing) yang memungkinkan pemerintah untuk 

mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang 

betkepentingan, dalam pmkteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk 

melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih bail< 

dan earn yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengembangan e-govemment 

merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerlntahan yang 

berl>asis elektronik dalam ra:ngka meningkatkan kua!itas layanan publik secara 

efektif dan efisien, 

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen 

dan proses ketja di liogkWJgan pemerintah dengan mengoptimasikan pernanfaatan 

teknologi informasi. Pemanfuatan teknologi informasi tersebut mencalrup 2 (dua) 

aktivitas yang berkaitan yaltu : (1) pengolahan ~ pengelolaan informasi1 sistem 

manajemen dan proses kerja secara etektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi 

informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh 

masyamkat di selurult wilayah liegara. 

Pemanfaatan teknologi infurmasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek 

ada di dalam lnpres No.03 Tahun 2003 sebagai berikut: 

L E-Leadership, aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam 

mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 

2. Infrasttuktur Jaringan lnfarmasi, aspek ini berkaitan dengan kondisi 

infrastruk.tur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biayajasa akses. 

3. Pengelolaan Informasi~ aspek ini berkaitan dengan kualitas dan kcamanan 

pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, 

sampai penyaluran dan distribusinya. 
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4. Lingkunga:n Bisnis. aspek ini berkaltan dengan kondisi pasar. sistem 

perdagangan, dan reguiasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnls 

teknotogi infonnasi, terutama yang mempengaruhi ketancaran aliran intOrmasi 

antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha,. antar badan usaha. 

antara badan usaba dengan masyarakat, dan antar masyarakat. 

5. Masyarakat dan Sumber Day a Manusia, aspek ini berkaitan denga:n difusi 

teknologi infonnasi didalam kegiatan masyarakat baik perornngan rnaupun 

organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada 

masyarakat melalui proses pendidiknn. 

Menurut Indrajit (2006). e-government bertujwm memberlkan pelayanan 

tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan siste~ antrian yang panjang: 

banya untuk rnendapatkan sua.tu pelayanan yang sederbana. Selain itu e-govemment 

juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang 

mempennudah masyarakat untuk mengakses infonnasi dapat. mengurangi korupsi 

dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E­

govemmenJ dapat memperfuas partisipa.si publik dimana masyarakat dimungkinkan 

untul< terlibat aktif dalam pengambilan lreputusaiJ!l<ebijal<an oleh pemerintah. E­

government juga dlharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrnsi 

scrta meningk:atkan pertumbuhan ekonomi. 

Adapun konsep dari e-government menurut indrajit (2006) seperti yang 

dikutip oleh Chandra (dalam Chandra.html) adalah menciptakan interaksi yang 

ramah. nyaman, transparan dan mumh antara : 

1) pcmerintah dan masyarakat (G2C~gavernment to citizens). Government to 

citizens (G2C) merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum. 

yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi 

informasi dengan tujuan utama untuk mcmperbaiki hubungan interaksi dengan 

masyarakat. Tujuan utamanya untuk mertdekatkan pernerintah dengan rakyatnya 

me1alui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah 
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menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan bcrbagai kebutuhan pelayanan sehari­

hari sepcti Departemen Agama mernbuka situs pendaftaran bagi meraka yang 

benninat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu seh.ingga 

pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjaianan yang 

sesuaL 

2) Pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B~government lo business 

enterprises). Government to Business (G2B)~ salah satu tugas utama dari sebuah 

pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda 

perekonomian sebuah negara dapat beijalan sebagaimana mestinya Datam 

melakukan aktivit:as sebari·harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta 

membutuhkan banyak sekali data dan infonnasi yang dimiliki oleh pemerintah. 

Terbentuk.nya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja 

bertujuan untuk mempetlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda 

perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal )'ang dapat menguntungkan 

pemerintah jlka terjadi relasi. interaksi yang baik dan eektif dengan pihak swasta. 

Contohn)'a para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi 

berbasis web untuk menghitung besamya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah 

dan melaku.kan pembayaran melalui internet. proses lelang proyek-proyek 

pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dlakukan melalui situs 

web mulai dari proses pengumuman sampai dengan mekanisme peiaksanaan tender 

itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pernenang tender, 

3) Pemerintah dengan Pemerintah (Government to Government), 

meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negera untuk sating berkomunikasi secara 

lebih intens dari hari kehari tidak hanya bcrkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi 

semata, namun lebih jauh Jagi untuk rnemperlancar kC:Ijasama antar entity-entiti 

negara seperti pemerintah daernh dengan instansi~instansi terkait dalam melakukan 

kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berJangsung seperti 

hubungan administrasi antara k~:mtor·kantor pemerintah dengan mempergunakan 

situs web baik ditingkat Kernentrian sampai pada Pemerintah daerah. 
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4) Pemerintah dengan Pegawai (Government to Employees (G2E)) 

diperuntukkan bagi peningkatan kinel]a dan kesejahteraan para pegawai negeri atau 

karyawan pemerintah yang hekerja disejurulah institusi pelayanan masyarakat seperti 

sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang setain bertujuan meyakinkan 

adanya perbaikan kualitas somber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang 

proses mutasi, rotasi dan promosi seJuruh karyawan pemerintah. sistem asuransi 

kesehatan dan pendidiknn bagi para pegawai pemerinll!h yang telah terlnregrasi 

dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, pnliklinik. apntik) dan instilusi­

ittstitusi pendidiknn (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingket 

kesejahtetaatt karyawan haserta keluarganya. 

Dad penjelasan di atas. rnaka e-gcvernmenJ. ada sebagai wujud dari gQOd 

goverr~ance. Menurut Nico (2006;24-27) Secara sederhana Good Govern(m(;e 

diartikan sebagai pengelolaan penterlnll!han yang baik. Warld Bank mendefinisikan 

Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 

solid dan hartanggungjawab serta S<'Jalan dengan pl'insip demokeasi dan pasar yang 

efisten, penghindarnn salah a!okasi dana invest:asi, dan pcncegilhan korupsi baik 

seeara poUtik maupun administrati( menjalankan disiplin an~ serta penciptaan 

legal and political framework bagi tumbullnya aktifitas usaha. Kunci utama 

memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didala.mnya. 

Dan prinsip-prinsip tersebut adalah : 1) Partisipasj masyarakat; 2) Tegaknya 

supremasi hokum; 3) Transparansi; 4) Peduli pada stakeholder; 5) Berorientasi pada 

konsensus; 6} Kestaraan; 7) Efektifitas dan efisiensi; 8) akuntabilitas; 9) visi 

strategis; 

Gaod Governance seperti yang dijabarkan oleb Nioo (2007:26-27) hanya 

benna.kna blla keberadaannya ditopang o1eb lembaga yang melibatkan kepentingan 

publik. Pilar-pilar Good Governance adalah sebagai berikut l) Negara; 2) sektor 

swasta; 3) masyarakat madani. Secara teoritis good Governance sendiri dapat diberi 

arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi 

kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk 
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dapat mempengaruhl keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan 

publik bes:erta seluruh upaya pembangunan politik. ekonomi, sosial, dan budaya 

mereka dalam sistcm pemerintahan. Selain itu good governa~, juga banyak 

diartikan sebagai cara berpemerintahan yang baik dan amanah, dirnana tertata 

hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (sralrelwlders), 

Menurut Bintoro Tjokroarnidjojo, bahwa pemahaman kon~psi pengelolaan 

kepemerintahan yang amanah dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip sebagai 

berikut : I)Akuntabilitas, tanggung gugat (accounJability). 2) Transparansi 

(transparency). 3) Keterbukaan(openess) 4) Berdasarkan hukum (rule of law) 5) 

laminanfairness, a level p/ayingfreld (jlerlakuan adillperlakuan kesetaraan). 

Menurut pemabaman Gore pemerintahan yang baik (good governance) adalah 

pemerintah yang digerakan oleh suatu kesadaran baru dan sikap responsive dari para 

pengguna jasa (governmenl is driven by a new awareness of and responsiveness to 

customer). Lebih lanjut Gore mengemukakan bahwa untuk mengelola pemerintahan 

secara balk dan dapat memperkecil biaya opemsional pemerintah (cosi of 

government) maka perlu diperhatikan empat halsebagai berikut : a) mereduksi 

ukuran dan jurnlah lembaga pemerintahan, program dan st.af {downsizing) b) 

mempermudah prosedur (steamlining) c) merefonnasi lembaga-lembaga secarn 

structural agar dapat menjalankan mlsinya dengan baik {re-strocturing) d) 

melimpahkan fungsi kepada sector swasta yang lebih piawai (privatizing). 

2.6 Konsep Sistem loformasi Manajemen 

Di daiam kepustakaan berbahasa inggris sarnpai saat inl masih belum terdapat 

keseragaman dalam pcmakaian istilah Sistern Jnformasi Manajemen. Dalam 

beberapa buku dituiis dalam babasa inggris dengan judul Management of 

Infonnation Systems, Management Information System. Information Processing 

Systems dan ada juga yang menyebutnya dengan Tnfonnation Systems saja. Pada 

umumnya daiam buku-buku berbahasa fndonesia menggunakan istil.ah Sistem 
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lnformasi Manajernen (SlM). walaupun pada bebempa seminar ada yang 

menggunakan istilah manajemen sistem informasi yang maksud dan tujuannya lebih 

menekankan pada sisi manajemennya daripada sisi teknologi infonnasinya Scott 

memberlkan definisi singkat dan formal dari Sistem Informasi Manajemen (SlM) 

adalah: 

"Sistem Inforrnasi Manajemen (SIM) adalah serangkaian sub--sistem Infonnasi yang 

menyeluruh dan terkoordinasi dan seeara rasional terpadu mentransformasikan data 

sehingga menjadl infurmasi lewat serangkaian cara, guna meningkatkan 

produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifut manajer atas dasar kriteria mutu 

yang relah dltetap!can." 

Definisi tersebut memberikan makna SIM adalah menyeluruh, mencakup 

sistem infonnasi formal dan informal, yang manual dan komputeriSasi 

(berkomputer). termasuk sistem informasi inteJejen, peramalan dan lain-lain. 

SIM adaJah rnenyeluruh, yaitu dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa 

informasi meJewati dan menuju sub-sub sistem yang diperlukan bekeija secara 

efisien. SIM memiliki sub sistern informas~ dimana masing~masing sub sistem 

menyambung terea.painya sasaran SIM organisasi. 

SIM terintegrasi secam rasional yaitu subsistem atau kumpulan: dari sislem 

yang resmi terpisah adalah tetpadu sehingga kegiatan dari masing~masing saling 

berkaitan satu sama lainnya. SIM mentransformasikan data ke dalnm informasi 

dengan berbagai cara yang ditentukan oleh sifat personH organisasi. sifat tugas 

kemana informasi tersebut ditujukan. 

SIM meningk:atkan produktlvitas,mampu melaksanakan tugas rutin dengan 

efisien, mampu memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi dan 

individu.memberikan peringatan dini masalah internal dan ekstemal, membantu 

proses manajemen normal serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk 

mengatasi masaiah tak terduga.SI.M: sesuai dengan sifat dan gaya manajer karena 

pengembangan SIM dilakukan lewat atau melalui pengenalan sifat dan gaya 
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manajerial orang-orang yang akan menggunakannya termasuk sumbangan yang 

diberikan manajer. SIM menggunakan kriteria materi yang telah ditetapkan. Sebuah 

SIM harus dimncang sesuai dengan toleransi terhadap kecepatan, relevansi dari 

ketepatan informasi. 

Mc.Leod, mendefinisikan SIM seabagai A management Information System 

(MIS) as a computer based system that makes information available to users wilh 

similiar needs". Definisi SIM menurut Me. Leod. Jr adalah sebagai suatu sistem 

yang berbasis komputer yang mernbuat atau mengakibatkan infonnasi tersedi.a bagi 

pemakai inforrnasi dengan kebutuhan yang sama atau serupa. Definisi ini diperjelas 

dengan keterangan bahwa organisasi SIM telah d.ipercaya dengan program-program 

komputer, persediaan-persediaan (Supplies), data, dokumentasi dan fasilitas-fasilitas 

secara terns menerus meningkat dalam ukuran dan nilai. Kita harus menjaga atau 

memelihara standart dapat dilihat (visible slandart) dari segi keamanan, kinerja dan 

keunggulannnya yang membantu usaha-usaha kita untuk menjamin integritas dan 

perlindungan atas asset atau modal yang sangat berharga ini. 

Me. Leod (2004:273-274) mengatak:an SIM merupakan upaya organisasi 

pertama yang tujuan utamanya menyediakan informasi bagi manajemen. Istilah SIM 

menikrnati masa jayanya sclama tahun 1960an ketika konsep tersebut pertama kali 

muncul. Sejak saat itu istilah tersebut paling sering diungkapkan dalarn bentuk­

subsistem-subsistem organisasi seperti sistem informasi eksekutif dan informasi 

pemasaran. Sistem dan Subsistem-subsistem organisasinya berkontribusi pada 

pemecahan masalah dalam 2 dasar, yaitu somber daya infonnasi seorganisasi dan 

identifikasi dan pemahaman masalah 

Tujuan dibentuknya sistem infonnasi manajemen adalah a)Menyediakan 

kepada organisasi suatu sistem pengolah data menjadi infonnasi yang dapat 

diandalkan; b) Menye4iakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi 

yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. c) Menunjang 
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tugas--tugas pegawai, para manager, pengguna jasa serta semua unsur~unsur pokok 

yang terdapat dalam Hngkungan otoritas organisasi. 

Suatu sistem informasi tnllltajemen yang berbasis komputer (computer based 

mangement infonnalion system) menurut Parker dalam Kumorotomo dan Margono 

terdiri dari Manusia, perangkllt keras (hardware), perangkat lunak (.roftware), data 

dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data 

dan informasi yang tepat pada waldunya pada pihak-pihak di dalam 1111lUpun diluar 

organisasi yang berkompeten. 

2:.6.1 Somber Daya Manusis. 

Untuk mengeiola suatu sistem informasi yang berbasis komputer diperlukan 

unit-unit organisasiyang dikelola tenaga-tenaga spesialis atau tenaga ahli yang 

bertanggungfawab dalam mekanisme kerja sistem informasi tersebut Menurot 

Mcleod(i996:25) ada lima golongan utama spesialis inforrnasi. analis sistem (system 

analist}, Pengelola Database (database Administrator), Pengeiola database, 

programmer dan operator. 

Selanjutnya Mc.Leod, Jr. Menjelaskan pengertian dari masing-masing 

go Iongan yaitu 1) analis sistem (sy£tem AMlisl), adalah pakaf dalam mendefinisikan 

masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai earn. komputer membantu 

pcmecahan masalah. 2} Pengelola database (database administralor}, adalah petugas 

yang mengelola suatu kumpulan data kornputer yang terintegrasi, diarur dan 

disimpan menurut suatu cara yang memudahkan peng:ambilan kembali. Pengelola 

database ini bekerjasama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database 

yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan infonnasi bagi pemakaL 

3) Spesialis jaringan (•pecia/ist network), adalah bertugas menggabungkan keahlian 

di bidang komputer dan telekomunikasi. Dalam pelak:sanaannya spesialis jadngan 

bekcrjasama dengan analis sistem dan pemakai membentukjarittgan komunikasi. data 

yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang terScbar diberhagai lokasi. 4) 

:.--~---
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programmer, adalah tenaga yang menggunakan dokumentasi yang disiapkan analis 

sistem untuk membuat kode~kode instruksi yang menyebabkan kornputer mengubah 

data menjadi informasi yang diperlukan bagi pemakai. 5) Operator, adalah petugas 

yang mengoperasikan peralatan komputer, seperti memantau layar komputer, 

mengganti ukuran-ukuran kertas printer, mengelola perpustakaan tape dan disk 

storage, serta melakukan tugas--tugas serupa lainnya. 

Untuk melaksanak.an tugas.-tugas sistem infurmasi berbasis k:omputer agar 

lebih efektif perlu adanya tim kerja yang terdiri dari pakar-pakar analis sistem, 

pengetola database spesialis jaringan, programmer dan operator. Agar tim tersebut 

berllasil, menurut CarlsE.Learson danJ'ronk M.l. LaFasto dalam lames W.Cortada 

(1996:265) setldaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Tim 

Teknoiogi Informasi yang berhasil, yaitu : a) Menetapkan tujuan-tujuan yang jelas; 

b) Membuat tim yang digerakkan oleh basil; c) Menjamin tim memiliki anggota yang 

memenuhi syarat; d) Mengimplementasikan lffli}ied commitment; e) Membantu. 

pertumbuhan semangat kerjasamo. l) Membuat keunggulon prime value; g) 

Mendukung dan menghargai penyempwnaan tim; h) MemerJukan kepemimpinan 

yang efuktif. 

Sementara Cobit (2000:36) menyebutkan bahwa faktor·faktor kaberhasilan 
(Critical Success Factors) dari human resources dalam teknologi inforrnasi 
disebutkan sebagai berlkut : a) A framework exists for the development and 
maintenance of on IT human resources management plan; b) Management supports 
and is commetted to the IT human resources management plan,' c) There is 
ccnsislency between the rr strategic plan and the rr human resources management 
plan; d) Sufficient and appropriately skilled resources Ore allocated to hte 
development of the IT human resources management plan; e) Appropriate on going 
fl' and oriental ion trairdng resources are allocated to fulfil the needs of the IT 
human resources management plan; j) Succession plans consider single points of 
dependency to avoid leaving expertise gaps; g) Job rotation for career development 
Is implemented. -

,----~ 
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2.6.2 l'er•ngkot Keras 

Perangkat kerns (h(Jrtiware) adalah semua perangkat fisik yang digunakan 

untuk pemasukan data, pemrosesan,penyimpanan,output dan juga alat komunikasi 

dafam kegiatan sistem infurmasi. Setidak:nya ada enam perangkat keras daiam 

kegiatan sistem infonnasi berbasis k:omputer yaitu Central Processing Unit (CPU), 

Input Devices, Output Devices, Primary Storage, Secondary Storage dan 

Communication Devices. Uhat gambar 2.l 

lnput Devices 
Keyboaro 
Computer Mouse 
Touch Screen 
Source Data Automation 

Output Devices : 
Printers 
Video Display 
Plotters 
Audio Output 

• 

• 

Centrnll'recessing Unit 
(CPU) 

Arithmatic-logic unit 
Control unH 

• 

• 

Primary Storage 

Secondary Stomge 
Magnetic Disk 
Optical Disk 
Magnetic Tape 

Communication 
Devices 

Gam bar 2.l Komponen~komponen Perangkat Kems 

Sumber : Wardbeni Mucbsin (2001 :34) 

CPU adalah bagian untuk memanipuiasi simbol-simbol maupun angka yang 

digunakan untuk mengontrol sistem infonnasi. Input Devices seperti keyboard adalah 

alat untuk mernasukan data kedalam komputer. Oulput De11ices seperti printer alau 

display (Jayar monitor) adalah alat untuk mengeluarkan atau mentransfer 
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datalinformasi dari komputer dalam bentuk gambar, suara atau tabel dan lain-lain, 

sehingga orang dapat mengerti dan mernaharni. Primary Storage adalah perangkat 

tempat penyimpanan data berbagai program aplikasi , sedang secondary storage 

adalah seperti disk magnetic atau optik, alat yang diguna~~m untuk rnenyimpan data. 

atau aplikasi program yang sedang tidak digunakan. Communication Devices adalah 

a1at yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan jaringan 

kornunikasl ant.ara satu tempat dengan tempat yang lain. ( dikutip dari tesis wardhaoi 

muchsin:judul tesis Pengaruh Sistem Komputerisasi H~i Terpadu terhadap 

Perbaikan KualilllS Pelayanan Pendaftanm Haj~200!:34) 

2.6.3 Penrngkat Lunak 

Perangkat tunak (software) sistem infonnasi berbasis komputer meropakan 

jenis perintah~perintah atau instruksi~instruksi untuk mengontrol dan 

mengkoordinasikan berbagai kegiatan atau operasi dari sistem komputer. Jenis~jenis 

perintah ini dapat dtklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemngk:at lunak apHkasi dan 

perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi adalah program-program yang 

bersifat user ariei'Jieti ini bisa bersifat multi guna yang mencakup program-program 

yang secara umum dapat dipargunakan dalam berbagui pelretjaan seperti pengolahan 

database, pencetakan, pengolahan tabel~ pengel.olaan files~ atau penyajian graftk. dan 

1atn~lain. Secara khusus dapat juga dipergunakan untuk aplika.si-apHkasi keperluan 

tertentu, seperti program-program untuk rnenunjang berbagai kegiatan organisasi. 

misa1nya program akuntansi, program pendidikan. program hiburan, program ststem 

informasi geografis. program penjadwalan produkst. dan iain-Jain, 

Perangkat lunak .sistem merupakan kumpulan program yang mengatur agar 

perangkat lunak aplikasi dapat dijalankan pada suatu konftgumsi komputer. 

Program-program ini rneliputi program-program manajemen sistem seperti sistem 

operasi, sistem pengelolaan database, telekomunikasi~ dan paket ilngkungan sistem 

operasi, program.,program pendukung sistem seperti uJi/ity, kearnanan pustaka, dan 
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program-program pengembang sistem seperti penetjemahan bahasa, editing roofs, 

genera/or program dan Case Program dan Case Tools. 

2.6.4 Manajemen Database 

Menurot Mc.Leod.Jr (1996:312) Manajemen data (pengelolaan data) arlalah 

bagian dari sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan 

bahwa sumber daya data aku:rat, mutakhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi 

pemakai. 

Kegiatan pengeloiBBn data mencakup pengumpulan data, integritas dan 

pengujian data, penyimpanan data, pemelihaman data, pengamarnm data, 

pengorganisasian data, dan pengambilan kembali data. Perangkat lunak yang dibuat 

untuk pengelolaan data yaitu penyajian data dengan pendekatan yang sistematis, 

bersatu, tleksibel dalam pengaturan dan pengaksesan. disebnt DaJabase Management 

System (DBMS) 

Secal1l geografis database bisa terpusat atau terdistribusl. Database yang 

terpusat artinya secara fisik database terletak pada satu !okasi misalnya pada kantor 

pusnt, sementara kantor cabang atau kantor perwakUan melakukan akses data ke 

pusat melalui sarana telekomunikasL Database terdistribusi adalah database yang 

tersimpan lehih dari satu lokssi lisik (sites). Setiap lokssi (site) mengelola database 

Jok.aL, namun setiap lokal dapat berpartisipasi atau mengakses transaksi global. 

Ada beberapa kelebihan pengeiolaan database secant terdistribust inl. yaitu 

sharing data, reability dan availability, pencepatan proses query. Sharing data 

arttnya pengguna data dapat memanfaatkan database secam bersama walaupun 

dalam lokasi berJainaii, disamping juga setiap lokasi mernillki tingkat kemampuan 

kontrol yang berbeda. Reability dan availability artinya jika salah satu sitellokasi 

mengalaml gangguan atau kerusakan Jain masih bisa meJakukan opera.si tanpa 

terpengaruh lokasi lain yang sedang mengalami kerusakan. Pencepatan query, 
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dengan sistem database yang terdistribusi mengakseskan atau proses query dapat 

dilakukan dengan cepat. Sementara database yang terpusat akan memberi pengaruh 

terhadap kecepatan mengakses karena tiap lokasi kemungkinan akan melakukan 

eksekusi data dalam waktu yang bersamaan dalam tempat yang sama. 

Manajernen Database Sistem Administrasi Badan Hokum dilakukan secara 

terpusat, walaupun demiklan pengaksesan masih berjalan dengan baik, hanya 

""""kali terjadi Notaris Iambe! dalam mengakses data perseroan yang akan diperiksa 

oleh koreldor. Pad& saat ini pengelolaan database sedang ditingkatkan. 

2..6.5 Sistem..Jar-ingan Data 

Raymond Mc.Leod.Jr (1996:342) mengemukakan behwa komunikasi data 

atau jaringan data adalah pergerakan data dan informasi yang dikodekan da.ri satu 

titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elelctromagnetik, kabel setat optik 

(jiberoplic cablems) atau sinyal gelombang mikro (microwave signals). 

Komponen-komponen penting dabtm sistem jaringan data yang dikutip olen 

Wardnani Mucbsin dari Munemmad Agus Bintoro dalam Pengemnangan Sistem 

Informasi di Embarkasi Haji Sukotilo Surabaya untuk meningkatkan keterpaduan 

SISKOHAT, hal.40 ada.lah 1) Komputer untuk mernproses informasi; 2) Tenninal 

atau alat input dan output untuk menerima dan mengirim data;. 3) Sa~uran 

komunikasi, merupakan saluran yang dilewati data dan suara yang ditransfer baik 

melalui alat pengiriman atau penerimaan dalam suatu jaringan. Salurnn 

telekomunikasi seperti saluran telepo~~ kabel optlk. kabel coaxial, ataupun transmisi 

berupa kabel. 4) Processor komunikasi seperti modem, multiplexor, controller, dan 

front-end procesor yang di dalamnya terdapat fungsi yang mendukung transmisi dan 

penerimaan data. 5) Software komunikasi yang mengontrol aktivitas rnasukan dan 

keluaran dan rnengendalikan fungsi yang lain darijaringan telekomunikasi. 
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Jenis--jenisjaringan data dapat berupajaringan luas (Wide Area Network atau 

WAN). jaringan setempat (Local Area Network atau LAN), atau kombinasi 

keduanya. WAN merupakan jaringan telekomunikasi yang mempunyai jangkauan 

wilayah yang lu,. yang biasanya di dulamg oleh satelit atau teknologi gelombang 

mikro, seda.ngkan LAN merupakan jaringan terbatas don dalam jarak pendek. 

biasanya digunakan dalam satu lokasi gedung atau lebih dari satu gedung yang 

berdekatan, antara satu komp.uter dengan komputer lainnya yang dihubungkan 

dengan mikro dan membutuhkan saluran komuoikasi sendiri. SABH menggunakan 

kombinasi keduanya WAN dan LAN. WAN diperuntukan bagi Notaris yang .. 
mengakses permohonan pengesahan ,._,.. elektronis, sedangkan LAN diperuntukan 

bagi Subdit Badan Huk:um unt!.lk memwrifikasi dan meneliti kembali permohonan 

yang diajukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang benar ataukah ada 

perbaikan data. 

2.7 Model Aoalisis 

Ada 3 variabei pada penelitian ini yaitu variabel sebelum imptementasi (XI). 

sesudah implementasi (X2) dan variabel sistem komputerisasi {Y), maka model 

analisis adalah sebagai berikut : 

Pelaksanaan Pelayanan 

~ l 
Pelayanan dengan 

Sistem Manuai(Xl) 

l'clayanan setelah berlakn 

berJakunya Sistem Komputerisasi (X2) 

Performance Pelayanan {Y) 
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2.8 Opera:sional Konsep 

Varia bel konsep dalam penelitian ini adalah terdiri dari : 

1. Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan dalam penelitian, yaitu meiiputi : 

a. Tangibility (bukti langsung), Bukti fisik dari pelayanan yang dirasakan 

1angsung oleh pengguna jasa hukum. Meliputi loket pelayanan, ruang tunggu, 

peralatan komputer, sarana komunikasi, petugas pelayanan. 

b. Empathy (empati), yaitu Kemudahan - kemudahan dalam melakukan 

hubungan, k.omunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan palanggan. 

c. Responsiveness (ketanggapan), Keinginan pegawai untuk membantu para 

pengguna jasa hukum dan memberikan pelayanan di bidang pengesahan 

badan hukum p.rseroan terbatas dengan tanggap. 

d. Reability (keanda1an), Kemampuan memberikan pelayanan pengesahan 

badan hukum perseroan terbatas dengan cepat, akurat dan memuaskan 

e. Assurance (jaminan}, Mencal'llp pengetahuan, kemampuan kesopanan dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai Subdit Badan Hukum, bebas 

dari keragu-raguan. 

2. Dimensl variabel slstem kQmputerisasi Subdit Badan Hukum terdiri dari : 

1. Sumber daya Manusia, yaitu Pemahaman pegawai subdit badan hukum tentang 

tugas pokok dalam pelayanan dan Kemampuan mengatasi hambatan-hambatan 

teknis dan non teknis daiarn proses pelayanan di bidang pengesahan perseroan 

terbatas 

2. Program aplikasi, yaitu meliputi Manajemen database; pengamamm database dan 

prosedur operasiona!. 

3. Teknologi yaitu meliputi kemampuan akses jaringan dan kemampuan teknls atau 
peralatan 
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Penelitian merupakan suatu upaya untuk menemukan., mengkaji,. 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penjelasan dalam bah 

ini melipud sumber data, metode pengumpnlan data, pendekatan penelitian, 

instrumen penelitian, populosi dan sampel, variabel dan indikator pengnkuran dan 

teknis l!M!isls data. 

3.1. P~ndekatan Penelitian 

Dengan memperbotilam pel1llliS3.!ahan dan tujuan penelitian yang nlam dicapei, 

serta nntuk mempetkaya data dan memabami datlipok implementasi sistem 

kompeterisasi terbadap koalitas pelayanan dibidang Perseroan Terbatas tersebut 

maka pendeka!J!n yang diganalam dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Sebagaimana definisikan o!eh Ira wan (2006: I 01) bahwa pendekatan 

kuantitatif merupakan keakuratan deskripsi setiap variabel dan kekuatan hubungan 

antara satu variJ!bel dengan variabel lainnya. Maka penelilian ini dilakolam untuk 

mengukur kualitas pelayanan pengesaban hadan hokum perseroan terbatas. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena memungkinkan peueHti untuk memilih 

satu objak penelitian untuk dikaji seoam mendalam, seoara tekois penelltian dengan 

metode deskriptif ini paling jauh mengkaji pula hubungan korelasional antara 

beberapa variabeL 

3.2. Metode Pengumpnlan Data 

Prosedur pengumpulan data yang ditempuh adalab dcngan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebegai berikut. 

1. Observasi 

Penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian mutai tanggai 17 

April sampai dengan 15 Mei 2009. Melalui teknik ini penults berbarap akan 

. ------,-, 
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dapat memahami kondisi objektif berbagai hal yang menjadi objek penelitian 

serta memperoleh berbagai informasi yang diperlukan mengenai penerapan 

sistem kompureris.asi, dan seberapa baik kualitas pelayanannya kepada 

masyarakat pemohon pengesahan badan hokum Perseroan Terbatas tersebut. 

2. Studi Kepustakaan 

Sludi kepuslllkaan penulis lakukan guna rnemabami sejumlah teori atau pendapat 

pam pakar serta bahan rujukan yang berhubungan dengan teknis penelitian dan 

pengkajian. !'ada intinya teknik pengurnpulan data ini dilakekan dengan banyak 

membnca, membaluls dan menyernp isi sejumlah bulru, jumal ilmiah, 

dokumentasi, litenllur, makalah, diktat dan referensi yang dlanggap relevan. 

3. Kuesioner Penelitian 

Digunakan untuk mendapatk.an da!a primer dari pam responden penelitian. Untuk 

mendapat data primer kuantitlltif, maka penyesunan kuesioner pene!itian 

dilakekan dengan mengganakan fonnat skala Iikert. Dengan skala rikert ini 

varlabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator vnriabel. Seianjutnya indikator 

variabel tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun item~item instrumen 

pertanyaan atau pertanyaan kuesioner. Bentuk pertanyaan untuk kuessioner 

bersifut tertutup, yailu setiap pertanyaan dlsediakan pililian jawaban dan bagi 

responden dapat memilih salah satu jawa.ban yang sesuai menurutnya. 

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden melalui 

kuesioner mencakup lima dimensi kualitas peiayanan, yaitu : 

l. Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana iromunikasi. 

2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjika.n dengan segera., akurat, memuaskan. 

3. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keingittan pata staf untuk membantu para 

peianggan dan rncmberikan pulayanan dengan lllnggup. 

'----
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4. Assurance (jaminan), mencakup pengetahuan. kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, behas dari baha~ resiko atau ketagu­

raguan. 

5. Emphathy (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perllatian pribadi dan memabami kebutuban pe!anggan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populas! 

Populasi menurut Gay yang dikutip oleh Sevilla (1996:160) adalab wila)<ah 

generalisasi yaog terdiri atas subjeklobjek yang mempunyai kualitas dan karaltteristik 
< 

tertentu yang ditetapkan oleb penefiti untul< dipelajari kemudian di!arik 

kesirnpulannya. Populasi penelitian ini adalab Notaris sebagai pemobon pengesahan 

badan hokum Perseroan Tetbatas yang berjumlab 6800 or-ang 

3.3.2 Sampel 

Teknik pengambiian sampel dalam penelitian ini adalab dengan menggunakan 

metode slovin. Menurut Solvin (1996:16) tingk.at kesalaban standar yang dapat 

ditoleransi untuk suatu penarikan sampel dalam disiplin ilmu sosial maksimal lQll.4. 

Oleb kanena itu tingk.at kesalahan yang akan dipakai dalam penarikan sampel ini 

menggunakan tingk.at kesalaban sebesar 10% dengan rum us : 

N 
n=---:-

HN . .? 
Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = presentase kelonggaran ketidaktelitian kanena kesalaban pengambilan 

sampei masih ditotenr atau ditnginkan. 

Maka: 

6800 
n= =98.55 = 99 

I +6800(0.1) 4 
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Dari perhitungan secara matematis di atas, maka sampel yang akan mewakiii 

untuk diteliti adalah sebanyak 99 orang Notaris. 

Pengumpulan data sebagai sampel dilakukan dengan cam penyebaran 

purposif accidental ~ yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada suatu 

pepulasi yang datl!!lg. dalam hal ini menyebarkan kuesioner kepeda Notaris yang 

mengnjukan permohonan pengesaban badan hukum perseroan teibatas di loket 

SABH. 

3.41nstrumeu l'enelitiau 

Untuk mendapotkon data-data tentang variabel-variabel yang berkaitan 

implikasi penerapan sistem komputerisasi teibadap kanlitas pelayanan dibidang 

Pengesaban Badan Hukum Perseroan Teibatas digunakan instrumen penelitian dalam 

bentuk kuesioner yang berisi pemyataan-pemyat.aan rertutup yang ditujukan kepada 

""'pnnden temadap variabel-varibel penelitian. Masing-masing variabel terdiri dari 

beberapa pemyataan yang mengguunakan Skala Likert Bertingkat, sehinggn 

responden dengan mudah dapat memilih jawaban dari setiap pemyataan sesuai 

dengan penilaiannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sub Direktorat Badan 

Hukum Direktorut Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

Pengukuran dettgan skala Iikert mempunyai gradasl dari san gat positif menjadi 

sang.at negatif. Peneliti rnenyiapkan 5 jawaban yang tersedia, yaitu : 

a. Bnbnt 5 untuk jawaban sangat Setuju (SS) 

b. Bobut 4 untuk jawaban Setuju (S) 

c. Bobut 3 untukjawaban cukup (C) 

d. Bobut 2 untukjawabn Tidak Setuju (fS) 

e. Bobut I untukjawaban sangat tidak Setuju (STS) 

! --
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Rcsponden memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pertimbangannya. 

Kuesioner terdiri dari kamkteristik responden~ persepsi terhadap kualitas pelayanan 

di bidang pengesa.han perseroan terbatas di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum. 

3.7 Uji validitas dan r""b!Utas 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan ukurnn yang menyatakan bllhwa alat ukur benat·benar 

mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas berbubungan dengan suatu pengujian 

item-irem dalam kuesioner yang akan digunakan. Dalam penelitian ini akan 

digunakan analisis koterasi item. yaitu menghitung kolerasi antara nilai keseluruhan 

yang diperoleh dari setiap butir l'Oruli1yaan dengan nilai keseluruhan yang diperoleh 

atau skor totalnya. Pengukuran validitas butir kuesioner dalam penelitian inl 

dilakukan dengan metihat koe-fislen kolerasi modei kolerasi Spearman-Brown 

Prophecy Formula, yang dirumuskan sebagai berikul 

2r Mt 14 

ru~-----

l+r~Yt 

r = reaHbilitas seluruh tes 

r~ Mt = realibiHtas tes setengah 

3.7.2 Uji Reabilitas 

Pengujian reabilit!S berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap 

alar tes (instrumen). Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi 

jika hasil dari testfmstrumcn tersebut menunjukan hasH yang tetap. 
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3.8 Telmik aualisis data 

Pengo!ahan dan ana!isis data penelitian didasarkan poda matriks yang 

tetstruktur kemudian diolah dalam database Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for windows berdasarkan data survey yang dikumpu!kan me1alui lcuesioner 

yang telah diisi oleh Notaris. 

3.9 Keterbatasau PeneHtiao 

Penelitian ini terlmtas poda penelitian da!am mengukur kualitas pelayanan di 

di bidang pengesahan bRdan hukum perseroan terbaiBs rnelalui Sistem kompuk!risasi 

atau lebih dikena! dengan Sistem Adrninistresi Badan Hukum disingkat SABH. 
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BAB4 

PROFILE DIREKTORAT JENDERA.L ADMINISTRASl HUKUM UMUM 

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

dan PEMBAIIASAN IIASll. PENELITIAN 

Sebelum lebih jauh membahas mengenai dampak implemenmsi sistem 

komputerisasi terbadap kua!ilas pelayanan dibidang pengesahan perseroan terbatas, 

!ebih dahulu kita ketahui terlebih dahulu mengenal profile Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum. Dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasl 

M~sill Nom or : M09-PR..07 .I 0 tahun 2007 tentang Organ!sasi dan Tata Kelja 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendeml Administrasi 

Hukam Umurn rnerupakan bag]an dati Departemen Hukam d:111 Hak Asasi Manusill. 

4.1 VJSi dan Misi 

Direktorat Jendornl Administrasi Hukum Urnurn rnempunyai visi 

menyelenggarakan Pelayanan hukam yang cepa~ mudah dan berkepastian huktun, 

dan misi : I) Kepastian pelayanan hukam terbadap masyarakat pengguna jasa 

hukwn; 2) Peningkatan Pendapatan Nngara Bukan Pajak; 3) Peningkall!n Pelay:111an 

kepada masyarakat nasional dan internasional; 4) Pembinaan dan pengembangan 

Hakum lnternasiona!; 5) Kepastilln pe!aksanaan teknis operasional pelayanan 

hukum. 

4.2 Uraiau Tugas 

Dari visi dan misi di atas, maka pelaksanaannya diuraikan dalam tugas pokok 

dan fungsi menyelenggarakan fungsi. Tugas Diijen AHU adalah untuk: merumuskan 

dan melak:sanakan kebijakan dan standarisasi di bidang administrasi buk:um umum. 

Sedangkan fungsinya adatah untuk penyillpan perumusan kebijakan. pelaksanaan 

kebijakan. perumusan standar, nonna.. pedoman dan prosedur dibidang administrnsi 

hukurn umum, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaksanaan 

administrasi Direktorat Jenderal. 
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Direktorat Jenderal Administrasi Hokum Umum mempunyai 6 (enam) unit 

eselon II yaitu : 1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Perdata; 

3) Direktorat Pidana; 4) Direktorat Tata Ncgara; 5) Direktorat Hukum Internasional; 

dan 6) Direktorat Daktiloskopi. 

Tugas pelayanan publik yang dllaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum antara lain, I) Bidang Tugas 

Direktorat Perdata, yaitu. a) Pengesahan hadan Hukum; b) Penyelesaian pennohonan 

pengangkatan., pemindahan dan pemberhentian notaris; c}Penyelesaian Legalisasi; d) 

Pembuatan Legal Opinion; e) Penyelesaian permohonan Perubahan Nama; 

f) Penyelesaian permohonan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing; 

g) Pengurusan Harta Peninggalan; h) Pengurusan Harta Orang yang dinyatakan 

pailit; i) Pemberian surat keterangan wasiat j) Penyelesaian Pendaftaran Jaminan 

Fidusia. 2) Bidang Tugas Direktorat Pidana yaitu mengenai Penyelesaian 

pennohonan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).3) Bidang Tugas 

Direktorat Tata Negara, yaitu a) Penyelesaian pennohonan Pewarganegaraan R.I. 

(Naturalisasi); b) Pendaftaran Partai Politik. d) Pennohonan Pelepasan 

Kewarganegaraan R.I. 4) Bidang Tugas Direktorat Daktiloskopi, yaitu 

Penyelesaian Perumusan dan ldentifikasi Sidik. Jari. 

Pelaksanaan kegiatan bidang bukum intemasional berperan dalam 

pembahasan dan penelaahan mengenai materi di bidang hukum intemasional, 

berperan dalam pengembangan hukum intemasional melalui sosialisasi, dan ikut 

berperan dalam pembahasan perundingan perjanjian-peljanjian bilateral, serta 

memberikan bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang huk:um 

intemasional. 

Kcgiatan tugas bidang pembinaan teknis operasional pelayanan hokum 

merupakan tugas unit-unit eselon II yang meliputi :l) Pembinaan dan pengendalian 

atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia; 2) 

pemberian pertimbangan/tanggapan alas pennasalah di bidang hukum perdata 
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umurn; 3) penyiapan bahan atas pernberian pendapat hukum (legal opinion);4) 

penyelesaian masalah grasi) amnesti. abolisi dan rehabilitasi; 5) penyelesaian proses 

pengangkatan PPNS; 6) pemberian tanggapanlpertimbangan mengenai masalab di 

bidang hukum pidana; dan 7)pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai 

masalab di bidang hukum tala negarn; 

Kegiatan tugas bidang pelayanan tclmis dan administT>tif, pada dasornya 

merupakan tugas yang bersifat membantu untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Direktomt Jendeml Administrasl Hukum Umum yang dilaksanakan oleh wtit-unit 

eselon II. Tugas ini mefiputi : l) koordinasi penyusunan rancangan kebijaksanaan 

tekn1s, prognun dan laporan; 2) pengelolaan kepegawaian; 3) pengalolaan 

keuangan; 4) pengelolaan perlengkapan dan rumab tangga; dan pelaksanaan urusan 

ketmausabaan. 

4.3 Direktorat Perdata 

Direktorat Perdata merupaken bagian dari Direkturat Jendeml Adminisrtrnsi 

Hukum Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat 

Jenderal di bidang bakum perdata sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur 

Jenderal. Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi 

:a) penyiapen rnncangan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pedonuln teknis serta 

pelayanan dibidang hukum perdata; b) membeti perlimbangan, pendapat hukum, 

legalisasi dan penyalesaian masalab dibidang hukum perdata umum; c) pemberian 

pertimbangan pengesahan badan hukum perseroon tertutup, perseroan terbuka dan 

badan hukum scsial, persetujuan dan penerimaan laporan perubaban anggaran dasar 

serta pengarsipan dan pendokutnentasian badan hulrum; d) pemberian pertimbangan, 

pembinaan teknis dan pengawasan alas pelaksanaan tugas pendaftaran fidusia; e) 

pembinaan teknis don pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai-balai Haria 

Peninggalan; f) penatrum, pemantauan dan evaluasi Notaris; g) pelaksanaan urusan 

tala usaha dan rumah tangga Direk:torat. 
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Direktorat Perdata mempunyai 5 Subdirektorat, yaitu : a) Subdirektorat 

Perdata Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan 

teknis dan pemberian pertimbangan di bidang hukum perdata, pemberian pendapat 

hukum (legal opinion}, pemberian legalisasi dan penyelesaian masalah dibidang 

hukum perorangan dan pengarsipan serta pengelolaan urusan dokumentasi. 

b) Subdirektorat Badan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rancangan kebijakart teknis dan pengurusan pengesahan badan hukum perseroan 

tertutup, perseroan terbuka dan badan bukum sosial, pemberian persetujuan dan 

penerimaan laporan perubahan anggaran dasar, pengelolaan arsip dan dokumentasi. 

c) Sudirektorat Pendaftaran Fidusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rancangan dan kebijakatt teknis dan urusan pengesahan, pencatatan dan pendaftaran 

fidusia, penerbitan, penyerahan sertifikat jaminan fidus~ pengevaluasian atas 

pelaksanaan tugas pendaftaran fidusia, melakukan pembinaan teknis terhadap Kantor 

Pendaftaran Fidusia serta pengelolaan arsip dan dokumen. d) Subdirekorat Harta 

Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, 

pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai-balai Harta 

Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian keterangan wasiat serta 

pengelolaan arsip dan dokumen. e) Subdirektorat Notariat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapM rancangan kebijakan, pembinaan teknis, penataan, 

pemantauan, evaluasi, pengawasan dan dokumentasi Notariat. . 

4.4 Sub Direktorat Badan Hukum 

Sebagaimana diketahui bahwa Subdirektorat Badan Hukum merupakan 

bagian dati birektorat perdata yang menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan 

rancangan teknis dibidang perseroan tertutup, perseroan terbuka dan badan hukum 

sosial; b) pelaksanaan penelitian akta pendirian, penyelesaian pennohonan 

pengesahan, permohonan persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran 

dasar perseroan tertutup, usaha umum, usaha khusus dan badan hokum sosial; c) 

pengelolaan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkas permohonan serta 

pengelolaan arsip dan dokumentasi. 
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Sub Direktotat Badan Hukum terdiri dari : a) Scksi Perseroan Tertutup 

mempunyai tugas melakuk.an penelitian akta pendirian dan penyiapan konsep 

pcrnberian pengesahan akta pendirian serta pemberian persetujuan dan penerimaan 

laponm porubahan anggaran dasa:r porseroan umum dan khusus. b) Seksi Perseroan 

Terbuka mempunyai tugas melakuksn ponelitian akta pondirian, penyelesaian 

permohonan pongesahan, pennohonan persetujuan penerimaan laponm perubahan 

anggamtt dasar perseroart publlk, lembaga k""""i'"rt dan perseroan dengan fasilitas 

ponanaanan modal. c) Seksi Badan Huknm Sosial mempunyai rugas melakukan 

penelitian akta pendirian serta pemberian persetujuan dan penerimaan lapo!lt!t 

perubahan anggamtt dasar badan hukum sosial. d) Seksi Atsip dan Dokumentasi 
' 

mempunyai tugas melakuksn pengulahan, pengecek:an, dan pondistribusian berkas 

permohonan, pengelolaan arsip dan dokumen. 

Sub Direktorot Badan Hukum memponyai 1 (satu) Kopala Sub Direktornt 

4 (empat) Kepala Seksi dan 49 staf, seperti diw:aikan dibawah ini: 

L 5 ornng berpondldikan S2 

.2. 21 ornng berpondidik.an Sl 

3. I orang berpendidikan Diploma 3 

4. 26 orang berpendidiksn SMU 

Jenis kelamin : 19 Wanita dan 35 laki-lald 

Sub Direktorat dalam menjalanksn tugasnya menggenaksn tekeologi 

komputer_ Komputer dlgunaksn untuk proses klarifikasi permohonan pengesahan 

badan hukum terbatas sampai dengan menjadi Swat Keputusan. Jik.a terjadi 

kesalahan maka petugas meogembalikan data perusahaan yang telah diproses untuk 

di perbaiki oleh pemobon, dalam hal ini pomohon ter.;ebut adalsh Notaris, karena 

yang berhak menggunakan fasilitas tersebut adalsh Notaris sebagai wakil dati 

pomobon sebenarnya. Setelsh kesalaban diperbaiki atau kekunmgan data dipenuhi 

maka ponnohonan tersebut dapat kembali diproS<!S oleb petugas sampai Surat 

Keputusan di terima oleh pemohon. 
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Hakekat melakukan pengesahan terhadap akta perseroan terbatas adalah 

untuk mernberlkan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas. Unit Pelayanan 

yang melakukan proses pengesahan perseroan terbatas adalab Sub Direktorat Bodan 

Hukum Direktorat Perdata yang merupakan bagian dari Direktcrat Jenderal 

AdrrHnistrasi Hokum urnum. 

Sebelum diberlakukannya Sistem Administrasi Badon Hukum atau SABH, 

pada awalnya pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas adalab 

rnenggunakan sistcm manual. Heru Supraptomo (1996 : 15) mengatakan bahwa 

sistem manual adalab suatu sistem dimana dalam pengolaban data lebih baoyak 

mengguaakan tenaga manusia. Demikian juga terbadap pengganaan pemngktd yang 

ada bukanlah pcrangkat yang canggih pemakaiannya., didominasi oleh penggunaan 

tcnaga manusia scmata-mata. Dengan sistem manual ini penggunaan teknologi 

canggih sedikit sekali dimanfaatkan sehingga penghematan atas tenaga manusia dan 

peoghematan 'WBktu dalam menangani proses pennohonan pengesahan perseroan 

terbatas menjadi sangat sulit dicapai. Sistem manual tidak trans~ pe1ayanan 

dalam proses pengesahan hadan hukum menjadi terbambat karena dalam proses 

pengesahao tersebut sering melebihi jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh 

Undang - Undang Nomor I Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu tidal< 

melebihi 60 bari. 

Untuk mengetabui kebei!Ol'an bal tersebut, maka kita harus mengetabui cara 

kelja sistem manual. Dalam sistem manual, ketentuan meng_enai "'Tatacara. Pengajuan 

Permahanan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroa!l Terbatas" diatur daiam 

Keputusan Menteri Kcllakiman Nomor : M.Ol.PR.08.0 I tabun 1996 tentang Talacara 

Pengajuan Pennabonan dan Pengesahan Akta Pendirian Petsel'Qan Terbatas. Oalam 

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan bahwa : 

a. Pettnolionan Pengesahan akta pendirian perser<>an diajukan oleb para 

pendiri bersama - sama atau lruasanaya kepada Menteri Kehakiman, 
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melalui Direktur Jenderal Hulrum dan Perundang-undangan (sekarang 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum), c.q, Direktur Perdata 

b. Pennohonart Pengesahan akta pendirian pcrseroan diajukan dengan 

melampirkan : 

I) Satu salinan akla pendirian perseroan bel'tlllltemi yang dibuat S<~Suai 

deng11n standar akla yang Ielah ditentulrun; 

2) Data akla l""'dirian yang dlbuat dan dltandatangi!lli oleh Notaris diatas 

kertas bermaterai; 

3) Buktl serornn modal darl Bank (apabila betbentuk fotokopl wajib 

dibubuhl keterang11n dan ditandatang11ni oleh Notaris bahwa dokumen 

tersebut sesual dangan asliltya/fotokopl yang dllegalisir Notaris); 

4) Fotokopi Nomor Pokok W'!iib Pajak perseroan (forokopi dilegalisir 

Notaris); 

5) Bukli pembayamn uangmuka pengumuman akla pendirian perseroan 

dalam Tambahan Berita Nejjata darl lruntor Percetakan Negara 

Republik Indonesia; 

6) Bukli pembayaran Penerirnaan Negara Bulrun Pajak (PNBP) untuk 

blaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Keputusan Menter! 

Kebakirnan Nomor: M.OI.-UM.Ol.06tahun 1993; 

7) Fotokopi surat persetujuan peuanamwi modal dari Badan koordinasl 

Penanaman Modal (Folokopi dilejjalisir Notaris); 

8) Apahila penyotoran saham dalam bentuk bulrun uang, melampirkan 

lldan dalam 2 (dua) surat kabar harlan yang memuat pengumuman 

tentang penyetoran saham selain uang; 

9) Dakumen lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perandang­

undangan yang berlaku. 

Proses pengesahan akla peudirian perseroan terbatas tersebut 

penangenanuya dilakulrun secara manual dengan tahap-tahap prosedur birokmsi 

yang panjang dan berbelit. Adapun meknnisme kerja sistem manual dalam 
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memproses permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas adalah 

sebagai berikut : 

a. Notaris menyampaikan permohonannya beserta kelengkapan administrasinya 

ke Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Departemen Hukum dan 

HAM) baik seoara langsung maupun melalui Pos. Berkas parrnobonan 

diterima di loket Tala Usaha Direktorat Perdata, Dircktrorat Jenderal 

Adminisln!Si Hukum Umum dan diperiksa kelengkapan administn!sinya. 

Kelengkapan ndministrasi yang dimakasd seeara umum sebagaimana ternebut 

sebelumnya dlalrul dan khusus PT. PMA kelengkepan ndmlnlstrasinya ada!ab 

Su!11t Persetujuan dari BKPM; 

b. Berkas .pelltlohot!an diteruskan kepada Kepala Seksi DokurnenlliSI Badan 

Hukum untuk dilakukan : 

1) Pendataan; 

2) Pemberian Nomor Kendali dengan menggunakan aplikasi komputer; 

3) MenCI!Wt dallun agenda umum; 

4) Penggabungan dengan berkas lama; 

5) Pengoeekall nama PT. 

c. Berkas pennohouan yang sudab lengkap di!eruskan kepada Kopala Seksi 

Tekrtis masillg-masing; 

d. Kepala Seksi Teknis mendistribusik:an berkas pennohonan kepada Korcktur 

untuk. diteliti subsanlsinya; 

e. Hasil penelitian subsantsi dari korektur berupa kensep sural keputusan dan 

surat pangamllalian Ulltuk diadakan perbaikan, dise!11hkan kemhali kepada 

Kepala Seksi Masing-masing; 

f. Kepela Seksi Teknis meneliti kemhali penelitian korektor dan selanjutnya 

menyampaik:an berkas pennohonan kepada Kasubdit Badan Hukum untuk 

diteliri ulang; 

g. Setelab diteliti ulang oleh Kasubdit Badan Hukom berl<:as pennohonan 

dlsampaikan kepada Direktur untuk mendapat klotifikasl fonnal dan dl 

poraf; 
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h. Permohonan yang telab dikiariflkasi dan diparaf Direktttr Perdata dikirim 

ke Tata Usaba Direktorat Jenderal Administ.rasi Hukum Umum untuk 

penomoran dan penanggalan Surat Keputusan Pengesahan dan Surat 

Keputusan Persetujuan; 

i. Berkas: permohonan yang telah mendapat Nomor dan Tanggal Sural 

Keputusan disampaikan kepada Kepala Seksi Dolrumentasi Badan Hulrum 

Untuk diketik secara manual; 

j. Surot keputusan pengesahon yang telah selesai diketik disampaikan kepada 

Kasubdit Badan Hukum untuk diteHti guna mendapat klarifikasi formal dan 

d~paraf; 

k. Surat Keputusan Pengesahan dan Surat Keputusan Persetujuan yang telah 

diparaf Kasubdit Badan Hukum disampaikan kepada Direktur Jenderal 

Administ:rasi Hukum Umum untuk ditanda tangani; 

I. Setelah Sural Keputusan ditandatangani oleh Direlrun Jenderal 

Administrasi Hukum Umum kemudian diserahkan kepada Tata Usaha 

Sekretariat Direktornt Jenderal Administrasi Huktnn Umum disertai dengao 

l.emhar Pengantar untuk diteruskan kepada Kopala Sub Bagian Tala Usaha 

Direktorat Perdata; 

m. Selanjutnya oleh Sub Bagian Tala Usaha Direktnrat Penlata, Surat 
. 

Keputusan Pengesahan diki{im atau diserahkan Jangsung k:epada Pemohon, 

Untuk lebib mudah mendapatkan gambarnn tentang rnek:anisme kerja 

sistem manual tersebut. maka dlbawah ini akan ditampilkan mekanisme kerja 

sistem manual dalam bentuk skema sebagai berilrut : 
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Gambar4.1 
A1ur Kerja Proses Pengesahan Akta Pendiriao Perseroan Terbatas dengan 

Sistem Manual 

PERMOHONAN LOKET! 
Pengc:sahan oii.a PeJlel:irno.an K<pola Kcpala pendirian PT B"k» 
{Pasnl8ayat(J} Permohomm Sek5i 

~ 
Seksi 

UU No. 1 Tabun 
Dokumenla Tcknis 

1995) 
si Badan 
Hukum l T I 

LOKETI 
Penerimaan Pemeriksaa Kasubdil 
Pembayaran (Korektor) Bedan Dircklur 
SiayaPNBP 

Hukum Pcrdala 

I 
L Dircktur Jendera! 

Dirt!ktur Jcndeml Huk:um Hukum dan 
dan Pcnmdang-undnng;m Kepala Scksi Kasubdit Perundang-undangan 
(sekarang Direlctur ~ 

Dolrumcntasl ..... Badan c---o (sekamng Dircktur 
S11dan Hukum Jendcra1 Administrasi ... Jendera~ Adminislrasi 

Hukum umum) Hukum Umwn ) 

I 
! 

Tatu. Usaha Sekr<:t<ui"l 
Direktorat Jenderal Hukum dan 
Perundang·undangan (sckamng Tala ..... Tala Usaha 

1-
PEMOHON 

Usatm Sd:retarini Dircktorat Jcndcrnl Direktnrat Pengesahan 
Administrasi Hukum umum) Perdata 

Sumber: Diolah dari Th\m Dol:umu.lll5i DirektOC1ll Jendw.l Adminfstrnsi l+.Jlmm Umum Dejnltemcn Hukumdan 
HAMJU 

Mekanisme kelja dengan sistem manual tersebut terlihat jelas 

mempuoyai rangkaian atau alur kerja yang panjang dan birokratis, dan hal 

terse but tentu saja mengakibatbn diperlukan11ya jangka waktu yang tidak singkat 

untuk sampai pada tahapan akhir proses. Dampak rnekanisme kerja seperti ini 

adalah hampir t!dak memungkinkan proses penyelesaian pennohonan 

pengesahan akta pendirian diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu 

yang Ielah ditentukan. 
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Mengenai jangka waktu proses penyelesaian pennohonan akta 

pendirian, diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah 

pennohonan diterima. Jangka waktu 60 (enam Puluh) hari dimaksud terhitung 

sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencapaian wak:tu 60 (enam 

puluh) hari seba_gaimana yang telah ditentukan tersebut sangat sum untuk dicapai 

dengan mekanisme kerja tersebut di atas juga se.malcin sutit karena jumlah 

pennohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas berasal dari seluruh 

Indonesia balk permohonan yang disampaikan secara langsung maupun metalui 

jasa pes. 

Dari earn kelja dengan sistem manual inij terlihat bahwa proses 

penyelesaian permohonan berbentuk kerucut atau bottle neck, hat tersebut karena 

penandatanganan Surat Keputusan sebagai basil akhir dari proses penyetesaian 

ditangani oleh satu oraog_pejabat _yang berwenang untuk menandataoganinya a.tas 

nama Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) yaltu Direktur 

Jenderal Administrasi Hukum Umum (dahulu Direktur Jenderal Hukum dan 

Perundang-undangan, artinya seorang pejabat yang heiwenang ha.rus 

menandatannani ratusan berkas oerhari ranUao emoot vann menmakan hasil 

kelja dati satu orang Kasubdit dan empat Kepala Sekst ditambah lagi harus 

menandataneani berkas lain vane: berada dibawah kewenarnlannva vann tidak 

menyangkut masalah perseroan terbatas . 

. 
Beherapa permasa1ahan seperti pennohonan yang banyak tetapi lidak 

sehanding dengan jumlah pegawai, alur kerja yang panjang dan birokratis, 

penandatanganan ratusan Surat Keputusan perhari {rangkap empat) oleh satu 

orang pejabat yang berwenang. tidak saja menyebabkan jangka waktu 

penyelesaian proses menjadi lebih panjang melebihi jangka waktu yang 

ditentukan oleh Undang - Undang Nomor 1 taJmn 1995 tenmng Perseroan 

Terbatas sehingga sangat sulit diprediksi, tetapi juga menyebabkan 

benumpumya runggakan ~oekerjaan yang belum rertanganL 

' ·.---
.--
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Pekerjaan menjadi berturnpuk apabila temyata terdapat kesalahan pada 

berka.s baik kesalahan dari segl persyaratan administrasi maupun dari segi materi 

a!cta sehingga harus dikeluarkan surat dinas kepada Notads untuk dapat 

dilanjutkan prosesnya. Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagaimana ter1ihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabe14.1 
Jumlah Pcrmohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Tebatas Dengan 

Sistem Maooa1 

JUMLAH 
Tahun Pennohonan Sisa Permohonan Tahun Sebelumnya TOTAL 

1999 33.381 2.244 (sisa tahun 1998) 35.625 
2000 4!.062 5.!09 (sisa tahun 1999) 46.171 
2001 12.228 17.977 (sisa !ahun 2000) 30.205 . . .. Sttmber, Data Dokumcntasc Direktorat Jendmtl Adnurustrnsi Hukum Umum Dcpartemen Hukum 

dan HAM RI (Januari, 2001} 

Dari jumlah permohonan pengesahan ak:ta pendirian PT tersebut di atas. 

maka dengan cara keJja sistem manual tersebut basil yang dapat diproses adalah 

dapat tergambar dari !ahel berikut dibawah ini : 

Tabel4.~ 
Jumlah Permohonan dan Basil Proses Sistem Manual 

JUMLAH HA S I L 
Tahun Permoill,man Sisa Permohonan Total SK Surat s;,;. 

Tahun Sebelumnya Pekerjaan 

1999 33.381 2.244 35.625 21.064 9.452 5.109 
(sisa tahun 1998) 

2000 41.062 . 5.109 46.171 18.639 9.555 17.977 
(sisa tahun 1999) 

2001 12.228 !7.977 30.205 14.273 2.423 13.509 
(sisa tahun 2000) 

. . .. Sumber . Data Dokumentas1 Duclctorot Jc:ndcrat AdnuniSt.rast Hukum Umum Dc:partemcn Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI (Januari, 2001} 

i 
! 
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Apablla kita melihat jumlah permohonan dan kemudian hasil prosesnya 

sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas. maka jclas terlihat banyak sekali 

sisa pekerjaan yang harus dikerjakan. Kondisi seperti itu menyebabkan proses 

penyelesaian permohonan menjadi sulit untuk di prediksi dari yang semestinya. 

Sebenarnya pada mulanya semua proses di hitung dan direneanakan secepat dan 

setepat mungkin dan diusahakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh 

Undang - Undang Nomor l Tahun 1995, akan tetapi temyata dengan adanya 

kendala-kendala sebagaimana ternebut di atas maka jangka waktu yang telah 

ditentukan menjadi sulit untuk diprediksi lagi (lihat lampiran 2). Upaya lain adalah 

dengan membuat "standar akta" yang digunakan untuk mempennudah pemeriksaan 
~ 

materi akta agar proses pemlOhonan dapat diselesaikan secara ccpat. 

Salah satu kendala yang menyebabkan pemeriksaan rnateri akta oleh 

pemeriksa atau korektor menjadi lama adalah hahwa akta pendirian yang dibuat oleh 

Notaris mempunyai model ak:ta yang beraneka ragam antara saru Notaris dengan 

Notaris lain satu sama lain bampir berbeda. artinya tidak ada keseragaman dalam 

pembuatan akta. 01eh karena itu untuk mernpermudah pemeriksaan maka 

Departemen Kehaldman dan HAM Rl (sekarang Departemen Hukum dan HAM Rl) 

bekeija sama dengan Jkatan Notaris Indonesia ( J N I ) kemudian membuat standar 

akla. Namun ternyata upaya ini belum juga dapat memberikan basil yang maksimal 

untuk: dapat mempereepat proses pemeriksaan otell korektor. 

Kemudian cara Jain yang diupayakan dalam rangka meJJgatasi permasalahan 

- proses pengesahan akta pendirlan perseroan terbatas ada!ab selain rnembuat akta 

yang memang harus dilakukan Notaris maka Notaris juga harus membuat "data 

akta". Data akta yang dimaksud merupakan intisari atau rangkuman dari isi ak:ta 

pendirian. Korektor banya ditugaskan untuk memeriksa aktanya secara keseluruhan. 

Akan tetapi ada pennasalahan haru yaitu manakala oleh korektor ditemukan bahwa 
' 

apa yang ada di dalam data akta., yang sebenamya merupak:an rangkuman dari isi 

akta, berbeda dengan aktanya untuk pasal~pasal anggaran dasar tertentu. Apablla 
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ditemukan hal tersebut maka para korck1or tidak dapat mengabaikan begitu saja 

perbedaan~pcrbedaan tersebut, sehingga yang terjadi adalah adanya pemeriksaan dua 

kali yang justru memakan waktu karena ada data ak;ta dan juga akta diperiksa oleh 

korektor untuk memastikan tidak ada perbedaan satu dengan yang Jain. 

Dari cara kctja tersebut diatas dapatlah dilihat bahwa penge:s.ahan badan 

hukum Perseroan Terbatas melafui sistem manual mempunyai sistem yang berbelit~ 

helit dan tidak transparan. Seiain itu pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas 

secara manual juga menirnbulkan praktik Kolusi. Korupsi dan Nepotisme yang 

rerselubung dan yang sutit dibuktikan kebenarannya. Biaya yang digunakan untuk 

satll pengesahan juga tidak transpamn, karena ada biaya yang tidak resmi diluar 

biaya yang sebenamya. 

Dan disamping itu dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas 

melalui sistem manual tidak terdapat kepastian dalarn jangka waktu proses 

pcngesahan, inefisiensi dan biaya tinggi, menimbulkan distorsi informasi dikalangan 

masyarakat pengguna jasa hukum, masih ada celah bagi oknum Notaris untuk 

mcnyembunyikan informasi atau dala yang dapat menyesatkan rnasyarakat pengguna 

jasa pelayanan hukum dan telah menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan 

kecemburnan sosial dikalan~an pegawai. Juga hak dari pengguna jasa hukum tidak 

dapat terpenuhi karena Iambatnya proses pengesahan sehingga Surat Keputusan 

pen~esahan b.adan hukum tidak dapat diterima tepat waktu. Oleh karena itulah sistcm 

manual tidak !agi dipergunakan datam proses pengesahan badan hukum Perseroan 

1'erbatas., karena sudah tidak relevan lagi penggunaannya, dan tidak sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

Menyadari tuntutan penyelenggaraan pelayanan pubHk yang baik serta 

adanya tuntutan masyarakat dalam menghadapi ern globalisasi o!eh sebab itulah 

pemerintah pada Tahun 2001 menggantinya dengan Sistem Administrasi Badan 

Hukam atau SISM!NBAKUM atau SABH. 
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SISMINBAKUM atau SABH adalah singkatan dari Sistem Administrasi 

Badan Hukum merupakan sistcm komputerisasi dalam proses pengesahan akta 

pendirian perseroan terbatas dan persetnjuan perubahan anggaran dasa.r perseroan 

terbatas. SA13H: adatah jeois pelayanan ya!lg diberil<_an kepada masyarakat dalaro 

dalam proses pengesahan badan hukum perseroan~ dan pemberian persetujuan 

perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. 

dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi Iainnya seea.ra elektronik, 

yang dise!enggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasl Hukum Umum. 

Dengan SABH maka semua proses pengesahan rnenjadi transparan dan 

pasti. Transparan disini adalah terbuka. tidak ada yang ditutupi baik mengenai 

waktu, infonnasi dan tarif yang dibutuhkan dalam suatu pennohonan pengesahan 

badan hukum. Pasti disini adalah kepastian dalam hal efisiensi waktu, kecepatan 

dan ketepatan dalam proses pengesahan badan hukum dimana tidak ada pihak yang 

dirugikan dalam memperoleh status bndan hukum. Pengguna jasa hukum dapat 

rnemperoleh haknya dengan cepat yaitu SK badan hukum Perseroan Terbatas, 

sete1ah memenubi kewajibannya dengan membayar tarif pengesahan sesuai 

dengan yang telah ditenlukan oleh pihak Deparremen dalam bat ini Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

Untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, maka kita harus mengetahui 

cara kerja sistem tersebut terlebih dahulu dan juga persyaratannya. Persyaratan 

utama mengenai cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian 

perseroan terbatas melalui SABH tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nornor I Tahun 1995 tentang Perseroon Terbatas serta 

peraturan: perundang-undangan lain yang terkait. setelah diber1akuk:annya Undang­

Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka proses pengesahan badan hukum perseroan 

terbatas berpedoman pada Undang-Undang yang baru tersebut . 

Secara khusus tata cara pengajuan permohonan melalui SISMINBAKUM 

(sebelurn di ubah rnenjadi SASH) diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakirnan 
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-OL.HT.Ol.Ol. Tahun 2001 

tanggal 31 Januari 2001 tcntang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta 

Pend irian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang 

dirubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Administr<Jsi Hukum Umum 

(Kep.Dirjen AHU) Nomor C.Ol.Hf.Ol.Ol Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas. 

Kemudian tata cara pengajuan melalui SISMINBAKUM di ubah menjadi 

SABH berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia--Nomor : M..HH.02.AH.Ol.OL Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009. 

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, 

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar. Dan Perubahan Data Perseroan. 

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta 

perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan 

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur 

Jenderal Administrasi Hukum Umum. Cara mengajukan permohonan pengesahan 

akta pendirian perseroan terbatas melalui SABH adalah diajukan secara elektronis 

dengan mengisi FIAN (sekarang DIAN) yang merupakan bagian yang tidak 

dipisahkan. 

DIAN yang dimaksud tersebut adalah Daftar Isian Akta Notaris yang 

dilakukan secara elektronik. Formatnya sudah ditentukan oleh Departemen 

Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM) dan DIAN ini akan muncul di 

layar monitor di kantor Notaris yang bersangkutan, jika Notaris yang bersangkutan 

melakukan hubungan on-line dengan komputer SABH. 

Apabila permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas 

dianggap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkebcratan atas 

permohonan aJ...-ta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar 

perseroan terbatas tersebut secara elektronis. 

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Notaris adalah bahwa 

dalam jangl<a waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tidak 

keberatan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Notaris yang ber:sangkutan wajib 

menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian 

perseroan terbatas beserta dokumen pendukung yang meliputi : 

a. Salinan akta peadirian perseroan; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan; 

c. Bukti pembayaran uang muk.a pengumuman akta pendirian perseroan dalam 

Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara Republik 

Indonesia; 

d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat 

Jende:ral Administrasi Hukum Umum~ 

e. Bukti setor modal dari Bank. 

f. Bukti pembayaran PNBP transaksi DIAN model !, rnodel2 dan pemesanan 

nama perseroan. 

Dengan SABH ini jangka waktu penyelesaian ptQ$C$ permohonan 

ditentukan dengan waktu yang singkat sekali. dimana paling singkat dalam waktu 

3 (tiga) hari aW.u paling lama dalarn waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan Surat 

Keputusan tentang Pengesahan · Badan Hukum Perseroan terbata.s yang 

ditandatangani secara elektronis, 
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Prosedur dan alur kerja SISMINBAKUM dalam mcnjalankan proses 

permohonan akta pendirian perseroan terbatas adalah sebagai berikut : 

1. Pengecekan Nama Perseroan Terbatas 

Setelah Notaris mendapat User ID dan Password, maka langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah Pe11gecekan Nama Perseroan Terbatas. 

Pengecekan nama disini adalah dimaksudkan untuk mengetahui apakab nama 

p<::rseroan yang akan digunakan sudah atau belum terdaftar pada Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bila nama tersebut belwn rligunakan 

maka akan muncul item Pemesanun Nama yang merupakan langkah 

sebmjuJnya yMg harus.dilakukan oleh Notaris. 

2. Pemesanan Nama Perseroan Terbatas 

Tahap selanjumya adalah pemesanan nama. Apabila nama yang 

dipesan ofeh Notaris tersebut kemudian akan dicek oteh pihak Direktorat 

Jendera! Administrasi Hukum Umum yang mana dalam hal ini meru:pakan 

kewenangan Korektor, Kepala Seks.i (Kasie) dan Kepala Sub Direktorat 

(Kasubdit). Pengecekan tersebut dimaksudkan agar nama perseroan yang 

dipesan oleh Notaris tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PerSerOan Terbatas. Untuk 

mengecek apakah nama perseroan yang dipesan itu diterima atau tidak, maka 

Notaris dapat melibatnya pada menu monitoring di komputer. 

3. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas 

Apabila nama yang dipesan tersebut mendapatkan persetujuan maka 

1angkah berikut yang dilalrukan Notaris adalah Pengajuan Nama~ dimana 

da~am menu ini Notaris mengisi tanggal setor PNBP (Pencrimaan Negara 

Bukan Pajak). Batas waktu sejak nama diterima ada1ah 60 (enam puluh) hari 

dimana batas waktu ini dimaksudkan memberikan kepada Notaris untuk 

melengkapi data pendukung perseroan yang bersangkutan. 
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4. Pengisian Pra DIAN 

DIAN adalah Daftar !sian Akta Notaris. Dimana pada proses pra~ 

DIAN ini Notaris: akan mengisi data pendukung apa yang akan disertakan 

sebagai bukti fisik nantinya. ant:ara lain seperti Bukti Setor Modal, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tanda Terima Pembayaran Uang 

Muka dari Berita Negara (l'BN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca 

akhir dan Setoran Modal. 

5. Pengisian Data DfAN 

Pada menu DIAN ini data yang barns dilengkapi oleh Notaris adalah 

atanlat perscroan, nomor dan tanggal akta pendirian, modal'"'58ham, pendiri 

perseroan serta maksud-tujuan dan kegiatan usaha dari perseroan yang 

terkait. Setelah data terisi dengan lengkap dan benac maka Notaris barus 

mengirlm data tersebut secara on1il'le ke Direktorat Jendeml Administrasi 

Hukurn Umum, ~lam hal ini yang berwenan~ memeriksa atas kebenaran 

dan kalengkapan data rersebut adalab Korektor, Kasie, Kasubdit serta 

Direktor Pcrdata. 

6. Monitoring 

Setelah menyelesaikan pruses DIAN, maka proses selanjutnya adalah 

mengecck perjalanan data melalui Monitoring. Bila ada koreksi dari data 

tersebut dapat terlihat pula dari menu Monitoring dan fasilitas E-mail untuk 

~enmdian Iaogsuog di koreksi dan <likirim tag; s~ra online olen Notaris. 

Bila data tersebut benar maka persetujuan akhir. atas data tersebut yang 

difakukan oleh Direktur Perdata tampak di menu Monitoring bahwa Notaris 

harus segern metaksanakan Perryerohan Dokumen Fisik 

7. Penyerahan Dokumen·Fisik 

Penyerahan dokumen fisik diberikan batas waktu selama 30 (tiga 

puluh) hari. Penyemhan dokumen jni dapat diiakukan melalui Loket SABH 

' ~--
r.------,-
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atau melalui kotak pas. Setelah dokumen fisik diserahkan olch Notaris, maka 

Dokumen fisik tersebut akan diteliti oleh Korektor Fisik. Kasie dan Kasubdit. 

8. Penandatanganan Surat Keputusan 

Setelah klarifikasi Dokumen Fisik selesai selanjutnya dilakukan 

Penomoran Surat Keputusan oleh Bagian Penomoran dan dilanjutkan dengan 

Tanda Tangan Direktur Jenderal Adrninistrasi Hukurn Umum secara 

elektronis. 

Akhir dari proses pengesahan akta Perseroan Terbatas ini adalah keluamya 

Format Surat Keputusan yang akan dikirimkan ke alamat Notaris yang bersangkutan 

melalui jasa kurir. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan alur keija SABJ:I Sistem 

Administrasi Badan Hukum ini akan digambarkan di dalam skema di bawah ini. 

Gambar4.2 

Skema Alur Proses Sistem Administrasi Badan Hokum (SABH) 

NOTAR!S 
l 

o·r AHU I JCD 

I Cek Nama I - I Pesan Nama I ' Penaecekan Nama ! 
' 
' ; 

I I l ' 60 hari ' ' ' i l 
I Nama Disetujui I ! ' Pembayaran \ ! I PNBP -H 

I Pengajuan Nama I j 

\ 
l 

+ ' ' i 
Pengisian Tancla Bukli 

~ Pengecekan PNBP ; 

Pembayaran PNBP ; 

~ + \ 
j 

' Pengecekan Data 
Pengisian Data • 

' Pendukung DIAN 
Pendui<ung PIAN ' l + ~ 

; 

\ 
Pengisian Data ' Pengecekan Da!a 

' PIAN DIAN ' 

+ 
! + \ 
• 
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Pengece11:an Data 
Flsik 

+ 
Penomaran SK I 

~ 
Tanda Tangan SK 

Dirlen AHU 

~ 
Pencetakan SK 

.L 
Pengirimen SK 

Sumber: Data Dokumentasi OiNkt.orat Jendernl Administrasi Hokum Umum (Januari 2009) 

Di sisi lain sebenamya cara kerja SABH ini sama dengan slstem manual 

dimana proses penyelesalan pennohonan pengesahan akta pendirian tetap berbentuk 

kerucut atau "bottle neck" karena penandatanganan .surat keputusan sebagai akhil' 

dari proses penyelesaian ditangani oleh satu orang pejabat yang betwenang untuk 

menaqdatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kehak:iman dan Hak Asasi 

Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam bal ini ada1ah 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

Dulam penandatanganan Surat Keputusan ini bedanya dengan sistem 

manual adalah bahwa apabila daJam sistem manual Direktur Jendend Administrasi 

Hukum Umum harus menandatangani secara langsung dengan tanda tangan basah 

pada ratusan berkas perhari rangkap (:mpat yang berasal dari hasil kerja satu orang 

Kasubdit Bedan Hukum dan empat orang Kepala Seksi, maka dalam SABH tanda 

tangan seorang Direktur Jenderal Admninistrasi Hukum Umum tidak: lagi tamia 

tangan basah yang harus di tandatangani akan teiapi di ganti dengan tanda tangan 

secara elektronik 
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Berbeda. dengan sistem manual yang dalam proses penyelesaian 

permohonannya selalu ditemukan tunggakan maka di dalam SABH tunggakan 

pekeljaan harnpir tidak ditemukan. Apabila ada kesalahan pada pengisian DIAN 

maka secara elektronik melalui jaringan internet akan dikirim kembali kepada 

Notaris untuk segera diperbaiki oleh Notaris yang bersangkutan agar proses 

selanjutnya dapat diteruskan. Notaris seharusnya segera mengirim kembali perbaikan 

sebagaimana yang telah ditentukan sehingga sura.t dinas sebagaimana yang 

ditemukan dalam sistem manual dalam sistem manual yang harus dibalas dengan 

surat juga secant, manual oleh Notaris.. tldak ada dalam SABH karena semua 

perbaikan diberitahukan meJalui fasilitas e~mait 

Di dalam SABH tidak ada penggabungan berl<as lama dengan berkas barn 

berkaitan dengan akta pendirian yang sedang dalam proses pengesahan tetapi ada 

kesalahan, karena akan segera dikirim melalui e--mail dan di balas oleh Notaris 

melalui e-mail juga atau Jangsung: diperbaiki me!alui komputer Notaris untuk. di 

kirim kembali ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dcpartemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q. Direktorat Perdata secara on line. Dengan 

adanya berbagai kelebihsn yang dimiliki SABH yang di dukung oleh adanya 

penggunaan perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet secara on 

fine. maka sebenarnya kelebihan yang diperoleh adalah dalam hal cepatnya proses 

penyelesaian permohonan sehubungan dengan pemanfaatan teknologi tinggi melalui 

jaringan internet. 

Pennohonan pengesahan badan hokum perseroan terbatas dengan sistem 

komputerisasi atau yang lebih dikenaJ dengan SABH lebih meningkat jumiahnya. 

Hal ini karena proses pengesahan lebih cepat dan efisien dibandingkao dengan 

menggunak.an sistem manual. Dibawah adalah tabei mengenai jumlah pennohonan 

pengesahan perseroan terbatas yang masuk mela!ui SABH, yang telah diproses 

melalui SABH perinde 2001-2009. 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



67 

Tabel4.3 
Jum1ah Permohonan Pengesaban Badan Hukum Perseroan Terb.atas Melalui 

Sillminbakum (sekaran• SAB!D Periode Maret2001 Juni2009 
Bulan Jnm Ia h P e:_r 1!1 o hOD!J.D 

2001 2002 2003 2004 
Januari - 1.693 2.818 3.330 
FebrtJari - 1.668 3.117 3.407 

Maret 9 1.897 3.507 4.474 
April 379 2.341 3.760 4.340 
Mei 1.041 2.151 3.793 4.007 
Juni 1.105 2.272 4.089 4.292 
Ju1i 1.647 2.833 4.620 4.182 

Agustus 2.938 3.076 3.824 4.218 
Seprember 2.391 2.981 3.958 3.961 
!)ldxlber 2.506 3.073 4.161 4.134 

Nopember 2.717 3.248 2.764 2.784 
Desember 1.518 1.767 3.353 4.14J 

Jumlab 16.301 29.000 43.764 47.270 

II a b 

=fi" lb~ ~m -! Pebruari 5.227 7.406 884 
Maret 5.239 5.100 7.684 9.004 
April 4.667 6.131 9.265 6.7!3 
Mei 5.125 5.364 10.072 8.284 

. Juni 5.639 4.192 10.710 1.246 
Juli 5.136 5.936 11.826 

Agustus 4.789 4.441 11.528 
Seplember 4.615 4.002 13.391 
Oldxlber 3.567 3.907 1 !.664 

Nopember 4.680 6.928 l0.269 
Desember 4.637 5.034 11.540 

59.751 ~ 3iil5il 

Smnbcr; Diolah dari data Dokumenla:>i Diijen Admioistrnsi Hukum Umum 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl tangga14-6-2009 

2005 
3.994 
3.927 
4.952 
4.660 
4.779 
5.125 
4.624 
4.824 
4.687 
4.525 
2.886 
5.150 

54.133 

Dapat diiihat pada tabel di atas bahwa permohonan yang masuk ke kantor 

Direktorat Jenderal AdministraSi Hukum Umum ada pcningkatan yang sangat 

signifikan. Pennohonan yang masuk langsung diproses dalam waktu yang singkat,. 
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karena setiap tahap proses pengesahan badan hukum pcrseroan terbatas: dilakukan 

secara elektronis. Sehingga ada peningkatan yang sangat signifikan puta dari hasil 

proses pengesahan tersebut. SK yang dihasilkan dari proses pengcsahan terscbut 

Iebih banyak daripada sewaktu menggunakan sistem manual. 

Dalam hal adanya penolakan terhadap pennohonan pengesahan akta 

pendirian dari Departemen Hukum dan Hsk Asasi Manusia., penolakan tersebut haros 

diheritahukan kepada pemohon seeara tertulis beserta alasannya dalam waktu 60 

(enam puluh) hari. Dengan SABH,maka dapat dipeiS~t menjadi kurang dari 60 

( enam puluh) hari dengan pemberltahuan melalui emaiL Hal ini sulit dicapai oleh 

permohonan~- pennobowul yang dapat diajukan secara manual, karena jika ada 

penoJakan maka Direktorat Perdata mengirimlcan surat kepada Notaris agar 

melengkapi kekurangan dokumen pendukung akta ataupnn memperbaiki akta 

tersebut. Hal ini membuat proses pengesahan terhadap perseroan tersebut menjadi 

sangat lamban. Bagi Notaris yang mempunyai kantor berdekatan dengan kantor 

Direktorat Jendeml Administrasi Hukum Umum, maka masih dengan mudah 

memberikan kekurangan data kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum. Tetapi bagi Notaris yang berdomisili diiuar kota.. akan sedikit menyulitkan 

dalam mendapatkanjawaban dari DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum. 

Di bawah ini adalah proses permob.onan pengesahan badan hukum perseroan 

terbatas yang metiputi pendirian perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar, 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data 

perse'roan dengan menggunakan aplikasi kornputasi atau SABH. 

1. DIAN l Pendirian Perseroan Terbatu 

Setelah Notaris menga.kses melalui interne~ Subdit Bad.an Hukum meneliti dan 

memverifikasi pennohonan pengesahan perseroan terbatas. Syarat untuk pendirian 

perseroan terba.tas adalah akta pendirian, bul<!i pemhayarnn Negara bukan pajak, 
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bukti pembayaran tambahan berita 69egara. domisili perseroan. bukti telah menyetor 

modal ke dalam perseroan. 

Hasil akses 
Dati Notaris 

Kendali 

Prasyarat y 
waj!b dilcngkapi 

" ......... ,_ _.. ... 
• 

·~ ....... ,~ .,_ 
"''·""· ,,,.,..., 

1M ~ """"'"""dtdoo!,... __ om 
1 -·~-

,.,.,, ~ .... 
"'''""' r••; ,.,.,..,.. ~·..: 

:v "'" n ;,;.· ;;n ,. ' . '~"'"'~ ~~ ..... -~"' 

Gambar 4.3 Tampilan Aplikasi Proses 
Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbams 

,_~_.,, ....... 

Gambar di atas adalah aptikasi untuk proses pengesahan pennohonan 

perseroan terbatas yang dUakukan dengan sistem administrasi badan hukum atau 

SABH. Sebelum memulai untuk memelik.~ data fisik yang masuk., rnaka pertama 

kali yang dilakukan adalah mengetik nomor kendali atau nama PT yang terdapat 

pada berkas permohonan~ kemudian korektor mulai memeriksa isi dari akta dan 

kelengkapannya. 

Tampilan di atas adalah untuk pemeriksaan DIAN 1 pendirian perseroan 

terbatas. Tertera pada tampilan di atas adalah nama perseroan,. yaitu nama perseroan 

yang akan diberlkan SK badan hukumnya. 

Alarnat, kecamatan, k:ota, ada1ah domisili dan tempat kedudukan perseroan 

tersebut bemd.a. NPWP adalah NPWP atns nama pcrseroan. Tanggal kendali, adalah 
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tanggal awal pengaksesan. Tanggal menteri, adalah tanggal dimana menteri 

menyetujui proses perseroan tersebut dilanjutkan. Tanggal loket, adalah tanggal 

dimana pennohonan pengesahan perseroan tersebut diserahkan kepada Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

Tanggal operator dan tanggal sekarang, adalah ketika permohonan 

pengesahan perseroan terbatas diproses oleh korektor dan akta pertama, adalah 

tanggal pada saat akta permohonan tersebut dibuat. Terakhir, prasyarat yang wajib 

dilengkapi adalah lampiran akta yang wajib dilengkapi pacta saat pennohonan 

diserahkan kepada IOket SASH . 

• .. 
_) ~ 1 ._... ~I 

T«n.>>""''"'-· liM lit! !ldoll•,•ol~!l.!I" .. '""~' .. '"",..'P'.o' 

,_.,,,_,,_.... 

,,_,,_,_ ............ ,,,,,[ 

_.., _ __,.. ............ ___ .,_,_, __ ,.... ___ .. __ ....,......__ ...... -
.. -.. 

Gambar4.4 
Pasal 1 Pendirian 

.- .. 

, ____ _ 
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Gambar4.5 
Pasal 2 Pendirian 
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Gambar - gambar di atas mengenai proses pengesahan pendirian perseroan 

terbatas. Yang perlu diperhatikan d.alam proses pengesahan pendirian adalah 

mengenai pasal demi pasalnya. Pegawai Subdit Badan Hukum yang di sebut dengan 

korektor memeriksa permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas 

melalui komputer. Sebelum data fisik diserahkan kepada Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum, permohonan yang disampaikan melalui internet 

diperiksa oleh korektor DIAN, jika tidak ada kesalahan dalam mengakses maka 

proses tersebut berlanjut ke Kepala Seksi kemudian ke Kasubdit dan terakhir ke 

Direktur Perdata untuk mendapatkan persetujuan. 

Kemudian Notaris menyerahkan akta fisik untuk diveriflkasi oleh Korektor 

FISIK. Pemverifikasian meliputi pemeriksaan lampiran akta, jika yang diproses 

adalah pendirian perseroan, maka Notaris wajib melampirkan bukti penerimaan 

Negara bukan pajak., bukti pembayaran Tambahan Berita Negara, domisili perseroan 

dan bukti setoran modal perseroan, balk berupa tanda bukti setor dari bank maupun 

surat pemyataan bersama pemegang saham yang menyatakan telah menyetor modal 
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kepada perseroan. Jika pcrsyaratan tel.ah dipenuhi, korektor memeriksa akta yaog 

dilampirk.an. 

Pemeriksaan akta meliputi nomor, tanggal, bulan dan tahun akta. Gambar 4.4 

adalah aplikasi pasal I tenbmg nama perseroan dan lempal kedudukan perseroan, 

Gamhar 4.4 merupakan aprikasi pasai 2 mengenai jangka waktu perseroan di 

dirikan, Kemudian peda gambar 4,6 adalah aplikasi pesal 3 mengenai maksud dan 

tujuan kegiatan perseroan, dan terakhir seperti terlihat pada gambar 4.7 adalall 

aplikasi pasal 4 mengenai modal dasar dan modal yang disetor oteh perseroan. 

Ke empat pasal tersebut adalah anggaran dasar yang wajib diperiksa olen 

Korektor baik itu oleh Korektor Dian maupun Korektor Fisik. Jika akta dan 

kelengkapan fisik yang diberikan oleh Notaris sesuai dengan data yang telah diakses 

di OIAN, maka proses dilanjutkan ke Kepala Seksi, kemudian ke Kepala Sub 

Direktorat lalu ke bagian penomoran. Pada tahap akhir yairu persetujuan dari 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Setelah mendapat persetujuan 

tersebut bagian pencetaka:n mencetak SK yang telah di.tanda tangarii secara elektronis 

-untuk kemudian mengirirnkannya kepada Notaris yang bersangkutan, 

Tetapi apabila setelah diteliti temyata pada O!AN terdapat kesalahan akses, 

atau pada pemeriksaan data fisik terdapat kekurangan lampiran ataupun kesa.le.han 

pengaksesan.. maka baik korektor fisik maupun korektor DIAN mengirimkan email 

kepada Notaris agar Notaris tersebut memperbaik.i kembali aksesnya ataupun 

mengirimkan kekurangan lampiran kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Up, Direktur Perdata. 

2. DIAN 2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan ketika. 

perseroan yang telah rnendapatkan Surat Keputusan berbadan hokum dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direkrur Jendernl Administrasi Hukum Umum 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



74 

ingin mengadakan perubahan pada anggaran dasar, seperti ganti nama perseroan. 

perubahan tempat kedudukan, penambahan maksud dan tujuan kegiatan perseroan, 

peningkatan moda~ dasar, penlngkatan modal disetor dan ditempatka~ perubahan 

status perseroan, perubahan jenis perSeroan, pengurangan modal dasar dan modal 

disetor, dan penyesuaian UU No.40/2007. 

Proses pengaksesan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak sama 

dengan pengaksesan penditian per<eroan. Pada pengaksesan DIAN 2 persetujuan 

perubahan anggara.n dasat Notaris mencantumka.n Nama RUPS hadir dan jumlah 

saham yang dimiliki dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Perseroan. Hal 

tcrsebut disebabkan karena peda saat perubahan tersebut pemegaug sabam dari 

perseroan yang ingin merubah anggaran dasamya mengadakan rapat terlebih dahulu. 

Jika para pemegang telah sepakat. maka mereka mengajukan pennohonan kepada 

Notaris untuk meminta pengesahan, kemudian Notaris meneruskan permohonan dari 

pemilik perseroan tersebut ke kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. 

Direktur Jenderal Adminisrrasl Hulrum Umum. 

Yang wajib dilampirkan pada saat pemerlksaan dokumen fisik adalah akta , 

bukti pembayaran Penerimaan Negarn Bukan Pajak, bukti pembayaran Tambahan 

Berita Negara, Nornor Pokok Wajib Pajak Perseroan, Notula/risalahlkeputusan 

sirku!er Rapat Umum Pemegang Saham, dan kelengkapan lain sesuai dengan jenis 

perubahan yang di inginkan oleh pernilik perseroan. 

Di bawah ini adalah merupakan salah. satu contoh aplik3si dari permohonan 

persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. 
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j)ajlar ltUPS lfadir 

Gambar-gambar tersebut di atas merupakan salah satu aplikasi dari 

pennohonan perubahan pengesahan anggaran dasar yang telah si.ap untuk diproses. 

Gambar 4.8 meliputi nama perseroan yang dan tempat kedudukan. Setclah 

memeriksa nama perseroan danjenis transaksi yang akan dilakukan kemudian dapat 

t!U:.h.at p::da g:unbt!r i.9 perub:1han ape.. saja yang dUakukan. Setanjutnya dilthat !agi 

nama RUPS hadir beserta jumlah sabam yang dimiliki, apakah telah sesual dengan 

dan tidak ada kekurangan pada lampiran, maka akses tersebut dJsetujui untuk proses 

selanjutnya. 

DIAN 3 merupakan pemberitahuan perubahan. Ada 2 pemberitahuan perubahan data 

perseroan. ApJikasi komputer u.ntuk DIAN 3 dapat dilihat pada gambar di bawah inL 
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Gambar-gambar di ata.s merupakan aplikasJ untuk DIAN 3 pemberitahuan 

perubaban data petaeroan. Khusus DIAN 3 banya Kepala Sub Direktorat yang 

memeriksa akses Notarls sebetum dokumen fisik diserahkan. Pemeriksaan yang 

dilaku~an pihak Direktorat Ienderal Administmsi Hukum Umum Up. Sub Direktornt 

Badafl Hukum Direktomt Perdata meliputi nama Perseroan, tempat kedudukan 

perseroa11., seperti terJibat pada gambar 4.11, keterangan perubaban yang diinginkan 

yang dapat dilihat pada gambar 4.12 dan Daiha hadir RUPS dapat dilihat pada 

gambar 4.13. Iika akses yang dilakukan disetujui, maka Noiatis menyerabkan data 

fisik Mtuk di cocokkan kemba!i apakah pemtohonan yang di akses sesuai dengan 

data fisik yang diserahkan. 

Persy:aratan wajib pennohonan pemberitahuan perubahan data perseroan 

meliputi ak:ta, notula/risalah RVPS dan domisili perseroan. Jika tidak ada kesalahan 

rnaka proses akan diianjutkan sampai dengan surat pemberitahuan diterbitkan, jika 

ada kesalahan balk pada saat pengisian DIAN ataupun ketika data fisik diserahkan, 
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maka Notaris diberitahu melalui email agar memperbaiki akses tersebut ataupun 

melampirkan kekurnngan data fisik . 
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Gambar..,.gambar di atas adalah transaksi DIAN 3 pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar dan data perseroan. Pemeriksaan akses yang dilakukan untuk DIAN 3 

ini adalah meliputi nama perseroan dan tempat kedudukan perseroan seperti terlihat 

pada gambar 4.14, perubaban pasal dapat dilihat pada gambar 4.15 dan daftar hadir 

RUPS terdapat pada gambar 4.16. alur proses yang dilakukan s.ama seperti pada 

akses DIAN 3 pemberitahuan perubahan data perseroan. Persyaratan wajib yang 

dilampirkan pada data fisik adalah meliputi akta., domisili perseroan, bukti 

pembayaran tarnbahan berita negara, neraca perseroan atau bukti setor modal 

perseroan dari bank dan notula/risalah RUPS. 

Oengan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa dengan 

menggunakan SASH, pekerjaan proses pengesahan perseroan terbatas menjadi lebih 

cepat dan efisien. Notaris tidak perlu menunggu lama klarifikasi permohonan 
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mereka. cukup dengan membuka inbox maka Notaris sudah dapat mengetahui sejauh 

mana proses pengesahan perseroan terbatas tersebut berada. 

Cara kelja SABH pun sudah sesuai dengan standardoperotingproduct (SOP}. 

Proses permohonan pengesahan perseroan terbatas dilakukan dengan waktu .kuJang 

lebih sepuluh hari, jika Notaris mengakses dengan benar, pada saat proses DIAN 

ataupun pada soat pemeriksaan data fisik. !'ada soat proses DIAN maksimal korektor 

memeriksa DIAN satu hari setelah Notaris mengakses. begitupun pada saat 

pemeriksaan data fisik maksimal proses pemeri.ksaan data lisik dilakukan satu hari 

setelah data fisik diberikan. 

Dengan adanya SABH maka sudah tercapai transparansi dalam proses 

pengesahan badan hukum perseroan terbatas. Transparansi disini adalah adanya 

keterbuka.an kepada pengguna jasa hukum mengenai proses pengesahan perseroan 

terbatas serta memperkecil celah bagi oknum untuk melakukan kecurangan. Semua 

proses sudah dilakukan dengan cepat, tepat waktu dan eftsien. Infurmasi yang 

berkait.an mengenai -tatacara. prosedur dan biaya akses perseroan dapat-Jangsung di 

Jihat dengan membuka website. Dengan demlklan dapat mengembalikan 

kepercayaan masyarakat pengguna ja.sa hukum kepada pemerintah, bahwa pelayanan 

yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang di inginkan. Disamping itu juga dapat 

meningkatkan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. 

Akuntabilitas dalam pengesahan badan hukum perseroan terbat.as juga sudah 

tercapai. Pemerintah dalam hal ini Direkorat Jenderal Administrasi Hukum lebih 

terbuka dalam memberikan pelayanan kcpada publik. Dalam hal ini Dircktorat telah 

marnpu untuk memberikan pe1ayanan yang memuaskan bagi publik. 

Dari uraian-uraian yang 1elah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan SABH proses pengesahan hadan hukum parseroan tetbatas, maka 

'~-
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kualltas pelayanan menjadi leblh baik. Pada proses pengesahan badan bukum 

perseJpan terbatas ada keterbukaan mengenai : 

1. Ketepatan waktu. Oafam proses pengesahan melalui SISMINBAKUM~ lama 

pemrosesan pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas tidak 

melebihi jangka waktn 10 hari. Dan sesuai dengan yang diretap!Gin oleh Undang. 

Undang Nomor 4Q Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedang!Gin pada saat 

menggunaka.n sistem manual, pelayanan proses pengesahan badan hukum 

perseroan terbatas tidak tronsparan dan relatiflama, sering melebihi jangka waktu 

yang ditetapkan dan dipenuhi oleh unsur kotusi, korupsi dan nepotisme; 

2. Tarif dalmn pengesahan badan hukurn Perseroan Terbatas sudah tetap. dan dapat 

diketahui oleh tnaSyarakat luas terutama dunia usaba. jadi tidak ada lagi biaya" 

biaya tidak resmi yang membebani pemohon sebagai pengguna jasa hnkum; 

3. HaJ< pengguna jasa hukum sebagai pemohon dapat dipenuhi, karena tidak adanya 

keterlamOOtan rlalam pm~ pengesahan badan hokum Perseroan Tetbatas, yang 

pada saat penggunaan sistem manual seringkali terjadi. 

4. Ada keadilan dalam proses pengeo;ahan badan hukmn, dim ana dengan SABH 

proses yang dilak.ukan sesuai dengan data yang masuk da1am komputer. 

SABH }<iU€, dibas:.g,u~\ ;,.;;.tagai f!Cl>g&\Oti sisl.~m marmal sudah sesuai 

dengan kehutuhan masyarakat terutama pengguna jasa hukum yWlg menginginkan 

dapat segera mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum. Karena Surat Keputusan 

diselesaikan dengan cepat tanpa melalui proses yang berbelitMbelit dan lama. 

Pelaya.nan jasa hukum herupa Sural Keputusan menimbulkan akihat llukum 

yaitu sahnya suatu Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. Keterlambatan 

peiayanan jasa hukum ini sangat bcrdampak besar bagi masyarakat pel18bruna jasa 

hukum ini, yang sekaligus membuktikan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang melaksanakan urusao pemerintaha.n berdasarkan peraturan perundang-o-
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undangan yang berlaku tidak melaksanakan fungsi penyelenggaraan yang bail< dan 

benar_ Oleh karena itulah pemerintah membangun SISMINBAKUM (sekarnng 

SABH) sebagai wujud dari kepeduli:an pemerintah untuk meningkatkan pefayanan 

masyarakat dibidang jasa hukum agar terwujudnya fungsi penyelenggaraan Negara 

yang baik dan benar, juga bersih dari Korupsi Koiusi dan Nepotisme. 

Pada Konferensi Pers Diqen AHU dengan TVone dan Kompas, yang 

dilaksanal<an pada tanggal 26 Mei 2009, bertempet di ruang Mudjono Lt VIII 

Gedun..s Direktorat Jenderal Administrais Hukum Umum, yang di hadiri oleh 

Sekretaris Direktm:at Jenderal Administmsi Hulrum Umum, Direktur Perdata, Ke!ua 

Tim Restrukturisasi, dan di hadirl pula oteh Bagian Humas Sekremriat Jenderal dan 

Pegawai Subdit Badan Hulrum, menyatakan bahwa Sisll:m Administtasi Badan 

Hukum (SABH) yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Administrnsi Hukum 

Umum mempunyai tujuan, yaitu l) untllk meningkatl<an pelayanan, agar lebih cepe~ 

transparan dan akuntabilitas tinggi. 2) Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan 

Pajak 3). Meningkatkan. kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal Adminlstrasi 

Hukum Umum. 4). Untuk meningkatkan citnl pelayanan publik terutama di bidang 

pengesahan badan hukum perseroan terbatas. 

4.6 Bambatart=hambatan dalam proses pengesabao badan hulwm perseroan 
terbafas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 

Sebagairnana peJayanan hukum pada umumnya, tidak sernua dalam 

pelayanan jasa hukum berjalan dengan baik. Sudeb barang tentu masih ada 

hambatan .. hambatan yang dihadapi dalam ·melakukan pelayanan terhadap 

masyarakat. Begitu juga dalrun pelaksanaan proses pengesahan perseroan yang 

dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik, berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan masih ditemukan adanya bambatan-hambatan dalam proses 

pengcsahan badan hukum perseroan terbatas yang menghambat kelancaran proses 

pengesahan perseroan tersebut. 
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Adapun hambatan·hambatan yang di hadapi adalah: 1) Berasal dari Nolaris 

itu sendiri. Beberapa Notatis yang berada di wilayah terpencil di Indonesia tidak 

dapat memanf,mtkan program SABH, karena jaringan telepon yang merupakan salah 

satu perangkat untuk mengakses ke SABH tidak menjangkau wilayah kelja Notaris 

terscbut. SABH yang menerapkan on line sistem dengan teknologi tinggi melalui 

jaringan internet rnemerlukan biaya yang tidak murah. Memanfaatkan jaringan 

internet bernrti Notaris barus menyediakan perangkat komputer yang memadai 

sehingga dapat dengan mudah untuk mengakses SABH. 

Setelah Notaris mempunyai komputer, peralatan selanjutnya yang 

diperlukan adalah =odem ·{modulator/demodulator), yaitu suatu alat yang 

memungkinkan komputer untuk rnentransmisikan informa.<;i melatui saluran telepon. 

Dengan demikian alat lain yang sangat diperlukan adalah jaringan telepon. Namun 

sayangnya tidak semua wilayah kerja Notaris di beberapa wilayah Indonesia 

rnempunyai atau dapat rnenjangkau jaringan telepon. 2) Kenda!a dikarenakan 

kualitas Sumber Daya Manusia Notaris di bidang teknologi komputer on line melalui 

jaringan internet tidak memadai sementara kemampuan somber daya manusia 

menentukan seka!i hagi kelancaran akses ke SABH. 3) Kemampuan antara satu 

Notaris dengan Notaris fainuya dW1 Kemampuan Notaris yang di kota besar dengan 

Notaris yang berasal dad kota kecil di wiiayah Indonesia tidal< sama satu dengan 

yang lain dalam hal memahami tata cara: dan prosedur permohonan lewat SABH dan 

memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku schingga menyebabkan 

banyaknya surat melalui e-mail yang masuk yang mengakibatkan terhambatnya 

ptoses pengesahan badan hukum perseroan. 4) Dalam pengisian FIAN (sckarang 

DIAN) banyak Notaris yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang~undangan 

yang berlaku ataupun mengabaikan prosedur dan tata earn sehingga korektor 

mengirim e-mail untuk rneminta perbaikan dari pihak Notarls. 5) Berkaitan dengan 

materi akta yang bertentangan dengan peraturao pcrundang-undangan yang berlaku. 

Kemudi.an Notaris memrerhaiki I)IAN tersebut men_!adi henar dalam tam!"!ilan di 

)ay{lr monitnr. tet.R.pi Nctaris tirlak mc:mnerhaiki ukt<1nva tTl.RHnun memhuat nktn 
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perbaikan, sehingga menyebabkan apa yang tercantum dalam DIAN berbeda dengan 

apa yang ada di dalam ah.'ta, Perbcdaan tersebut dapat dilihal oleh korek:tor pada saat 

dok:urnen fisik diajukan oleh Notaris setelah DIAN disetujui karena tidal< ada lagi 

permasalahan. Hat tersebut menyebabkan proses selanjutnya tidak dapat dilakukan 

dan untuk menye!esaikannya maka korektor menghubungi Notaris melalui e-mail 

untuk mernberitnhukan bahwa proses tidak dapat berlanjut karena. apa yang tertuang 

dalarn DIAN tidak sesuai dengan dokumen fiSik. yang dilampirkan. 

HambatanRhambatan diatas memperlambat jalannya proses pengesahan 

badan hukum perseroan, sehingga Surnt Keputusan yang seharusnya telah selesai 

dalam jangka waktu yaitu ± hari menjadi Jebih ~ama. Untuk mengatasi hal tersebut 

pihak Departemen mengadakan Sosialisasi dalam bidang SABH dan dari pihak 

Notaris diharapkan memitiki SDM yang bisa menguasai teknologi komputer agar 

tidak lagi teijadi kesalahan~kcsalahan dalam memasukan data ke dalam komputer. 

Dan bagi wiiayah kelja Notaris yang lidak bisa terjangkau oleh sa1urn.n 

telepon, maka Pihak Departemen bekelja sama dengan Telkom agar daerah yang 

belum tersambung dengan jaringan telepon tersebut mendapatkan sambungan 

telepon untuk dapat mengakses SABH. 

4.7 Analisis Dampak lmp1ementasi Sistem Kompoterisasi terhadap Kuali.tas 
Pclayanan di bidang Peogcsahan Badan Hokum Perseroan Terbatas di 
Direktorat Jcnderal Administrasi Bukom Umom. 

Sistem Administrasi Badan Hokum dibangun untuk memperbaiki s:isteru lama 

yaitu sistern manuaL Diharapkan dengan adanya sistem yang ada sekarang ini dapat 

lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan kepada publik. Me1alui sistem 

komputerisasi ini pennobonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas, baik 

permohooan pendirian, persctujuan dan pembcritahuan data perseroan dan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dapat di selesaikan dengan 

waktu yang singkat. Umian yang telah disebutkan sebe1umnya bahwa Hasil analisis 

menunjukkan bahwa penyelesaian melaiui sb1:em komputerisasi yaitu SABH lebih 
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baik dari sistem manual. di bawah tni merupakan per.sepsi masyarakat tentang 

pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas. 

4.7.1 Karakteristik lndividu Responden 

Responden da1am penefitian ini adalah Notarls sebagai pemohon pengesahan 

badan hukum perseroan terbatas. sebanyak: 99 orang. Mengenai pelaksanaan 

penelitian ini dengan menggunakan data berupa kuesioner yang disebar kepada 

Notaris yang damng, dan waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 

Karekteristik indlvidu responden pada penelitian ini adaJah sebagai berikut : 

4. U~tur Respooden 

Umur merupakan salah satu unsur dlmana seseorang dapat melaksanakan 

pekeljaan dengan penub energi. Semakin bertrnnbah usia seseorang maka makin 

berkurang pula kemampuannya dalam melakukan ak:tifitas atau produktifitas 

menurun. 

Valid< 30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

>50 

Total 

Tabe14.4 
Umur Responden 

frequency Percent Valid Percent 
-

!2 !2.1 12.1 

14 14.1 !4.! 

29 29.3 29.3 

21 ?.1.2 21.2 

16 16.2 16.2 

7 7.1 7.1 

99 100.0 100.0 

Cumulative 
Percent 

12.1 

26.3 

55.6 

76.8 

92.9 

100.0 

Berdasarkan tabcl di atas diketahui hahwa responden dalam peneJitian ini 

berusia Pada penelitian inl diketahui umur responden, yaitu dibawah 30 tahun ada 12 

orang atau l~l%. Sedangkan responden yang berusia antara 31-35 t.ahun sebanyak 
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14 orang at au 14,1 %, lalu 36-40 tahun sebanyak 29 orang atau 29,3%. usia an tara 41 ~ 

46 sebanyak 21 orang atau 21,2%, Untuk usia 46·50 ada 16 orang ataul6,2%, 

kemudian yang terakhir yaitu usia> 50 tahun sebanyak 7 orang atau7, l%. 

Dad frckuenst usia, usia yang terbanyak adalah usia 36-40 tahun, itu. artinya 

dari sekian responden usia produk:tif masih dominan. 

5. Jenis Kelamin 

Pekerjaan Laki~lald biasanya memiliki kekuatan yang tebih secara fisik 

daripada wanita, sehingga apabilil ada pekerjaan yang membutuhksn kekuatan flsik 

maka laki-lakilah yang biasanya melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan pada 

wanita biasanya lebih pada pekeljaan yang lebih berpengaruh pada sifat-sifat 

kewanitaanya. Selain itu dalam lingkungan pekerjaan laki-laki lebih mengandalkan 

pada analisa logika, dibanding dengan wanita yang lebih dipengarubi oleh perasaan 

(sifat kewanitaan). 

Valid laki-laki 

Perempuan 

Total 

Tabel4.5 
Jenis Kelamin 

Frequency Perc-ent Valid Percent 

51 5!.5 51.5 

48 48.5 48.5 

99 100.0 100.0 

Cumulative 
Percent 

51.5 

100.0 

Karakter-istik responden dalam penelitian ini bcrdasarkan tabel di a.tas, dapat 

diketabui laki-laki sebanyak 51 orang atau 51,5% sedangkan perempuan sebanyak: 48 

orang at;tu sebanyak 48,5%. Terlihat tklak ada dominasi dari jenis kelarnin pada pada 

frekuensi jenis kelamin, 

6. Peudidikan 

Pendidikan merupakan kompetensi dasar seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaanya. semakin tinggi pendidikarmya semakin berat beban pekeljaan yang dia 

em ban. Dengan pendidikan yang baik seseorang dapat mempunyai pengetahuan dan 

ketraJnpilan. 
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Pendidikan 
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Cumulative 
frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Strata I 29 29.3 29.3 29.3 

Strata 2 70 70.7 70.7 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Tingkat pendi~ikan responden dapat dilihat pendidikan terakhir responden. Untuk 

pendidikM Strata 1 sebanyak 29 orang atau 29,3%, kemudian untuk Strata 2 

sebanyak 70 otllng atau 70, 7%. Dapat terlihat bahwa pendidikan terendah dari 

respondenoadalah.dari Strata I, dan pendidikan yang paling dominan adalah Strata 2. 

7. Masa Kerja 

Masa kelja merupakan lamanya responden dalam bekelja sebagai Notaris. 

Valid 0-5Thn 

6-10 Thn 

ll-15 Thn 

16-20 

>20 

Total 

Tabal4.7 

Masa~Urja 

Frequency Percent 

38 38.4 

22 22.2 

21 21.2 

11 ILl 

7 7.1 

99 100.0 

Cumulative 
Valid Percent Percent 

38.4 38.4 

22.2 6\l.f 

21.2 81.8 

ILl 92.9 

7.1 100.0 

100.0 

Responden yang sudah bekerja 0-5 tahun wbanyak 38 orang atau 38.4%, 

kemudian yang tefah bekeJja selama 6~ l 0 tahun s.ebanyak 22 orang atau 22,2%. 

Responden yang telah bekelja selama ll-15 tahun sebanyak 21 orang atau 21. 2%, 

kemudian yang telah bekerja selarna 16-20 tahun sebanyak ll orang atau sebanyak 

, ___ _ 
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i l,i orang. Dan yang terakhir dan merupakan jumlah terkecil dari lamanya waktu 

bekerja adalab >20 tahun sebanyak 7 orang atau 7,1%. 

Dominasi lamanya waktu bekerja adalah 0-5 tahun, ini artinya bahwa 

kebanyakan dari responden merupakan NotarJswNotaris baru yang produktif. 

4.7.2 Deskripsi Data Variabel Sebelum Penerapan SABH 

Data variabel sebelum penerapan SABH yang dilakukan kepada 99 Notaris 

diperoleh dengan skala ordinallikerti dengan skala l sampai dengan 5. 

a) Indi.kator Tangibility 

lndikator tangibility Indikator ini terdiri dari 6 (enam) pertanyaan/pemyataan 

yang ditanggapi oleh 99 rospnnden. 

Tabel4.8 
Lokasi Pelayanan Pengesahan Badan llukum Perseroan Terbatas 

Modab Dl Jangkao 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 2 2.0 2.0 2.0 

2 2 2.0 2.0 4.0 

3 . 8 8.1 8.! 12.1 

4 53 53.5 53.5 65.7 

5 34 343 34.3 100.0 

Total <}9 !00.0 100.0 

Untuk tabeJ tentang lokasi pelayanan pengesahan badan hukum PT yang mudah 

dijangkau, dari 99 peserta yang menyatakan sangat tidak setuju adalah 1 responden 

atau 2,0%. Sedangkan untuk yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang juga 

atau 2,0o/o, kemudian untuk yang ragu-ragu berjmnlah 8 orang atau 8,1%. Pernyataan 

terbanyak dalah pada pom sefuJii' yaitu·seb:anyalr53··orang atau sebanyak 53,5 orang. 

Untuk poin terakhir atau sangat setuju menempati urutasan kedua terbanyak. yaitu 34 
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orang a,tau 34~3%.Dari beberapa pemyataan diaatas dapat disimpulkan bahwa lokasi 

pelayaqan menurut pemyataan responden adalah mudah untuk dijangkau. 

Tabel4.9 
Ruang Tunggu Ber AC dan Tersedia Kursi 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid l 6 6.1 6.1 100.0 

2 15 15.2 15.2 15.2 

3 17 17.2 17.2 93.9 

4 38 38.4 38.4 53.5 

5 23 23.2 23.2 76.1 

Total 99 100.0 100.0 

Untuk pemyataan bahwa ruang tunggu ber AC dan tersedia kursi~ 6 orang 

atau 6~1%menyatakan sangat tidak setuju, lalu ada juga yang menyat:ak:nn tidak 

setuju sebanyak 15 omng atau 15,2%. Untuk yang menyatakan ragu·ragu sebanyak 

17 orang atau 17,2%. Pemyataan setuju rnasih merupakan pmyataan terbanyak dari 

responden yaitu sebanyak 38 responden atau38,4%. Dan untuk pemyataan sangat 

· setuju 23 orang atau 23,2%. Dari pemyataan tersebut yang dominan adalah setuju 

dan dan ,kedua sangat setuju sehingga disimpulkan untuk ruang tunggu dinyatakan 

memadai. 

Tabcl4.10 
Loket Pengajuan Permobonan Telab Memadai 

Cumulative 
. 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 17 17.2 17.2 17.2 

2 48 48.5 48.5 65.1 

3 23 23.2 23.2 88.9 

4 9 9.1 9.1 98.0 

5 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel di alas dapat dilihat bahwa 17 orang atau 17,2 meoyatakan sangat 

tidak setuju loket pengajuan perrnohonan sudah memadai; ada 3 petugas loket 

melayani permohonan pengesahan badan hukum PT. Untuk pemyataan tidak setuju 

sebanyak 48 orang tau 48,5% dan merupakan pemyataan terbanyak, kemudian 

pemyataan setuju 9 responden atau 9,1 %. Terakhir yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 2 orang atau 2%. Dapat disimpulkan bahwa untuk lokaet pengajuan 

pennohonan beium memadai dalam pelayanan. 

Tab<l4.ll 
Fasilitas Penunjang PeJayauan Berupa Komputer Sudah Baik 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 17 17.2 17.2 17~ 

2 4ll 48.5 48.5 65.7 

3 23 23.2 23.2 88.9 

4 9 9.1 9.1 98.0 

5 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Tabel pemyataan fasilitas v.enunjang pelayanan berupa komputer sudah baik. 

dari. 99 responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 17 orang -atau 

sebanyak 17,2%. Tidak setuju merupakan pernyataan terbanyak yaitu 48 responden 

atau 48,5%. Ragu-ragu sebanyak 23 orang atau 23~2% dan pemyataan ternkhir atau 

pernyataan sangat setuju rnendapat 2 orang ata hanya 2%. Dari pernyataan­

pemyataan tersebut disimpulkan bahwa untuk fasilitas penunjang seperti komputer 

belum memadal. 

' . 
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Tabc!4.12 
Suasana Dalam Mclakukao Pelayanan Sudah Nyaman, 

Petugas Loket Melayani Dcngan Baik Permohonan Pengesabau PT 

92 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

l 25 25.3 25.3 25.3 

2 48 48.5 48.5 73.7 

3 15 !52 15.2 88.9 

4 II 11.1 11.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Untuk tal>el suasana dalam melakukan pelayanan sudah nyaman, petugas 

Joket melaya.ni dengan bail<, dari responden yang menyat.akan sangat tidak setuju 

sebanyak 25 orang atau 25,3%. Pernyataan terbanyak adalah pemyataan tidak setuju 

yaitu sebesar 48 responden atau 48,5%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 15 

responden atau 15,2%. Untuk pemyataan ttdak setuju mendapat pemyataan dari 

responden sebanyak ll orang atau 11,1%" 

Dari pemyataan-pemyataan di atas maka sudah dapat kita simpulk:an bahwa 

pelayanan belum nyaman di indika..:;ikan dengan pemyataarf terbanyak responden 

yaitu 48,5% dari seluruh responden. 

Tabel4.!3 
Ju~lah Pegaw:ai dan Kemampoan PersoniJ Dalam Memberikan Pelayaoan 

Sudab Baik 
. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 33 33.3 33.3 33.3 

2 32 32.3 32.3 65.7 

3 15 15.2 15.2 80.8 

4 19 19.2 19.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel pernyataan jumlah pegawai dan kemrunpuan personil dalam 

memberikan sudah. baik, untuk pemyataan sangat tjdak setuju sebanyak 33responden 

atau 33,3%, lalu ada juga yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3-2 orang atau 

32,3%. Untuk yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 15orang atau 15,2%. Kemudlan 

untuk pernyataan setuju sebanyak 15 responden atau l5,2%. Dan untuk pemyataan 

sangat setuju 19 orang atau '19,2%, 

Pemyataan-pernyataan tersebut yang dominan adalah sangat tidak setuju dmr­

kedua tidak setuju sehingga disimpulkan kemampuan personil dalam peJayanan 

belum baik seperti yang diinginkan responden. 

Dari tabel-tabel indikator tangibility di atas, maka dapat kita menarik 

kesimpulan bahwa untuk indikator umgibilty ini masih kurang memadai. rata-rata 

pemyataan yang ditanggapi oleh responden, yaitu pemyataan terbanyak atau sebesar 

32% dari seluruh responden untuk pemyataan tidak setuju. 

b. lndikator Empatlty 

P.ada indikator empathy ini rerdiri dari 5 (lima) item pertanyaanlpernyataan 

yang ditanggapi oleh responden. 

Tabel4.14 
Responden Scbagai Pelanggan Sangat Puas Dengan 

Kett>,rangan dan Penjelasan dari Petngas Loket 
. Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 6 6.1 6.1 6.1 

3 10 10.1 10.1 16.2 

4 62 62.6 62.6 78.8 

5 21 2L2 21.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel diatas responden sebagai pelanggan sangat puas dengan keterangan dan 

penjelasan darl petugas diloket permohonan. 6 responden menyatakan tidak seruju 

atau 6,1%. Untuk pemyataan ragu-ragu sebanyak 10 responden atau 10,1%, 

kemudian pemyataan yang mendominasi ad.dah pernyataan setuju yaitu 62 

responden atau 62.6%. Dan yang terakhir atau pemyata.an sangat setuju adalah 

sebanyak 21 orang atau 21,2%. Dari pernyataan-peffiyataan tersebut dapat 

disimpulkan kalau pelayanan dan penjelasan dari-petugas sudah-sangat jelas. 

Tabei~S· 

Pegawai Subdit Bad au Hokum Me~berikan Perhatian--­
Penuh dalam Memberikan Pelayanan dan Mcmperlakukan 

dengao Baik 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 15 15.2 15.2 17.2 

4 70 70.7 70.7 87.9 

5 12 12.! 12.1 !00.0 

Total 99 100.0 100.0 

Dari tabel dia.ta.s pernyata.a.n hahwa pegawai Subdit Badan Hukum memberikan 

perhatian penuh dalam memberikan pelayanan dan memperlakukan dengan balk. 

Dari 9.9 responden 2 orang rnenyatakan tidak setuju sehanyak 2 orang atau 2%, 

kemudian yang menyatakan ragu-ragu 15 orang responden atau 15,2%, Pemyataan 

yang paling mendominasi adalah pernyataan setuju yaitu se:banyak 70 responden atau 

70,7%, dan treakhir adalahpernyataan sangat sctuju yaitu sebanyak 12 responden 

atau 12,1%, 

Dapat dl simputkan dari pcrnyataan pemyataan diatas bahwa untuk perhatian 

pe!ayanan dad pcgawai suhdit badan .hukum sudah bagus yang dindikasikan dengan 

;·---~ 
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pemyalaan tcrbanyak dari responden yang mcnyatakan setuju yang berjumlah 70% 

dari seluruh responden. 

Valid 3 

4 

5 

Tabel4.16 

Pcgawai Subdit Badan Hokum Ramah dalam 
Memberikan Pelayanan 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

9 9.1 9.1 9.1 

53 53.5 53.5 62.6 

37 37.4 37.4 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Untuk pemyataan bahwa Pegawai Subdit Badan Hukum ramah dalam 

memberikan pelayanan, Untuk yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 9 orang atau 

9,1%. Pemyataan setuju masih merupakan prnyataan terbanyak dari responden yaitu 

sebanyak 53 responden atau 53,5%. Dan untuk pemyataan sangat setuju 37 orang 

atau 37,4%. Dari pemyataan tersebut yang dominan adalah setuju dan dan kedua 

sangat setuju sehingga disimpulkan untuk pegawai subdit badan hukum sudah 

memberikan pelayanan dengan ramah. 

Tabel4.17 
Pcgawai Subdit Badan Hokum Adil dalam 

MemberikanPelayanan Semua Pemobon Diperlalmkan Sama 

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

jvalid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 II ll.l II.! !3.1 

4 57 57.6 57.6 70.7 

5 29 29.3 29.3 100.0 

Total 99 100.0 !00.0 

Dari tabel diatas pemyataan bahwa Pegawai Subdit Badan Hukum adil dalam 

memberikan pelayanan, semua pemohon diperlakukan sama, dari 99 responden 2 

;--
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orang menyatakan tida.k setuju sebanyak 2 orang atau 2%, kcmudjan yang 

rnenya~an ragu~ragu 11 orang responden atau I 1,1%. 

Pernyataan yang paling mendominasi adalah pemyataan setuju yaitu 

sebanyak 57 responden atau 57,6%, dan terakhir adalah pemyataan sangat seluju 

yaitu sebanyak 29 responden atau 29,3%. Dapat di simpulkan dari pemyataan 

pemyataan diatas babwa unn1k keadilan pelayanan dari pegawai subdit badan 

hukurn sudah bagus yang diindikasikan dengan pernyataan terbanyak dart responden 

yang menyata.kan setuju yaog berjumlah 57,6% dari seiuruh responden. 

Tabol4.18 
l?.egawai:Subdit Badan Hokum Bekerja Lebilt Lama dalam 

Memberikan Pelayanan 

CumuJative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

3 54 54.5 54.5 58.5 

4 26 26.3 26.3 84.8 

5 15 15.2 15.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel Pegawai Subdit Badan Hukum bekerja lebih lama dalam 

memberikan pelayanan. dari 99 responden 4 orang rnenyatabn tidak setuju atau 

4% sebanyak yang mcnyatakan ragu-ragu 54 orang responden atau 54,5%. Dan 

terakhir adalah pemyataan sangat setuju yaitu sebanyak 15 responden atau 15,2%. 

Kecepatan pelayanan dari pegawai subdit badan hukum belum memuaskan 

responden yang dtindikasikan dominasi pemyataan ragu-ragu. 

Pada indikator empathy dapat disimpulkan bahwa indikator ini suda.h cukup 

baik, hal ini dapat dikita lihat dari rata-rata pemyataan rcsponden, yaitu pcrnyataan 

terbanyak atau sebesar 57% dari seluruh responden menyatakan setuju. 
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Dari 99 rospondcn yang memberi tanggapan ke lima pemyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata harnptr 60o/o responden menyataklln puas 

dengan pelayanan dari petugas yang melayani permohonan pengesahan badan 

bukum dengan penuh perhatian dan dipcrlakukan dengan sama. Dapat disimpulkan 

bahwa tanggapan respondcn paada indikator empathy ini sudah cukup baik. 

e) Indikator Responsiveness 

lndikator Responsiveness terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan/pemyataan 

yang ditanggapi oleh 99 responden. 

Tabel4.19 
Kemampuan Pegawai dalam Mcmproses Permohonan Baik 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 50 50.5 50.5 54.5 

4 45 45.5 45.5 100.0 

5 4 4.0 4.0 4. 

Totlll 99 100.0 100.0 

Pada tabel pemyataan Kemampuan pegawai dalam rnemproses permohonan 

baik. Untuk yang menyatakan ragu-ntgu sebanyak 50 orang atau 50,.51Yo. Pemyataan 

setuju yaitu sebanyak 45 responden atau 45,5%. Dan untuk pemyataan sangat setuju 

4 orang atau 4%. Dart pemyataan tersebut yang dominan adalah ragu-ragu untuk 

pogawai Subdit Badan Hulwm ada peningkatan pelayanan. 

Tabcl4.20 
Prosedur dalam Pengesahan PT sudah Jelas 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 ' 4.0 4.0 4.0 

4 54 54.5 54.5 58.6 

5 41 41.4 41.4 100.0 

t 
' 

I 
.~ 
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Tabel4.20 
Prosed.ur dalam Pengesaban PT sudah Jelas 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 4 4.0 4.0 4.0 

4 54 54.5 54.5 58.6 

5 41 41.4 41.4 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Tabel di atas adalab pernyataan babwa prosedur dalam progesahan badan 

huk:um PT sudah jelas, dari 99 responden yang menyatakan ragu-ragu responden 

atau 4%. Pemyataan terbanyak adalah setuju yaitu 54 responden atau 54.4%. dan 

yang terakhir adalah pemyataan sangat setuju sebanyak4l responden atau 41 ,4%. 

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka dapat disimpulkan prosedur datam 

pengesahan badan hukum l'T sudab jelas. 

Tabel4.2l 
Tarif ontuk Biaya Pcugesahan Badan Hukum PT sudah Jelas 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 5 5.1 5.1 5.1 

3 6 6.1 6.1 11.1 

4 58 58.6 58.6 69.7 

5 30 30.3 30.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada !:abel diatas adalah pcmyataan tarif untuk biaya pengesahan badan 

hukum PT sudah jelas, dar! 99 responden 5 orang menyatakan tldak setuju sebanyak 

atom 5,1 %, kcmudian yang menyatakan mgu-ragu 6 orang responden a tau 6,1 %. 

Pemyataan yang paling mendominasi adaiah pemyataan setuju yaitu sebanyak 58 

rosponden atau 58,6%, dan terakhir adalah pemyataan sangat setuju yaitu sebanyak 

30 respcnden atau 30,3%. 
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Dapat di simpulkan dari pernyataan pernyataan diatas bahwa untuk kejelasan 

biaya pengesahan dari pegawai subdit badan hukum sudah bagus yang di 

tndikasikan dengan pemyataan terbanyak dari responden yang menyatak:an seto.ju 

yang berjumlah 58,6% dari sefuruh responden. 

Tabel4.22 
Pcgawai Subdit Badan Hukum Me1alrukan Proses Pengesahan 

Badan Hukum dalam waktu singkat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 !0 !0.1 10.1 10.1 

3 49 49.5 49.5 59.6 

4 30 30.3 30.3 89.9 

5 !0 10.1 10.1 100.0 

TQUIJ 99 100.0 100.0 

Untuk pemyataan pegawai Subdit melakukan proses pengesahan badan 

huk.um dalam waktu singkat, clari 99 responden I 0 orang menyatakan tidak setuju 

atau 10,1% sebanyak yang menyatakan ragu-ragu 49 orang responden atau 49SYo. 

Untuk pemyataan setuju sebanyak 30 responden alau 30,3% dan terakhir adalah 

pemyataan sangat setuju ya.itu seba:nyak 10 responden atau 10,1 %. 

Dapat di simpulkan dad pemyataan pemyataan diatas bahwa untuk proses 

pengesahan dari pegawai subdit badan hukum belum memuask~n responden yang 

·diindikasikan dominasi pemyataan ragu-ragu. 

Dari indikator responsiveness dapat disirnpulkan bahwa pelayanan masih 

kurang memuaskan, karena dari pemyataa.n-pemyataan di atas rata-rata 49.5% 

menyatakan ragu-ragu. 

Dari basll tanggapan responden tcrsebut dapat disimpulkan bahwa pcJayanan 

masib kurang memuaskan karena 49,5% dari seluruh responden menyatakan ragu* 

ragu terhadap pemyataan yang diberikan kepada parn rcsponden. 
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Sistem manual yang diterapkan terhadap pennohonan pengesahan badan 

hukum perseroan tcrbatas belum memenuhi keinginan para pemohon. Karena pada 

kenyataannya sistem manual tidak efektif, masih belum trnnsparnn dan cenderung 

tertutup, juga waktu pennohonan sampai dengan menjadi SK cukup lama, sekitar 

lebih dari 60 hari. 

c) lndikator Reliability 

lndikator ini terdiri dari 6 (enam) pemyataan. 

Tabel4.23 
Sarana Peoerimaan Keluhan/Komplain Sudah Ada, 
Rcspol_lden Dapat Menyampaikan Keluhan mclalui 

Telepon dan Kotak Saran Yang Disediakan 

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 10 10.1 10.1 10.1 

3 10 10.1 10.1 20.2 

4 49 49.5 49.5 69.7 

5 30 30.3 30.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Untuk pemyataan sarana penerimaan keluhan!komplain sudah ada, respondcn dapat 

menyampaikan keluhanlkomplain melalui telepon dan kotak saran yang disediakan, 

dari 99 responden 10 orang menyatakan tidak setuju atau 10.1%, yang menyatakan 

ragu-ragu 10 orang responden atau 10.1%. Untuk pemyataan setuju sebanyak 49 

responden atau 49.5% dan terakhir adalah pernyataan sangat setuju yaitu sebanyak 

30 responden alau 30.3%. 

Dapat di simpulkan dari pernyataan pcrnyataan diatas bahwa untuk sarana 

komplain dan penyampaian keluhan melalui telepon dan kotak saran sudah 

memuaskan. 
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Tabel4.24 
Pegawai Subdit Badan Hukum Meoanggapi Keluban dengan 

Baik dan San tum 

Valid 

Frequency Percent Percent Cumulative Percent 

Valid 2 17 17.2 !7.2 17.2 

3 26 26.3 26.3 43.4 

4 41 41.4 41.4 84.8 

5 15 !52 15.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Untuk pernyataan pegawai subdit badan hukum menanggapi keluhan 

responden dengan baik dan santun, dari 99 responden l7 orang menyatakan tidak 

setuju atau 17 .2o/~ yang menyatakan ragu-rngu 26 orang responden atau 26.3%. 

Unl\lk pemyataan setuju sebanyak 41 responden atau 41 .4% dan terakhir arlalah 

pemyataan sangat setuju yaitu sebanyak 34 responden atau 15.2%. 

Dapat di simpulkan dari pemyataan pemyataan diatas bahwa untuk 

tanggapan keluhan pada responden sudah memuaskan, karena 4i.4% menyatakan 

setuju dan 15.2% responden menyatakan sangat setuju. 

Tabei4.2S 
Proses Pengesahan Badan Hukum PT dcngao Sistcm Manual 

Hasilnya Akurat 

Cumulative 
frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 6 6.1 6.1 9.1 

4 56 56.6 56.6 65.7 

5 34 34.3 34.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Untuk pemyataan proses pengesahan badan hukum dengan sistem manual 

hasilnya akurat. dari 99 responden 3 orang atau 3% menyatakan tidak sctuju, 6 

orang a tau 6.1% menyatakan ragu~ragu , Untuk pemyataan setuju sebanyak 56 

responden atau 56.6% dan terakhir adalah pemyataan sangat setuju yaitu sebanyak 

34 responden atau 34.3o/o. 

Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk proses pengesahan 

badan hukum dengan sislem manual mempunyai basil yang akurat. Hal ini karena 

56 orang atau 56.6% menyatakan setuju dan 32% menyatakan sangat setuju. 

Tabel. 4.26 
Pcgawai Subdit Badao Hukum dengan Serius dan Sunggu:h· 

sungguh dafam Memberikan Pelayanan 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 H 11.1 ILl ILl 

4 56 56.6 56.6 67.7 

5 32 32.3 32.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel di atas, dari 99 responden 1 l orang atau ILl% menyatakan ragu~ragu, 

Untuk pemyataan setuju sebanyak: 56 res:ponden atau 56.6% dan terakhir adalah 

pemyataan sangat setuju yaitu sebanyak 32 re.'>ponden atau 32.3%. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa petugas sudah 

memberikan pelayanan pengesahan badan hukum PT yang baik dan memuaskan 

kepada responden.56% responden menyatakan setuju dan 32% menyatakan sangat 

setuju, 

Tabel4.27 
Berkas--berkas Permob.:onan Pengesabau Badan Hukum PT Yang Telab 

Selesai Diproses tersimpan aman di Arsip 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 6 6_! 6.! 6.1 

3 14 14.1 14.1 20.2 

4 51 51.5 51.5 71.' 

5 28 28.3 28.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel pemyataan diatas, dari 99 responden 6 orang atau 6.1% menyatak.an tidak 

setuju, 14 orang atau 14.i% menyatakan ragu-ragu. Terdapat 51 orang atau 51.5% 

menyatakan setuju dan 28 orang atau28.3% menyatakan sangat setuju. Maka dapat 

disirnpulkan bahwa sistem penyimpanan data sudah baik. 

Tabel4.28 
Peiayanan Pengesahan Badan Hukum PT Belum Mempunyai 

Mutu Yang Baik 

Cumulative 
Frequency Percent VaUd Percent Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.( 

3 13 !3.1 !3.1 16.' 

4 61 6!.6 61.6 77.8 

5 22 22.2 22.2 !00.0 

Total 99 100.0 !00.0 
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Pacta tabel di atas, dari 99 responden, 3 orang atau 3% menyatakan tidak 

setuju, 13 orang atau 13.1% menyatakan ragu-ragu, 61 orang atau 61.6 menyatakan 

setuju, dan 22 orang atau 22.2% menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem manual dalam proses pengesahan 

badan hukum PT tidak memuaskan. 

Dari 99 responden yang memberikan tanggapan, dapat disimpulkan bahwa 

56% pelayanan cukup memuaskan, sikap petugas sudah baik kepada responden. 

Dalam melakukan pelayanan kepada pengguna jasa hokum (Notaris) sikap petugas 

adalah bagia:aJlal-penting. Dengan adanya sikap yang baik kepada masyarakat, 

hubungan antara pemohon dan petugas menjadi baik pula. 

Dari indikator reability dapat disimpulkan bahwa pelayanan sebelum 

penerapan SABH belum memuaskan. 

a) lndikator Assurance 

Pacta indicator ini terdiri dari 4 (em pat) item. 

Tabel4.29 

Pel!awai Subdit Badan Hukum Memberikan Pelayanan 
dengan Jujur, Teliti dan Terampil 

Cumulative i 
Frequency Percent Valid Percent Percent I 

Valid 3 12 12.1 12.1 12.1 

4 59 59.6 59.6 71.7 

5 28 28.3 28.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel pemyataan di atas, dari 99 responden. 12 orang atau 12.1% menyatakan 

ragu-ragu, 59 orang atau 59.6% menyatakan setuju, dan 28 orang atau 28.3% 
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menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan pengesahan badan hokum PT sudah memuaskan. 

Tabel4.30 
Pegawai Subdit Badan Ruknm Ramah dan Sopan Santon 

Dalam Memberikan Pelayanan 

Cumulative 

Frequency Percent V alld Percent Percent 

Valid 3 13 13.1 13.1 13.1 

4 64 64.6 64.6 77.8 

5 22 22.2 22.2 100.0 

Tot>! 99 !00.0 100.0 

Pada. tabel di at.as, dari 99 responden. 13 orang atau 13.1 % menyatakan ragu~ragu, 

64 orang atau 64.6 % menyatakan setuju, 22 orang atau 22.2 % menyatakan sangat 

setuju. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan penegesahan 

badan hukum PT sudan memuaskan. 

Tobel4.31 
Pegawai Subdit Badan Hukum MeJayani deogan Sa bar dan 

Bersahabat 

CwnuJative I 
Frequency Percent Vaiid Percent Percent ! 

Valid 3 5 5.1 5.1 5.1 

4 76 76.8 76.8 81.8 

5 18 18.2 18.2 '!00.0 

Tot>! 99 100.0 100.0 

Pada tabel diatas, dari 99 responden. 5 orang atau 5.1 % menyatakan ragu~ragu, 76 

orang atau 76.8 % menyatakan setuju, 18 orang atau 18.2 % menyatakan sangat 

setuju. Darl pemyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan penegesahan 

badan hukurn PT sudan memuaskan. 
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Tabel 4.32 
Pegawai Subdit Badan Hokum memberikan pelayanan dengau 

sabar dan bersababat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 7 7.1 7.1 7.1 

4 65 65.7 65.7 72.7 

5 27 27.3 27.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel diatas, terdirl dari 99 responden. 7 orang atau 7.1% menyatakan ragu­

ragu, 65 orang atau 65.1 % menyatakan setuju, 27 orang atau 27.3 % menyatakan 

sangat setuju. Dari pemyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peJayanan 

pengesaban badan hukum PT sudah memuaskan. 

Tanggapan 99 responden terhadap pernyataan~pernyataan di atas rata--rata 

60% menyatakan setuju tcrhadap pemyataan-pemyataan yang diberikan kepada 

responden. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengesahan badan hukum Perseroan 

Terbatas dengan sistem manual cukup baik, karena responden merasa terbantu oleh 

petugas. 

4.7.3 Deskripsi Data Variabel Sesudah Peuerapan SABH 

a) lodikaror Tangibility 

Indikator tangibility Indikator ini terdiri dari 8 ( deiapan} 

pertanyaanlpemyataan yang ditanggapi oleh. 99 responden. 
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Tabel4.33 
Lokasi Pelayanan Pengesahan Badao Hukum PT 

Mudab Dijaogkau 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

1 7 7.1 7.1 7.1 

2 17 17.2 17.2 24.2 

3 2 2.0 2.0 26.3 

4 54 54.5 54.5 80.8 

5 19 19.2 19.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
. 
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Pada tabel pemyataan diatas. dari 99 res1>9nden, ?orang atau 7.1% menyatakan 

sangat tJdak setuju. 17 orang atau 17.2% menyatakan tidak setuju. 2 orang 

menyatakan ragu-ragu. Terdapat 54 orang atau 54.5% menyatakan setuju dan 19 

orang atau l9.2% menyata.kan sangat setuju. Dari presentase di atas dapat 

disimpulkan bahwa lokasi pelayanan mudah unruk di jangkau. 

Tabel4.34 
Ruang Tunggu Nyaman, Ber AC dan tersedia Kursi 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 10 10.1 10.1 IOJ 

2 9 9.1 9.1 19.2 

4 70 70.7 70.7 89.9 

5 10 10.1 10.1 100.0 

Total 99 !00.0 100.0 

Pada tabel pernyataan diatas1 dari 99 responden, 10 orang atau 10.1% 

roenyatakan sangat tidak setuju, 9 orang atau 9.1% menyatakan tidak: setuju. 70 

orang atau 70.7 dan terdapat 10 orang atau 10.1% menyatakan sangat setuju, 
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Dari presentase di atas dapat disimpulkan menurut pemyataan responden 

bahwa ruang tunggu sudah memadai. Hal ini dapat terlihat dari jawaban pemyataan 

respond en 70% menyatakan setuju dan selebihnya l 0% menyatakan sang at setuju 

dengan pernyataan yang diajukan. 

Tabel4.35 
Loket Pelayanan Sudah Memadai, Ada 3 Petogas Loket 
MelayaniPermohonan Pengesilban Badan Hukum PT . 

Cumulative 
Frequency Petcent Valid Percent Percent 

Valid 2 19 19.2 19.2 19. 

4 61 61.6 61.6 80.8 

5 19 19.2 19.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di alas dapat dilihat bahwa dari 99 responden, 19 orang atau 19,2% 

rnenyatakan sangat tidak setuju loket pengajuan pennohonan sudah memadai, ada 3 

petugas loire! melayani pennohonan pengesaban badan hukum PT. Untuk pemyataan 

setuju sebanyak 61 orang atau 61.6% dan merupakan pemyataan terbanyak, 

kemudian pernyataan sangat setuju 19 responden atau 19,2%. Dapat disimpulkan 

bahwa untuk loket pengajuan penn<lhonan sudah memadai dalam pelayanan. 

Tabel4.36 
Fasilitas Penuujang Pelayanan Berupa 

Komputer Sudah Meningkat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 19 19.2 19_2 19c 

3 14 14.1 14.1 33.3 

4 50 50.5 50.5 83.! 

5 16 16.2 16.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Tabel pemyataan fasilit.as penunjang pelayanan berupa kornputer sudah 

meningkat, dari 99 responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak I 9 orang atau 

sebanyak 1912%. 14 responden ata.u 14,1% menyatakan ragu~ragu. sebanyak 50 

orang atau 50.5% menyatak:an setuju dan pemyataan terakhir atau pemyataan sangat 

setuju menda.patl6 orang atau hanya 16.2%. 

Dari pemyataan-pemyataan tersebut disimpulkan bahwa untuk fasilitas 

penunjang seperti komputer sudah meningkat. 

Tabel4.37 
Bank BNI yang ada dllingkoogan Ditjen AHU 

memu a n untu me D iava- iaya d hka k lakeka b" b 

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

jvalid 2 19 19.2 19.2 19.2 

3 11 1!.1 ILl 30.3 

4 59 59.6 59.6 89.9 

5 10 10.1 10.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Untuk tabel Bank BNI yang ada di lingkungan Ditjen AHU memudahkan 

untuk melakukan biaya-biaya, dari rcsponden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 19 orang atau 19.2%. yang menyatakan ragu-ragu sebanyak II responden 

atau 1)1%. Untuk pemyataan setuju mendapat pernyataan dari responden sebanyak 

59 orang atau 59.6% adalah yang paling banyak dari responden. dan untuk 

pemyataau sangat setuju hanya 10 responden atau sekitar 10.1% 

Dati pernyataan-pemyataan di atas rnaka sudah dapat kita simpuJkan bahwa 

adanya Bank BN1 sangat mernbantu responden meiakukan pernbayaran biaya-biaya, 

dengan pemyataan terbanynk responden yaitu 59.6% dari seluruh responden. 

r--~--

j 
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Tabel4.38 
Suasana dalam melakukan pelayanan saogat oyaman, 

respondeD dapat mengantri dengan tertib sesuai dengan 
nom or urut yang disediakan secara elektrouik 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 16 16.2 16.2 16.2 

3 6 6.1 6.1 22.2 

4 59 59.6 59.6 81.8 

5 18 18.2 18.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel suasana dalarn melakukan pelayanan sangat nyarna.J4 responden 

dapat mengantri dengan tertib sesual dengan nomor urut yang disediakan secara 

cle!dronik. dari 99 responden untuk pemyataan sangat tidak setuju sebanyak 16 

responden atau 16.2%~ lalu ada juga yang menyatakan ragu~ragu sebanyak 6 orang 

atau 6.1 %. Kemudian untuk pernyataan setuju sebanyak 59 responden atau 59.6%. 

Dan untuk pemyataan sangat setuju 18 orang atau 18,2%. Pernyataan-pemyataan 

tersebut yang dominan adalah setuju dan sangat setuju ~hingga disimpulka.n bahwa 

suasana dalam pelayanan sudah nyaman dan memuaskan. 

Valid 

Tabel4.39 
Jumlab Pegawai. dan Kemampuan Personil Dalam 

Mcmberikan Pelayanan Sudah Meuiugkat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

2 9 9.1 9.[ 9.1 

3 18 18.2 18.2 27.3 

4 46 46.5 46.5 73.7 

5 26 26.3 26.3 100.0 

Total 99 !00.0 100.0 
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Pada tabel pemyataan jurnlah pegawai dan kemampuan personil dalam 

memberikan pelayanan sudah rneningkat. untuk pemyataan tidak setuju sebanyak 9 

orang atau 9.1%. Untuk yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 18orang atau 18.2%. 

Kemudian untuk pemyataan setuju sebanyak 46 responden atau 46.5%. Dan untuk 

pemyataan sangat setuju 26 orang atau 26.3 %. Pemyataan-pemyataan tersebut yang 

dominan adalah setuju dan kedua sangat setuju sehingga disimpulkan kemampuan 

pernonil dalam pelayanan sudah baik dan meningkat seperti yang diinginkan 

respenden. 

> Pada indikator tangibility dapat dlsimpulkan bahwa pelayanan yang di 

lakukan sudah rnemuaskan sesuai dengan keinginan responden. 

Tabel4.40 
lnformasi Biaya Akses, Tata Cara, Prosedur Permohonan 

Dengan Mudab Dapat Dilibat Melalui Internet 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 9 9.1 9.1 9.1 

3 8 8.1 8.1 17.2 

4 5.0 50.5 505 67.7 

5 32 32.3 32.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 .. . 
Pada tabcl pernyataan responden dapat mengetahu1 mformasJ biaya akses, tata 

cara. prosedur permohon~ dengan mudah melalui internet. Dari 99 responden, 9 

responden atau 9. 1% menyatakan tidak setuju~ lalu ada juga yang menyatakan ragu­

ragu sebanyak 8 orang atau 8.1 %. Kemudian untuk pernyataan setuju sebanyak 50 

responden atau 50,5%. Dan untuk pemyataan sangat setuju 32 orang atau 32.3%. 

Pemyataan-pemyataan tersebutyang dominan adalah setuju dan kedua sangat setuju 

sehingga disimpulkan informasi melaiui internet sudah baik seperti yang diinginkan 

responden. 
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Dari pemyataan Sepcrti yang tercantum dalam tabel, maka dapat kita menarik 

kesimpulan bahwa untuk indikator tangibilty ini sudah memadai. Dapat kita lihat 

pada lampiran 5 bahwa dari rata-rata pemyataan yang ditanggapi oleh responden, 

yaitu pemyataan terbanyak atau sebesar 59% dari seluruh responden untuk 

pemyataan setuju. 

Tampilan fisik pelayanan sudah ada peningkatan, dimana pemohon dapat 

dengan tertib mengantri sesuai dengan nomor yang disediakan, ada ruang tunggu 

yang nyaman, petugas loket yang siap melayani pemohon dengan baik, ada BNI 

yang memudahkan melakukan pembayaran biaya-biaya, dan fasilitas komputer yang 

sudah baik dimana -pemohon dapat melihat infonnasi mengenai segala macam 

prosedur, tatacara, peraturan dan lainnya melalui jaringan internet. Pemohon dapat 

melihatya pada website yang disediakan yaitu pada . . ' ····-·· 

b) lndikator Empathy 

Pada indikator empathy ini terdiri dari 4 (empat) item pemyataan yang 

ditanggapi oleh responden. 

Valid 

Tabel4.41 
Subdit Badan Hokum Direktorat Perdata Meningkatkan Pelayanan 

dengan Membangun Sisfem Adminisfrasi Badan Hokum dalaJI!. 
Pengesahan Badan Hokum PT 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

3 2 2.0 2.0 2.0 

4 72 72.7 72.7 74.7 

5 25 25.3 25.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas , dari 99 responden, 2 responden atau 2% menyatakan ragu-ragu, 

yang paling banyak pemyataan setuju yaitu sckitar 72 responden atau 72.7%. dan 25 

responden menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa dengan SABH maka pelayanan pengesahan badan hukum PT dapet 

ditingkatkan sesuai dengan keinginan responden. 

Tabel4.42 
Keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari petugas 

ditoket permobonan sudah cukup memuaskan . 
Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Pereent 

[valid 2 9 9.1 9.1 9.1 

3 10 10.1 10.1 19.2 

4 54 54.5 54.5 73.' 

5 26 263 26.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada Jabal di aras, dari 99 responden, sebanyak 9 orang menyatakan tidak setuju, !0 

orang atau J 0.1 % menyatakan raguMragu. Kemudi.an paling ban yak pernyataan 

setuju yaitu sebanyak 54 responden atau 54.5% dan pemyataan sangat setuju 

sebanyak 26 responden atau 26.3%. dari pemyataan di atas maka dapai diambil 

kesimputan bahwa keterangan dan penjelasan dari petugas loket sudah memuaskan 

sesuai dengan keinginan responden. 

Tabel4.43 
Pegawa.i Subdit Badan HukuJR memberikan perbatian 

penub dalam memberikan pelayanan dan memperlakukan 
Responden dengan baik. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 12 12.1 12.1 12.1 

3 3 3.0 3.0 15.2 

4 57 57.6 57.6 72.7 

5 27 27.3 27.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pad a tabel di atas, dari 99 responden I 2 orang atau 12.1% menyatakan tidak setuju, 3 

orang atau 3% menyatakan ragu-ragu, pemyataan setuju paling banyak sekitar 57 

rcsponden atau 57.6o/o, dan terakhir pemyataan sangat sc:tuju sebanyak 27 orang atau 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



ll4 

27.3%. dari pemyataan di atas rna.ka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yg 

diberikan oteh pegawai subdit badan hukum sudah memuaskan.karena di dominasi 

57.6% pemyataan settgu kemudian yang kedua 27.3 % pemyataan sangat setuju. 

Valid 

Tabel4.44 
Pegawai Subdit Hokum bekerja lebib lama dalam 

memberikan pelayanao 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

2 12 !2.1 12.1 12.1 

3 2 2.0 2.0 !4.1 

4 54 54.5 54.5 68.7 

5 31 31.3 31.3 100.~ 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di alas, dari 99 responden, 12 orang atau sekitar 12.1% rnenyatakan tidak 

setuju. yang menyatakan ragu-ragu sangat sedikit yaitu sekitar 2 orang atau 2o/o.. dan 

paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 54 orang atau 54.4% 

terakhir 31 orang atau 31.3% menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di alas 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Subdit Badan Hukum beke~a lebih 

ekstra dalam memberikan peJayanan dan memuaskan masyarakat, hal ini sudah 

sesuai dengao keinginan responden dimana 54.5 % menyatakan setuju. 

Dari 99 responden yang memberi tanggapan ke lima pemyataan ter.rebut 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata hampir 60% responden menyatakan puas dengan 

peiayanan dari petugas yang melayani permohOnan pengesahan badan hukum dengan 

penuh perhatian dan diperlakukan dengan sama. Dapat disirnpulkan bahwa 

tanggapan responden pada indikator empathy ini sudah C(drup baik. 

Pela:;anan dangan melalui SABH sudab meningkat dibandingkan dengan 

sistem manual. dimana da1~ memberikan pelayanan kepada pemohon sudah cukup 

memuaskan. Pemohon diperlakukan sama, tidak ada yang di dahulukan. sernua 
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sesuai dengan prosedur yang ada. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

melalui SABH lebih transparan, efek:tif dan wak:tu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan permohonan lebih singkat, ± 10 hari. Waktu Pegawai subdit badan 

hukum beketja menyelesaikan permohonan pengesahan badan hukurn perseroan 

terbatas lebih lama, karena dituntut untuk melayani masyarakat secara prima 

sehingga kualitas pelayanan lebih meningkat. 

b) lndikator Responsiveness 

lndikator Res[JQnsiveness terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan/pemyataan 

yang ditanggapi oleh 99 responden. 

Tabel4.45 
Kemampuan pegawal dalam rnemproses permohonan sudah 

meningkat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 2 2.0 2.0 2.0 

3 2 2.0 2.0 4.0 

4 70 70.7 70.7 74.7 

5 25 25.3 25.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sangat 

tidak setuju, yang menyatakan ragu-ragu sangat sedikit yaitu sekitar 2 orang atau 

2%, dan paling ban yak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 70 orang atau 70.7 

terakhir 25 orang atau 25.3% menyatakan sangat setuju. Dati pemyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai dalam memberik:an pelayanan 

meningka~ haf ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 70.7 % 

menyatakan setuju. 
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Tabel5.45 
Prosedur dalam pengcsabao badan bukum PT sudah jelas 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

4 48 48.5 48.5 50.5 

5 49 49.5 49.5 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekilar 2% menyatakan tidak 

setuju, dan responden menyatakan setuju yaitu sekitar 48 orang atau 48.5% terakhir 

49 orang atau 49.5% menyalakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa prosedur dalam pengesaben badan bukum PT sudah jelas. hal ini 

sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 49.5% menyatakan sangat setuju 

kernudian 48.5% menyatakan setuju. 

Tabel4.47 
Tarif untuk biaya pengesahan badan hukum PT sudah jelas 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 2 2.0 2.0 2.0 

4 78 78.8 78.8 80.8 

5 19 19.2 19.2 100.0 

Toto! 99 100.0 100.0 

Pada label di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2o/o menyatakan sangat 

tidak sctuju, di susuJ kemudian paling banyak responden menyatakan setuju yaitu 

sekitar 78 orang atau 78.8% terak.hir 19 orang atau 19.2% rnenyatakan sangat setuju. 

Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tariff untuk biaya pengesahan 

sudah sangatjeias, setiap biaya pennohonan disetor kan ke da.tam kas Negara. 
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Tabel4.48 
Pegawai Subdit melakukan proses pengesahan badan 

hukum dalam waktu singkat . 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 3 3.0 3.0 5.1 

4 69 69.7 69.7 74.7 

5 25 25.3 25.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden, paling sedikit 2 orang t!lau seldtar 2 

menyatakan tidak setuju, yang menyatakan ragu-mgu juga sedikit yaitu sekitar 3 

orang atau 3o/., dan paling hanyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 69 

orang atau 69.7% terakhir 25 orang atau 25.3o/o menyatakan sangat setuju. Dari 

pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengesahan badan hukum PT 

diiaksanakan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, hal ini sudah sesuai dengan 

keinginan responden dimana 69.7% menyatakan setuju. 

Dari hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

sudah memuaskan karena 69% dari seluruh responden menyatakan setujo dan 25% 

menyatakan sangat setuju terhadap peniyataan yang diberikan kepada para ' 

responden. 

SABH yang dilerapkan retjUidap permohonan pengesahan baden hukum 

perseroan terbatas sudah memenuhi keinginan para pemohon. Karena pada 

kenyataannya SABH sudah transparan dan sudah je1as. Tatacara dan prosedur 

permohona.n sudah diatur dengan peraturan Menteri, dimana pemohon dapat dengan 

jeias mengetahui apa yang harus djpersiapkan sebelum melakukan pengaksesan 

melalui internet. Ha ini terlihat dari rata~rata jawaban responden 70% menyatakan 

setuju dan 25% menyatakan sangat setuju. Pengaksesan melalui internet tersebut 

dengan mudah dapat dilakakan ka:rena Notaris tidak perlu datang ke kantoc 
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Direktorat Jenderal Administrasi Hukurn Umum, cukup dengan mcngakses melalui 

situs yang telah disediakan. 

Jika sudah selesai mengakses melalui internet. maka Notaris mengajukan 

dokumen fisik yang sudab mendapat persetujuan menteri untuk: diproses secara fisik, 

untuk ditetiti kemba1i oleh bagian korektor dandisesuaikan dengan data yang ada 

pada lromputer. Jika berkas yang diperiksa dan diteliti sudah sesuni maka untuk 

selanjutnya diproses sarnpai dengan menjadi SK. Jika ada k:esalahan dalarn 

pengaksesan, maka lrorektor akan mengemb.alikan proses pennohonan tersebut 

secara elektronis untuk dilengkapi kekurangan berkasnya, ataupun untuk diperbaiki 

nksesnya. 

e) lndikator Reliability 

lndikator ini terdiri dari 6 (enam) pemyataan. 
Tabel4.49 

Saraua Penerimaan Kelubanikomplain sudah meningkat,saya 
dapat meoyampaikan kelnbau melalui kotak saran, telepon 

dan email di internet. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

jvalid l 2 z.o 2.0 2.0 

2 6 6.1 6.1 8.1 

3 2 2.0 2.0 10.1 

4 69 69.7 69.7 79.8 

5 20 20.2 20.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada label di alas, dari 99 responden, paling sedikit 2 orang atau sekitar 2 

menyatakan sangat tidak setuju, yang menyatakan tidak setuju sek:.itar 6 orang atau 

6.1% .pemyataan ragu-ragu terdapat 2 orang atau 2o/o, dan paling banyak responden 

menyatakan setuju yaitu sekitar 69 orang atau 69.7o/o terakhir 20orang atau 20.2% 

menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan di a.tas dapat disimpulkan bahwa 

peluyanan pada rnasyarakat sudah meningka4 hal ini sudah sesuai dengan kcinginan 

responden dimana 69,']<110 menyatakan setuju. 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



!valid 

,. 

I 

4 

5 

Tabcl4.50 
Pegawai Subdit Bad:an Hokum meoanggapi 

kelubanlkomplain saya dengan baik dan santun 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

2 2.0 2.0 2.0 

57 57.6 57.6 59.6 

40 40.4 40.4 100.0 

Tolal 99 100.0 100.0 
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Pada tabcl di atas, dari 99 responden, 2 orang alau seldtar 2% menyatalean sangat 

tidak seruju, paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekltar 57 orang atau 

57.6% , tera.khir 40 orang atau 40.4% menyatakan sangat seruju. Dari pemyataan di 

alas dapat disimpulkan bailwa pembcrian tanggapan keluban kepada pengguna jasa 

sudah baik diUl mernuaskan masyarakat, hal ini sudab sesuai dengan keinginan 

responden dimana 57.7% menyatakan setuju kemudian disusul40.4% memberikan 

jawaban pemyataan sangat setuju. 

Valid 

Tabcl4.5l 
Proses pekerjaan pengesaban badan hokum PT 

hasilnya akurat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

I 2 2.0 2.0 2.( 
. 

3 2 2.0 2.0 4.0 

4 69 69.7 69.7 73.7 

5 26 26.3 26.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sangat .. 
tidak setuju, yang menyatakan ragu~ragu sangat sedikit yaitu sekitar 2 orang atau 2%, 

dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 69 orang atau 69.7 

terakhir 26 orang atau 26.3% menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas 
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dapat disimpulkan bahwa rata~rata pegawai Subdit Badan Hukum bekeda leblh 

ekstra dalam memberikan pelayanan dan memuask:an masyaraka~ hal ini sudah 

sesuai dengan keinginan responden dimana 69.7 % rnenyat:akan setuju yang kedua 

26.3% menyatakan sangat setuju. 

Tabel4.52 
Pegawai Subdit Badan Hukum dengao serius dan suagguh~ 

sunggnh dalam memberikan pelaya.nan 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 7 7.1 7.1 9.1 

4 66 66.7 66.7 75.8 

5 24 24.2 24.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di alas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan tidak 

setuju. yang menyatakan ragu-ragu sekitar 7 orang atau 7.1%, dan paling banyak 

responden menyatakan setuju yaitu sekitar 66 orang atau 66.7% terakhir 24 orang 

atau 24.2% menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa mutu pegawai Subdit Badan Hokum memberikan pelayam.m sangat baiki dan 

memuaskan masyarak.at, hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 

66.7% menyatakan setuju. Dan 24.2% menyatakan sangat setuju. 

Tabel4.53 
Data-data pcrusahaan yang teJah sclesai diproses tersimpan 

aman di database sistem . 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 14 14.1 14.1 14.1 

4 61 61.6 61.6 75.8 

5 24 24.2 24.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel di atas, dari 99 responden. 14 orang atau sekitar 14.1% menyatakan ragu­

ragu dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 6 j orang a tau 

61.6% terakhir 24 orang atau sekitar 24.2% menyatakan sangat setuju. Dari 

pemyata.an di atas dapat disimpulkan bahwa penyimpanan data rnelalui database 

SABH lebih baik dan lebih tetiaga keamanannya, kemungldoan data perusahaan 

akan hUang sangat sedikiL hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 

pemyataan tersebut di dominasi jawaban pemyataan yaitu sekitar 61.6%menyatakan 

setuju dan kedua sebanyak 24.2% meeyatakan sangat setuju. 

Tabe14.54 
Pelayaaan Pengesaban bad:an bnkum PT dengan 

menggunakan sistem administrasi badan hokum sangat 
transparao . 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Pereertt Percent 

!valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

4 73 78.8 78.8 80.8 

5 19 19.2 19.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada label di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan 

sangat tidak setuju, paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 78 

orang atau 78.8o/o.. Terakhlr 19 orang atau 19.2% menyatakan sangat setuju. Dari 

pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan SABH pdayanan 

menjadi transparan dan menjadi meningkat. hal ini sudah sesuai dengan kelnginan 

responden. dimana 78.8 % menyatakan setuju dan seleblhnya 19.2% me.Oyatakan 

sangat setuju dengan penggunaan SABH. 

Dari 99 responden yang memberikan tanggapan. dapat disimpulkan bahwa 

69% pelayanan culwp memuaskan., sikap petugas sudah baik kepada responden. 

Dalam melalrukan pelayMan kepada pengguna jasa hukum (No!aris) sikap petugas 

adalah bagian hal penting. Dengan adanya sikap yang baik kepada mas~ 

h.ubungan antara pemobon dan petugas menjadi baik pula. 
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Dalam melakukan pengaksesan sudah tentu tidak semua · Notaris dapat 

melak.ukarmya dengan baik, Terkadang ada Notaris yang saJah mengakses, Hal ini 

mungkin disebabkan karena pemohon kurang memahami SABH tersebut. Untuk 

mengatasi ha! tersebut Subdit Badan Hokum menyediakan sarana untuk menampung 

keluhan. Awalnya dengan melakukan konsuitasi hukum kepada para pemohonJ tetapi 

kemudlan dibuat kebijakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 

agar konsultasi dilakukan melalui line telepon saja. hal ini diiakukan untuk 

memudabkan pelayanan kepada masyamkat. NOtaris yang berada diluar Jakarta 

cukup dengan mclakukan lronsultasi me!alui telepon, tidak periu datang ke kantor 

Direktomt.Jendem!.Administrasi Hakum Umum Up. Subdit Badan Hulrom. 

Pe!ayanan kepada masyarakat khususnya pengguna jasa hukum dilakukan 

dengan beik dan sunggull-sungguh, dengan demikian pibak pemohon akan merasa 

sangat terl>antu dengan hal te=but. Pe!ayanan pun dapat ditingkatkan. 

d) lndikator Assurance 

Pada indikator ini terdiri dari 4 (empat) item. 

Tabel4.55 
Pegawai Sullilit Badan Hokum memberikan pela.yanan 

kepuda saya dengan teliti, jujar dan trampit. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid t 2 2.0 2.0 2.0 

3 8 8.1 8.1 10.1 

4 60 60.6 60.6 70.7 

5 29 29.3 29.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sa.ngat 

tidak setuju, yang menyatakan ragu-ragu sekitar 8 orang atau 8.1%. dan paling 

banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 60 orang atau 60.6%. kemudian 
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dapat disimpulkan banwa rata-rata pegawai Subdit Badan Huk= beke!ja lebih 

ekstra dalam memberikan pelayana.n dan memuaskan masyarakat, hal ini sudah 

sesuai dengan keinginan responden dimana 54.5% menya.takan setuju. 

Tabel4.56 
Pengetahuan pcgawai Subdit Badan bukum di bidang 

Teknologi Informasi dalam melayani masyarakat 
sudab meningkat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 2 2.0 2.0 2.0 

2 6 6.1 6.1 8.1 

3 19 19.2 19.2 27.3 

4 42 42.4 42.4 69.7 

5 30 30.3 30.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan 

sangat tidak setuju1 6 omng atau 6.1% menyatakan tidak setuju . yang menyatakan 

raguwrat,'ll yaitu sekitar t9 orang atau 19.2%~ dan paling banyak responden 

menyatakan setuju yaitu sekitar 42 orang atau 42.4% . kemudian terakhir 30 orang 

atau 303% menyatakan sangat setuju. 

Dari pemyataan di atas dapet disimpulkan banwa pengetahuan pegawai 

subdit badan bukum di bidang teknologi informasi cukup baik dan ada peningkatan, 

hal lni sudah scsuai dengan keinginan responden dimana 42.4% menyatakan setuju 

dan 30.3% menyatakan sangat setuju. 

,_ 
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Tabel4.57 
Pegawai di Subdit Badan Hukum Ralllab dan Sopan Santon 

dalant melayani masyarakat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid I 2 2.0 2.0 2.0 

2 14 14.1 14.1 16.2 

3 17 17.2 17.2 33.3 

4 49 49.5 49.5 82.8 

5 17 17.2 17.2 lOO.C 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel di atas, dari 99 respondeD, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sangat 

tidak setuju, 14 orang atau 14.1% menyatakaJrtidak setuju. yang menyatakan ragu~ 

ragu yaitu sekitar 17 orang atau 17 .2o/o, dan paling banyak responden menyatakan 

setuju yaitu sekitar 49 orang atau 49.5%. kemudian terakhir 17 orang atau 17.2% 

menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

pogawai pada subdit badan bukum dabun memberikan polayanan sudab eukup baik. 

Hal ini sudah sesuai dengan keingimm responden dimana 49,5% menyatakan setuju 

dan 17.2% menyatakan sangat setuju. 

Tabel4.58 
Pegawai Subdit &dan Hokum melayani saya deogan 

bersabar dan bersababat. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 21 21.2 21.2 23.2 

3 II 11.1 11.1 34.3 

4 49 49.5 49.5 83.8 

5 16 16,2 16.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabe1 di atas, dari 99 respondcn, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sangat 

tidak setuju, 21 orang atau 2 L2% menyatakan tidak setuju . yang menyatakan raguw 

ra.gu yaitu sekitar II ora.ng atau 1 I .I o/o, dan paling banyak responden menyatakan 

setuju yaitu sekitar 49 orang atau 49.5% . kemudian terakhir 16 orang atau 16.2% 

menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

pegawai pada subdit badan hukum dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik. 

Hal ini sudah sesuai dengan keingioan responden dimana 49.5% menyatakan setuju 

dan !7.2% menyatakan sangat setuju. 

Terlladap pernyataan-pemyataan rata-rata 60% menyatakan setuju terbadap 

pemyataan-pemyataan yang diberiklln kepada responden. Dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan pengesaban badan hukum Perneman Terbatas dengan SABH sudah 

meningkat. Pegawai Suhdit Badan Hulcum melayani masyarakat dengan penuh 

ketelitian santun dan ramah. Hal ini perlu dijaga, karena dengan kerjasama yang bailc 

antara pernohon dan pegawaf, maka akan terbina hubungan yang harmonis, 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan yang telah diajukan kepada para Notaris 

sebagai pemohon pengesahan perseroan tetbatas.. maka dapat disimpuikan bahwa 

penggunaan Sistem komputerisasi dengan Sistem Adminlstrasi Badan Hukum dapat 

diterima. Notaris tida.k harus secara mendatangi kantor Direktomt JenderaJ 

Administrasi Hukum Umurn cukup dengan mengakses melalui internet, Notaris 

dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum tersebut. 

Sernua indikator yang disampaikan kepada Notaris mengenai imptementasi 

SABH, ditanggapi secara pesitif. Yang paling daminan adalah indicator 

responsiveness Rata-rata 70o/n menanggapi dengan baik sistem yang digunakan untuk 

proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas. Kemudian indicator re/iabililas 

69% ada peningkatan dalam peJayanan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya SABH kuaHtas pelayanan dalam pengesahan badan hukum perseroon terbatas 

sudah ada peningka.tan. 

' !- -
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4.7.4 Deskripsi Data Varia bel Performance SABH. 

Data variabel performance SABH yang dilakukan kepada 99 responden. Ada 

14 pemyataan yang diajukan, yaitu : 

L Sistem Administmsi Badan Hukum membantu untuk mendapatbn pelayanan 

pangesahan badan hukum PT dengan cepa.t. 

Tabel4.59 
Sistem Admioistrasi Badan Hukum membantu untuk 
mendapatkan pelayaoan pengesahan badan hukum PT 

deogan cepat. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 7 7.1 7.1 9.1 

4 66 66.7 66.7 75.8 

5 24 24.2 242 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di ata.<, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyalakan tidak 

setuju, 7 orang atau 7.1% menyatakan ragu-ragu , dan paling banyak responden 

menyatakan setuju yaitu sekitar 66 orang a tau 66.7% ~ kemudlan terakhir 24 orang 

atau 24.2% menyatakan sangat setuju. Dati pemyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya SABH penyetesaian pennohonan pengesahan badan hukum 

PT menjadi lebih cepat. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 

66.7% menyatakan setuju dan 24.2 % menyatakan sangat setuju. 

Dengan SABH pclayanan dapat febih baik fagi. Notaris mudaft untuk 

me1akukan akses SABH. Sebelurn mengakses pennohonan pengesahan PT. Notaris 

yang bersangkutan hams memillld password, hal ini dilakukan agar tidak 

sembarangan orang dapat mengakses SABH. Untuk dapat memHiki password 

Notaris tidak dikena.kan blaya apa.pun. SABH sangat membantu Notaris dalam 

mendapatkan pengesahan SK PT. karena Notaris dapat mengakses kapan saja 
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pcrmoltonan PT yang dikc:hcndaki, hanya membuka website 

2. Dengan sistem administrasi badan hukum, responden dapat melibat secara online 

sejauh mana proses pengesahan badan hukum PT. 

Tabe14.U9 
Deugau sistem administrasi badan bukum, responden dapat 

melihat secara online sejauh mana proses peugesahan 
badan hukum PT . 

Cumulative 
Frequency Pen:ent Valid Pereent Percent 

Valid 3 14 14.1 14.1 14.1 

4 61 61.6 61.6 75.8 

5 24 24.2 24.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada label di alas, dari 99 responden. yang meoyatakan ragu-ragu yaitu sekitar 14 

orang atau 14.1%, dan paling banyak rcsponden menyatakan setuju yaitu sekitar 61 

orang alau 61.6% . kcmudian terakhir 24 orang atau 24.2% menyatakan sangat 

setuju. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengesahan badan 

hukum perseroan terbatas menjadi lebfh rnudah,karena dapat dilihat langsung secara 

on line melalui internet. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 

61.6% menyatakan setuju dan 24.2 % menyatakan sangat setuju. 

Dengan mengetahui secara Jangsung meiaJui situs yang telah discdi~ maka 

proses pennohonan pengesahan PT dapat di pantliu seeara !angsuog. Notaris dapat 

mengetahui sejaub mana proses pengesahan PT tersebut. Jika tidak ada kesalahan 

Notaris dapat melanjutkan menyampaikan dokwnen fisik, untuk diverifikasi apakah 

benar data yang ada dalam monitor sudah sesuai dengan dokumen fisik yang 

disampaikan. Jika sudah scsuai dcngan data yang ada pada monitor maka proses 

dilanjutkan sampai dcngan SK badan hukum PT. jika data yang diswnpaikan tidak 

sesuai dengan dokumen fisik atau di computer maka Notaris diberi email untuk dapat 

memperbaiki prosesnya. 

I 
' 
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3. Human Error dalarn proses pengesahan badan hul"Um dengan menggunakan 

sistem administrasi badan hukum dapat dengan cepat diatasL 

Tabel4.6l 
Human Error dalam proses pengesahan badan hukum 
deugan menggunakan sistem. administrasi badan bukum 
dapat dengan cepat diatasi. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid l 2 2.0 2.0 2.0 

4 78 78.8 78.8 80.8 

5 19 192 19.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada pemyataan di atas, dari 99 respenden, yang menyalakan sangat tidak 

setuju yaitu sekilar 2 orang atau 2%, dan paling banyak responden menyatakan 

setuju yaitu sekitar 78 orang atau 78.8%. kemudian terakhir 19 orang atau 19.2% 

menyatakan sangat setuju~ Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan babwa dengan 

· menggunakan SABH human error dapat proses pengesahan badan hukum perseroan 

terbatns dapat diselesaikan,karena dapat dilihat tangsung secara on line rnelalui -

internet. Hal inl sudah sesual dengan keinglnan responden dimana 78.SO/O 

menyamkan setuju dan 19.2% menyatakan sangat setuju. 

Jik:a teljadi kesalahan pada sistem, sehingga sistem menjadi error. Maka dengan 

segera pihak IT mencam apakah penyebab error system. Jika telah diketahui, maka 

pihak IT langsung memperbaiki kesalabau tersebut. Hal ini dilakukan agar pe!ayanan 

tetap bezja!an dengan baik. Dan pihak pemohon tidak dirugikan. Begitupun jika ada 

error dipihak Notaris, petugas IT dengan segera memperbaiki program yang error 

tersebut. Perbaikan dilakukan secara terpusat Notaris tidak perlu membawa 

monitor/Japtop mereka ke kantor Direktorat Jenderal Administrnsi Hukum Umum, 

karena siStem yang ada telah online Ire seiuruh Indonesia. 
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4. Jumlah dan kemampuan pengelola Sistem Administrasi Badan Hulcurn (SABH) 

masih perlu ditingkatkan iagi. 
Tabel 4.62 

Jum1ab dan lremampuan pengelola sistem administrasi 
bado hukum masih perlu ditiugkatkau lagi 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

3 8 8.1 8.1 10.1 

4 60 60.6 60.6 70.7 

5 29 29.3 29.3 100.0 

Total 99 100.0 roo.o 
Pada tabel di atas, dari 99 responden. 2 orang atau 2% yang menyatakan ragn-ragu, 

yaitu sekitar 8 orang atau 8.1% menyatakan ragu~ragu, dan paling ban yak responden 

menyatakan setuju yaitu sekitar 60 orang atau 60.6% . kemudian terakhir 29 orang 

atau 29.3% menyatakan sangnt setuju. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pengelola SABH barns ditingkatkan lag~ agar pelayanan dehun 

pengesahan baden hukum PT menjadi lebih baik lagi. Hal ini sudeh scsuai dengan 

keinginan responden dimana 60.6% rnenyataknn setuju don 29.3 % menyatak:an 

sangat setuju. 

Sember daya manusia yang ada pada Sisfem Administrasi Badan Hukum 

memang barns ditingkatlcan lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Agar 

pelayanan yang selama ini beijatan akan lebib meningkat lagi. Sekarang ini bagian 

sistem belum mempunyai struktur organisasi yang jelas. masih dalam berbentuk Tim 

kelja dengan nama TIM Restrukturisasi SABH. Sementara itu pelayanan 

permohonan pengesal\an badan hukum semakin meningkat. 

Sehuna kurun waktu 200 1·2008, sistem dikelola oleh swasta, tapi karena 

sesuatu lain hal sistem diambil alih oleh pemerintah. Dlperlukan kualitas sumber 

daya manusia yang lehih herkua!itas, agar pelayanan dapat heljalan dengan 
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makslmaL Pcrlu ditambah petugas lT, pendidikan dalam b!dang IT harus 

ditingkatkan lagi dengan rnengadakan kursus-kursus atau tugas belajar ke ~oar negeri 

untuk memperdalam itmu tentang sistem komputerisasl. 

5. SABH mendapalkan penghargaan !SO 90001200! karena mutu pelayanan sudah 

meningkat 

Tabel4.63 
SABH mendapat penghargaan ISO 900012001 !<arena mutu 

pelayanan sudab meningkat 

Cumulative 
Frequeuey Percent Valid Percent Percent 

Valid I 2 2.0 2.0 2.0 

2 6 6.1 6.1 8.! 

3 19 19.2 19.2 27.3 

4 42 42.4 42.4 69.7 

5 30 30.3 30.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan sangat tidak setuju 2 

orang atau 2o/~ 6 orang menyatakan tidak setuju.. ragu-ragu yaitu sekitar 19 omng 

atau 19.2%> menyatakan ragu~ragu. dan paling banyak responden menyatak.an se~u 

yaitu sekiiar 42 orang atau 42.4%. kemudian terakhir 30 orang atau 30.3% 

menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di at.as dapat disimpulkan bahwa 

penghargaan ISO 9000/2001 diberikan !<arena pelayanan sudah meningl<at dan telah 

sesuai dengan S.O.P. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 

42.4% menyatakan setuju dan 30.3 % menyataka:n sangat setuju. 

Pelayanan pengesaban badan hukum perseroan terbatas memang telah sesuai 

dengan S.O.P. ada produk yang dihasilkan yaitu berupa Sumt Keputusan dan sudah 

mempunyai standar mutu yang baik. Penghargaan terscbut diharapkan dapat 

dipertabankan dan dapat ditingkatkan lagi penghargaan ISO dari yang ada sekareng. 
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6. Dengan adanya SABH. data-data perusahaan yang telah selesai diproses 

tersimpan aman dalam database. 
Tabel4.64 
Dengan menggunakan sistem administrasi ba.dan bukum 
maka data-data perusabaan yug telah melakukan 
permoh:oaan tersimpao deogan amao di dalam database. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 7 7.1 7.1 9.1 

4 66 66.7 66.> 75.8 

5 24 24.2 . 24.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan tidal< sctuju sebenyak 2 

orang atau 2%. Yang menyatakan ragu-ragu yaitu sekitar 7orang atau 7.1 o/~ dan 

paJing banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 66 orang atau 66.7% . 

kemudian terakhir 24 orang at.au 24.2% menyatakan sangat setuju. Dati 

pemyataan di atas dapat disimpulkan fJahwa data-<fata perusallaan yang telah 

selesai dip toses aman tersimpan dalam database SABH. Hal ini sudnh sesuai 

dengan keinginan responden dimana 66.70/o menyatakan setuju dan 24.2 % 

menyatakan sangat setuju. 

Database sangat anum untuk penyimpanan data-data perusabaan. karena 

dapat terhindar dari pencurian data perusahaan. Selain dengan penyimpanan 

melalui database. Berkas~berkas perusahaan yang teiah selesai di proses menjadi 

SK tersimpan datam arsip Subdit Badan Hukum. 
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7. Dengan adanya SABH maka waktu proses penyelesaian Lebih singkat, dan 

kualitas pelayanan makin meningkat 
Tabel4.65 

Deogan adanya SABH maka waktu proses peoyelesaian 
1ebib singkat, dan kualitas pela.yanan maltiu meningkat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

[valid 3 8 8.1 8.1 8.1 

4 45 45.5 45.5 53.5 

s 46 46.5 46.5 100.( 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di alas, dari 99 responden. yang menyatakan mgu-ragu yaitu sekitar 8 

orang atau 8.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 

45 orang atau 45.5% . kernudian terakhir 46 orang atau 46.5% menyatakan sangat 

setuju. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa wakiu proses 

penyelesalan pengesahan bedan huknm perseroan terbatas lebih singka~ dan 

makin meningkat. Hat ini sudah sesue.i dengan keinginan responden Oimana 

45.5% menyatakan setuju dan 46.5 % menyatakan sangat setuju. 

Waktu penyelesaian pengesahan badan hukum perseroan terbatas lebih 

singkat. cukup dengan waktu ± 10 hari sampai dengan menjadi SK. Semua 

tingkatan proses dilakukan secara elc:ktronis. Hal ini akan sangat rneningkatk:an 

investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikian akan 

meningkat pula lapangan pekeJjaan. 

8. Dengan ada:nya SABH respondoo dapat mengakses pemtohonan PI' dengan 

mudah melalui internet 
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Tabel4.66 
Deogan adanya SABH saya dapat mengakscs permobonao 
PT dengan mudah melalui internet 

Cumulative 
- Frequency· Percent Valid Percent Percent 

Jva!id 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 13 13.1 13J 16.2 

4 61 61.6 61.6 77.8 

5 22 22.2 22.2 100.0 

Tolal 99 100.0 100.0 

Pada label di alas, dui 99 responden. yang menyalakan tidak setuju sebcnyak 

3 orang atau 3%. Yang menyatakan ragu~ragu yaitu sekitar 13 orang atau 13.lo/~ 

dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 61 orang atau 61.6% . 

Kemudian terakhir 22 orang atau 22.2% menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan 

di atas dapat disimpulkan bahwa mengakses pennohonan melalui internet Jebih 

mudah SABH. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 61 .6.% 

rnenyatakan setuju dan 22.2% menyatakan sangat setuju. 

Dengan mengunjungi situs dalam SABH maka Notaris dapat secara langsung 

mengajukan pennohonan perseman terbatas. Disamping- itu juga Notaris 

mendapatkan informa.si terbaru tentang SABH. 

9. Dengan SABH permohonan pengesalllm bcdan hukum PT meningkat 
Tabel4.67 

Deugau SABH permobonan penges&hao badan hukum P1' 
menjadi meningkat 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Peoc:ent Percent 

Valid 3 12 12.1 12.1 12.1 

4 59 59.6 59.6 71. 

5 28 28,3 28.3 !00.0 

Total 99 100.0 100.0 
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Pada tabel di atas, dati 99 responden. yang menyatakan ragu~ragu yaitu sckitar 

J 2 orang atau 12.1 o/~ dan paling ban yak responden menyatakan setuju yaitu 

sekitar 59 orang atau 59.6% . kemudian terakhir 2S orang atau 28.3% 

menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di -atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan SABH permohonan pengesaban badan hukurn PT menjadi 

meningkat. Hal ini sOOah gsesuai dengan ,(reinginan responden dim ana 59.6% 

menyatakan setuju dan 23.3% menyatakan sangat setuju. 

Dengan SABH permohonan pengesafum perseroan terbatas mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan, rata-rata 600 pennohonan masuk ke 

DirelctoratJenderal Administrasi Hokum Umwn. 

10. Dengan adanya SABH informasi untuk mendapatkan data perusahaan menjadi 

lebih mudah. 
Tabel4.68 

Dengan adanya SABH maka -iuiormasi untUk mendapafkan 
data pcrusabaan menjadi lebih mndah 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 13 13.1 13.1 13.1 

4 64 64.6 64.6 77.8 

5 22 22.2 22.2 IOD.Q 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel-di alas, dari 99 responden. yang menyatakan ragn-ragu yaitu sekitar 13 

orang atau 13.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 64 

orang -ata:u 64.6% . -kemudian terakhir 22 .orang atau 22.2% men)Jatakan sangat 

setuju. Dari pemyataan di atas dapat bahwa maka untuk mendapatkan informasi 

mengenai data .perusahaan menjadi lebih -mudah. lial -ini sudah sesuai dengan 

keinglnan responden dimana 64,6% menyatakan setuju dan 22.2 % menyatakan 

sa.ngat setuju. 
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II. SABH mempercepat proses pembuatan serta perbaikan sistem 

pendokumentasian data-perseroan. 

Tabel4.69 
SABH mempercepat proses pembuatan serta perbaikan sistem 

pendokumentasian data perseroan . 
Cumulative 

· Frequency· ·Percent · Valid·Percent ·Percent 

Valid 3 5 5.1 5.1 5.1 

4 76 76.8 76.8 81.8 

5 18 18.2 18.2 100.0 

Touil · 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan ragu-ragu yaitu 

sek.itar 5 -orang-atau 5.-lo/o, dan -paling banyak responden-menyatakan setuju yaitu 

sekitar 76 orang atau 76.8% . kemudian terakhir 18 orang ataul 8.2% menyatakan 

sangat setuju. Dari pernyataan di atas -dapat disimpulkan -bahwa SABH -dapat 

mempercepat perbaikan sistem dan pendokumentasian data perusahaan. Hal ini 

sudah sesuai dengan-keinginan responden -dimana 76.8%-menyatakan setuju dan 

18.2% menyatakan sangat setuju. 

12. SABH meningkatkan kinerja pelayanan pada m8syarakat dalam memproses 

pengesahan badan hokum PT 
Tabel4.70 

SABH meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat 
dalam memproses pengesahan -bad an -hokum P1' 

Cumulative 
Freguency_ Percent Valid Percent Percent 

Valid 3 7 7.1 7.1 7.1 

4 65 65.7 65.7 72.7 

5 27 27.3 27.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

' 
' ,-
' 
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Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan ragu-ragu yaitu 

sekitar7 orang atau 7.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu 

sekitar 65 orang atau 65.7% . kemudian terakhir 27 orang atau 27.3% 

menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di aLas dapat disimpulkan bahwa 

dengan SABH kine.rja pegawai dapat ditingkatkan. Hal lni sudah sesuai dengan 

lrel.nginan responden dimana 65.7% menyatakan setuju dan 27.3 % menyatakan 

sangat seruju. 

!3. Dengan adanya SABH lreamanan data pemohon dapat teijamin 

Valid 

Tabe!4.71 
Den.gao adanya SABH keamaoan data pemobon dapat 

terjamio 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Pen::ent Percent 

3 8 8.1 8.1 8.! 

4 45 45.5 45.5 53.5 

5 46 46.5 46.5 !00.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas,. dart 99 responden. yang menyatakan ragu-ragu yaitu 

sekitar 8 orang atau 8.1 o/~ dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu 

sekitar 45 orang atau 45.5% . kemudian ~rakhir 46 orang atau 46.5% 

·menyatakan san gat setuju. -Dari pemyataan di -atas -dapat disimpulkan keamanan 

data pemohon teljamin. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden 

-dimana 45.5% menyatakan setuju dan 46.5 % menyatakan sangat setuju. 
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14. Sistem pmsedur telah disesuaikan dengan alur k:erja sistem sehingga dapat 

diberdayakan dengan maksimal 

Tabel4.72 
Sistem prosedur telab disesmdkan dengan alur kerja sistem 

sehingga dapat diberdayakan deogau maks:imal 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

iVa lid I 2 2.0 2.0 2.0 

4 78 78.8 78.8 80.8 

s 19 19.2 19.2 100.0 

Total 99 100.0 100.0 

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan ragu-lllgu yaitu 

sekitar 2 orang atau 2o/o, dan paling banyak responden menyatakan seltlju yaitu 

sekitar 78 orang atau 78.8'/0 • kemudian ternkbir 19 orang atau 19.2% 

menyatakansangat setuju. Dari pemyataan di atas dapat: disimpulkan bahwa 

sistem prosedurtelab scsuai dengan alur sehingga dapat diberdayakan secara 

maksimal. Hal ini sudah sesul'li dengan keinginan responden dimana 78,8% 

menyatakan setuju dan !9.2% menyatakan sangat setuju. 

4.7.5 Uji Validitas 

Uji validitas (Solvin: 176) adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana 

instrument pengukur yang marnpu menguknr apa yang diinginkan untuk diukur. 

Keabsahan suatu alat ukuf. bcrkattan dengan tingkat ketelitian a.lat ukur untuk 1tu 

perlu dilakakan uji validitas konstruksi indikator-indikator pada variable-variabel, 

sehingga nantinya diperolah alat ukur yang memiliki kesesuaian konstruk teoritis 

atas variabel yang diukur. 

Koefisien korelasi yang tinggi menunjukan kesesuaian antara item dengan 

fungsi ukur.m secara keseluruhan. Hasil pengujian secarn validitas terhadap variable 
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Sebelum Penera anSABH CXtl 
NomorButir I I Ket~rangao Pcrtanvaan r Ultrmg, rT..., 

Variabel Scbelum Pcnetapan SABH (X1), Variabel Sebelum Penerapan SABH (X1) 

dan Performance (Y) dilakukan dengan program SPSS versi 17.0. 

a. Uji Validitas Variabel S.belum Penerapan SABH CXtl 

Untulc variable S.belum Penerapan SABH (X1) uji validitas pengujianya 

dengan cara membandingkan r hitung dengan r table, dengan tingkat kepercayaan 

95% (a ~ 0.05). Suatu irem dinyatakan valid apabila r hitung > r table (n·k ~ 96, 

maka r table sebesar 0.202), basil perhitungan variable Sebelum Penempan SABH 

(X,) dari 24 butir, dari selurub butir tidal: terdapat butir yang tidal: valid atau 

semuanya mempunyai r hioma diatas r Ulble yaitu 0.202. Dengan demikian butir 

pertanyaan Sabelum Penempan SABH (X,) tidal: ada yang dibuang dalam penelitian. 

(Libat lampirnn 4) 

b. Uji Validltas Variabel S.telah Penerapan SABH (X1) 

Untuk variable setelab Penempan SABH (X,) uji va1iditas pengujianya dengan 

cara membandingkan r bitung d~ngan r table, dengan tiDgkat kepercayaan 95% 

(a= 0.05). Su.atu Item dinyatakan valid apabila r bitung > r table (n-k ~ 96, maka r 

table sebesar 0.202). basil perhitungan variable Setelab Penerapan SABH (X1) dari 

24 butir. dari seluruh butir tidak terdapat butir yang tldak valid atau 

semuanyamempunyai r hitung. diaW.s r wblc yaitu 0.202. Dengan demiktan butlr 

pertanyaanSetelab Penerapan SABH (X1) tidal: ada yang dibuang dalem penelitian. 

{lihat larnpiran 3) 

c. Uji Validitas Performauee Pelayanan {Y) 

Untuk variable Perfunnance Pelayanan (Y) uji validitas pengujianya dengan 

cara membandingkan r hitung dengan r tabh; dengan tingkat kepercaya.an 95% (a = 

0.05). Suatu item dinyatakan valid apebila r hitung :> r 1able (n-k ~ 96, maka r 1able 

sebesar 0.202). Hasil perhitungan variable perfonnanee SABH (Y) dari 14 butir, dari 

seluruh butir tidak terdapat butir yang tidak valid atau semuanya mempunyai r Wtung 
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diatas r table yaitu 0.202. Dengan dernikian butir pertanyaan performance SABH (X1) 

tidak ada yang dibuang dalam penelitian. (lihat larnpiran 4) 

4.7.6 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas membuktikan keandalan suatu kuesioner dan konsistensi 

infonnasi yang terdapat dalam indicator dengan memeriksa nilai Alpha Cronbach 

dan perhimngan yang dilakukan dengan SPSS 17.0. 

Teknik pengujian reliabilibls yang dileknkan pada instrument penelitian ini 

adaleb Split·half(alplw cronbach) yang teleb diproses dengan menggunakan 

pWgrun SPSS versi 17.0. Petsamaan alpha cronbach dapat ditulis sebegai beriknt: 

a.=!cr/(1 +(k-l)r) 

Keterangan = 

a ~ koefisien keandahut alat ukur 

r = Koefisien rata-rata korelasi antar variable 

K= Jurnlah variable data 

Rentang u- 0- 1, artinya semakin a mendekati l maka variable semakin reliable. 

Inter-Item Correlation Matrix 

Se!>e!um SesudaO Pefoonaru:e 

Sebelum 1.000 .990 .575 

ises""'" .990 1.000 .59! 

Pefo<maoce .575 .690 1.00< 

Dati table diatas, dapat dilihat bahwa masing~masing variable memiliki ni1ai alpha 

dibls MilO. Variable Sebelum (X,) mernpunyai Alpha Cronbach 0.575, variable 

Sesudah (X,) 0.599, kernudian variable perfurmauce (Y) 1.00 yang berarti dapat 

dikatakan bahwa data yang ada dari keseturuhan variable adalah reliable. rnaka data 

tersebut layak dipakai untuk mengambil data dalam penelitian ini. 
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Analisa dasar penentuan tingkat antar variabel, memberikan pedoman 

interpretasi koefisien knlerasi sebagai berikut : 

Interval Koefisien Tmgkat Hubungan 
-

0,00 - 0.199 Sangat Rendah 

0.020 - 0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,060-0,799 Kuat 

0,800- 1,000 SangatKuat 
. 

Sumber: S1J81!10no 2001; 149 

4.9 Peagujian Persyaratan Ana1isis 

Pengujian persyaratan analisis perlu dilakukan sebelum data dianalisis lebib 

Ianjut. Pengujian persyaratan analisis yang dilakukan yaitu uji nonnalitas dan 

homogenitas. Uji normalitas dilakukan kareoa berdasarlom metode penelitian, 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dan korelasi. 

sehingga data variabel bebas maupun variabel terikat hams berdistrlbusi nonnal. 

Sedangkan uji homogenitas dilak.ukan hanya untuk meyakinkan bahwa variasi skor 

dari ketiga variabeJ bersifat homogen. 

l. Uji Normalims 

Uji normali!J!s distribusi frekuensi dari variabel Xt, X2 dan Y dilakukan 

dengan uji Liiliefors dengan _SPSS 17.0. Sesuai dengan ketentuannya, kriteria 

nonnalitas menurut uji LiUiefors adalah apabi1a ni1ai tertinggl dari Sig > 0.05 maka 

data berdistribusi nonnal. Hasil perllitungan uji normalitas pada iampiran .. terhadap 

semua data dari masing-masing variabel pada taraf signifikansi 0,05. 

Hasil uji normalitas menggunakan SPSS 17.0 voriabel Sebelum Penerapan SABH 

(XI) memmjukan distribusi nonnal dengan Sig 0.060 > 0.05, kemudian variable 

Sesudah Penerapan SABH (X2) menunjukan Sig 0.063 > 0.05 yang artinya juga datil 
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terdistribusi normal, dan untuk variable Performance (Y) menunjukan distribusi yang 

normal dengan Sig 0.112 > 0.05. 

Dari uji normalitas dapat disimpulkan bahwa simpulkan bahwa ketiga 

variabel terdistribusi nonnal dengan nilai Sig > dari 0.05, dengan demikian bisa 

dilakukan uji selanjutnya untuk ketga variable tersebut. (lihat lampiran 6) 

2. Uji Homogenitas 

U]i homogenitas dilakukan dengeo menggunakan SPSS 17.0. Sesuai dengeo 

ketentuan, kriteria homogenitas one way anova adalah apabila Sig > 0.05 maka data 

mempunyai varian yang homogen atau berasal dari populasi yang homogen. Hasil 

perhitungan uji homogenitas pada lampiran 7 terhadap data dari masing-masing 

variabel pada nilai a= 0,05. 

Dari ketiga variable menunjukan data berasal dari populasi yang homogen, ini dapat 

dilihat dari nilai Sig pada table lampiran .. dirnana variabel Sebelum Penerapan 

SABH (XI) Sig 0.55 > 0.05 dan variable Sedudah Penerapan SABH (X2) Sig 0.052 

> 0.05. Berdasarkan basil analisis dapat disimpulkan bahwa data pada variabel X1, 

X2 dan Y mempunyai varians yang homogen atau berasal dari populasi yang 

homogen, sehingga memenuhi persyarntan pengujian selanjutnya. 

4.10 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang 

d~ungkapkan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Beidasarkan hasil uji 

persyarntan temyata pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab sejumlah persyaratan 

yang ditentukan untuk penguj ian hipotesis, seperti normalitas dan homogenitas dari 

data yang diperoleh telah dapat dipenuhi. 

Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis penelitian, yaitu; 

HO = tidak ada dampak yang sinffikan antara sesudah dan sebelum penernpan 

SABH terhadap performance pelayanan. 
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Ha = ada dampak yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan SABI-1 

terhadap performance pelayanan 

Karena korelasi yang ada diketahui bersifat positif antara sesudah dan 

sebelum penerapan SABH, maka dapat diketahui bahwa jika semakin baik sistemnya 

maka akan berpengaruh positifterhadap performance pelayanan. 

4.10.1 Pengujian bipotesis dengan Spearman 

Correlations 

Spearman's rho X1 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

X2 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

y Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

*".Correlation is significant at the 0.01 level (2-lailed). 

X1 

1.000 

. 

99 

.854-

.000 

99 

.381-

.000 

99 

X2 y 

.854'' .381 -
.000 .000 

99 99 

-1.000 .664 

.000 

99 99 

.664- 1.000 

.000 

99 99 

Dari basil perhltungan analisis dengan Rho Spearman mengenai hubungan 

antara variabel sebelum implementasi SABH (XI) dengan perfonnance pelayanan 

(Y) adalah sebesar 0.381. Hasil perhitungan antara variabel setelah implementasi 

SABH (X2) dengan performance pelayanan (Y) adalah sebesar 0.664. 

Ada perbedaan yang signiflkan antam basil yang diperoleh sebelum 

rnenggunakan SABH dan setelah menggunakan SABH dalam pelayanan pengesahan 

badan hukum perseroan terbatas.Korelasi antara variabel sebelum implementasi 

SABH dengan perfonnance rendah. Hal ini dapat diketahui dengan melihat hasil dari 

perhitungan kedua variabel tersebut yaitu sebesar 0.381. dapat disimpulkan 

pelayannn pengesnhan badan hukum perseroan terbatas tidak trn.nspamn dan mnsih 
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jauh darl memuaskan, perlu ada peningkatan pelayanan pada pengesahan badan 

hukum perseroan terbatas. 

Korelasi variabet setelah implementasi SABH (X2) dengan Perfurmance 

pelayanan {Y) adalah sebesar 0.664. baJ ini menunjukan bahwa korelasi variabel 

sesudah implementasi SABH dengan perlhrmance pe!ayanan adalah kuat. 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi SABH di Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum mempunyai dampak yang sangat positif terbndap 

lrualitas pelayanan di bidang pengesaban perseroan tetbatas. Pelayanan dilaimkan 

dengan cepal, tepa!, elision dan tnmsparan.waklu yang dibutuhkan untu1< 

memperoleh SK badan hukum perseroan terbatas sangat singkat Tidak lagi harus 

menunggu sampai berbulan-bulan untuk satu SK pengesahan pe"""""' terbatas. Ada 

peningkaom yang sangat signffikan pada pelayanan dengan mengguna1<an SABH. 
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5.1 Kesimpnlan 

BABS 

PENIJTUP 

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berilrut : 
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l. Proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas dengan sistem manual 

memerlukan waktu yang lama dan tidak transparan. Rangkaian atau alur kerja 

yang partjang dan birokm!is, mengakibatkan diperlukannya jangka waktu yang 

tidak slngkat untuk sampai pada tahapan akhir proses. Sebab itulah di buat sistem 

komputerisasi yang dinamakan Sistem Administrasi Badan Hukum atau disingkat 

Sisminbakum (sekarang SABH). Sistem ini dibuat agar pelayanan pengesahan 

badan hukum perseroan terbatas tebih transparan dan mempunyai akuntabilitas 

yang tinggi. Dengan menggunakan sistem ini jangka waktu yang diperlukan 

untuk memproses pengesahan badan llukum perseroan terbatas dapat dipangkas. 

lklim investasi dan usaha pun semak.in meningkat. 

2. Untuk memperlancar pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas 

hams ada pcningka.tan pengetahuan SDM yang ada di bidang Teknologi 

lnformasi, mengadakan sosialisasi mengenai SABH kepada Notaris-Notaris agar 

lebih memahami SABH, memperluas jaringan telepon. Sehingga dcngan 

demikian pelayanan dapat betjalan lebih baik Jagi. 

3. lmplementasi SABH berdampak poSitif terhadap peningkatan pelayanan di 

bidang pengesahlUl badan hukum perseroan terbatas. 

{ 

1-, 
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5.2 Saran 

Implementasi sistem kompul.erisasi atau yang !ebJh dikenal dengan SABH 

sudah baik, karena dapat meningkatkan pelayanan pada Direktorat Administrasi 

Hukum Umum. Saran yang dapat diberikan untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan 

di bidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas adalah : 

l. ApUkasi manajemen database yang berhubungan dengan proses pengesahan 

badan hukum perseroan terbatas agar terus dikembangkan, agar pengaksesan 

dapat dilakuknn dengan mudah dan menjangk:au daerah.-daerah yang sebeiumnya 

tldak mendapatkan jaringan. 

2. Sosia.lisasi kepada para Notaris dapat ditingka!kan lagi. Hal ini dilakukan agar 

para Notaris yang ada diseluruh Indonesia agar betul~betul lebih memahami 

mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum. 

3. Pimpinan hendaknya memberikan perhatian kepada pegawai yang ada di Subdit 

Badan Hukum, sehingga pelayanan kcpada masyarakat akan dapat dilaksanakan 

dengan lebin baik lagi. 

4. Bidang fT agar dibuat susunan organtsasinya supaya lebih terprogram dengan 

baik. 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



!46 

OAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Arikunto, Suharsini (1992) Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta 
Andrfanto Nico (2006). Good &.Government : Transparand dtm A.kuntahi/itas 

Publik Melalui e-Govermwmt). Malang: Penerbit Bayumedia 

Consue!lo G. Sevilla, rlkk (penteljemah Alimudin Tuwu,1993), Pengantar Metode 
Pcnclitian, Ul Press 

Cortada, James W (1996}, Total Quo/ity Monagemenl Thraptm Da/am Managemen 
Sistem Informosi, Penerbit Andi Yogyakarta 

Gaspers:z, Vincent.(2002) Manajemen Kualitar dalam Industri Jasa. Jakarta : 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 

Herbert Simon, cs (1959).Public Administrallon.Aifred,New York 

lndraji~ R.E.I (2006), Electronic Government Strategi Pembangunan dan 
Pengembangan Sistem Pelayan Publik Berbasis Teknologi Digital, Penerbit Andi, 
Yogyakarta 

Ira wan, Hand!. (2(){)2). I 0 Prinsip Kepuasan Pelanggan. Jakarta : Penerbit PT Blek 
Media Komputlndo 

Loraine Blaxter, Cristina Hughes (2006), How To Research (Seluk Beluk Melakukan 
Riset), Penerbit PT lruleks Kelompok Gramedia, Jakarta 

Moloeng. Lex.y J. (2005). Metodolog Penelftian KuaUtatif, Edisi revisi, Bandung, 
Penerbit Remaja Rosdakarya 

Marzuki, Did! (2006), Belrerya Demi Ralr;yat "Meningkutkan Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Dalam Kebijakan Jan Pelayanan Publi'k, Jakarta, Penerbit 
:KomunaJ 

Moenir, H AS. (2002) Manajemen PelayaY11111 Umum di Indonesia, Jakarta : Penerbit 
Bumi Aksara 

Prasetya lrawan {2006)~ Penelilian Kualitatif dan Kuantitatif unluk Ilmu-ilmu Sosial. 
Departemen Administrasr PISIP Ul 

Pratisto, Arif (2009), Statistik Menjadi Mudah Dengan SPSS 17. Penerbit Elek 
Media Komptindo : Jakarta 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



147 

Priyatno, Dwi (2008)~ Mandiri BclaJar SPSS (Statistical & services Solution) untuk 
Analfsis Data clan UJi Statistik. Cetakan Pertama., Jakarta Penerbit Mediakom : 

S Nasution. ( 1996), Buku penuntun membualtesis, skripsi, disertasi, makalah, Jakart 
: Penerbit Bumi Aksara 

Scoot, George M, ( 1999), Prinsip~prinsip Sistem Informasi Manajemen, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta 

Sinambela Lijan Pollak (2006), Reformasi Pe/ayanan Publik "Teori, Kebijakon dan 
fmplef!Wntasi, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara 

Supranto. J (2006), Pengukuran Tingkm Kepuasan Pelanggon Untuk Menaikan 
Pongso Posor, Jakarta, Penerbit Rhineka Cipta 

Syafi'i, Inu Kencana (2006), Rmu Administrasi Publik, edisi rev/sf, Rineka 
Cipta,Jakarta 

Tjiptooo, Fandy(2002) ,Prinsip-Prinsip Total Quality Service, Andi 
Yogyakarta, Yogyakarta 

Waluyo (2007), Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya do/am 
Pelaksrmatm Otonomi Daerah), Mandar Maju, Bandung 

Widodo, Joko (2007), Analisis Kebijakon Publik Konsep dan Aplikasi Anolisis 
Proses Kebijakon Publik, Malang : Penerbit Bayumedia 

While, Leonard (1955), Introduction to The Study of Public Administration. The Mac 
Millan Company, New York 

Zeithaml, Valarie A. Barty (1990), Delivering Quality Service Balancing Customer 
PerceptiOn and F...rpectalion~ New York, The Free Press 

Tesis 

Azmi Dablan (2003), "Pelakaanaan Sistem Komputerisasi Direktorat Paten Terhadap 
Kualitas Pelayanan di Direktorat Paten", Tesis~ PPS, FlSIP~ Universitas 
Indonesia 

Wardhani Muchsin (2001), ~'~Pengaruh Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 
(SlSKOHAl) terbedap perhaikon kua!itas pelayanan Pendaftaran 
Haji", Tesis, PPS, FISIP UI 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



148 

Karya Elektronik 

Koswara , Engkus,"E-Government Berbasis Open Source Software dan Keberhasilan 
Jembrana", . 28 Januari 2009 

Saragih Houtmand P., "Kalau Bisa dipennudah Mengapa Dipersulit?" ,www.warta 

ekonomi.com, 8 November 2008 

Kompas on line, "Survey KPK Terhadap unit pelayanan publik'', 

29 Maret 2009 

B RahaJjo (2001), "Makalah-Membangun E-Gov". 
3 mei 2007 

"Era Baru", www .sisminbakurn.go.id, 5 April 2009 

Peraturan Perundang-undangan 

:.com, 

-, . - publikcom, 

Republik Indonesia,, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Jakarta 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraluran Menteri Hukum dan Hak 
Asasi ManUiia Nomor MHH02.AHOJ.Ol Tahun 2009tentang Tatacara Pengajuan 
Permohonan Pengesahan Badon Hukum, Persetr{juan Perobahan Anggaran Dasar, 
Penyampaian Pemberitahuan Perobahan Anggaran Dasar dan Perobahan Data 
Perseroan, Jakarta 

-----,c'"'"'""''"'""""'""'"""~ Peraturon Menleri Hukum dan HakAsasi Monwia 
no. MHH.03.AH.Ol.Ol Tahun 2009tentang Daftar Perseroan, Jakarta. 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peroluran Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor M09.PR07.10 Talmn 2007 tanggal 20 April 20.07 
tenlong Organisasi dan Toto Ke1ja Departemen Hukum dan Hak Asasi 
ManusioRI 

Sumber lain : 

SISMINBAKUM~ « Himpunan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Jakarta 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



149 

Lampiran 1 

TABEL Uraiao Pe:kcrjaan dan Jumlab Hari yang Diperlukan 

PETUGAS URAIAN Jumlalt Hari Yang CATATAN 
PEKERJAAN Dipcr Lukan 

Sebarnsya Keayatrutn 

I I 
Penerimaan dan pene l hari l hari * • jumlllh berl<as L- litlan pennobonan yang yang Penerimaan masul: dapat diterima fer-

batas. 
TataUsolta Pennohornm Agenda! 1 hari 1 hari * • Jumlah yang 
OilPe!dala Kendali masuk diberi 

nomor terbatas 

Kasie Penata Usahaan : l hari lebihdari • Jumlalt yang 
Dokumentast - pelal<sanaan agenda; 7 hari. dikerja 
BadanHukum - pembuatanlpenyusun kansangt!l 

an Kartu Keci1; --penggabungnn 
bedcas (jika Bcrita 
A cam 
Ropat/Batasan); 

- Pengeeekan nama; 

I Kasie Telmis I Pendharibusian lee staf 2-4hari 4hari* * Jumlah sangat ter 
batas tergantung 

- Penelitianlkoreksi 2-4hari lebih dari • Jumlah dari hasil 
beckas 4 hari * yaag diperiksa sa· 

ngat terbatas 
diban-dingkan 
<lengm> ber-kas 
yang harus di-
periksa. 

I Kasie Te!mis I 
PeneHtian!Koreksi basil I-4had 1ebih dad '$ JUI"'I .. l. """" 
kerja staf I korektor 4 hari * diker . kar ......... .5 ... 

terbalas 
dibandingkan 
dengan berkas 
yang ada. 

1 
=~itian/Koreksi hasil l-4 hari lebihdari * Jumlah yang 

Kasubdit a Kasie Teknis 4hari* dike<ja 
Badan Hukum 
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kansangal -
terbatas 
dibandingkan 
dengan bcrkas 
yang 
ada. 

Direktur Penelitian!Koreksi 2-4hari 1 hari. • Jumlah yang 
Perdata Ulang dikerja 

kan sangat 
terbatas 
dibandingkan 
denganberla!s 
yang 
ada. 

Tata Usalla Penomoran: I !!ari 1 hari. .. Jumlahyang 
lliljen - Pemrosesan diberi 

K!J-ng - Persetujuan nomor sangat ter-
(sekarnng batas. 

lliljen AHU) 

KasieDok. Pencatatan Nomor : 2-4 hari lebih dari * Jumlah yang 
Sadan Hukum -Pangesohan 4hari * dicatat 

- Persetujuan sangatterbatas 
-Sumt 

Pengetikan' 1-5 bari lebih darl + Jumlah yang 

I Pengelikan I - Pengesaban 5 hari. dikerja 
- Persetujuan kan sangat 
-Surat - terbatas 

dan tergantung 
dari 
jumlah ketikan 

bulan 
sebelt 

- apakab 
habist 

Direktur Parafc l-2bari Lebihdari • Jumlah yang 
Perdata - Pengesahan 2 hari dike.ja 

- Persetujl.li'ifl kansangat 
teiblltas 

Diljen dibandingkan 
Kumdang dengan berkas 
Sekarang yang 

DiijenAHU ada. 

Penandalrul"'"""' c l-4hari Lebihdarl • lumlah vang 

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP UI, 2009



~ Pengesahan 4 hari .. 
- Pcrsctujuan 

l 
lata Usaha Penyerahan : I hari l hari .. 

Direktorat - SK Pengesahan 

Perdata - SK Persetujuan 

Total Pemrosesan 20-45 Sulit untuk 
hari keria diprediksi 

. . . . . .. Somber . D1olah dan Data Dokumentasl OitJeD AdmmJ.Strasi Hukum Umum 
Departemeo Hokum dao Hak Asasi Manus Ia Rl 
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dikerja 
kan sangat 

terbatas 
dibandingkan 
dengan berkas 
yang 
ada. 

* Jumlah yang dise 
rahkan terbatas. 

'·· 
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A. Data Responden 

I. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Pendidikan 

4. Masa Kerja 

:(1)<~30Tahun 

(2) 31-35 Tahun 

(3) 36-40 Tahun 

(4) 41-45 Tahun 

(5) 46-50 Tahun 

(6)>=51 Tahun 

:(I) Lal<i-lal<i 

(2) perempuan 

: (I) Saijana SI 

(2) Saijana S2 

(I) 0-5 tahun 

(2) 6-10 tahun 

(3) 11-15 tahun 

(4) 16-20tahun 

(5) >= 20 tahun 
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B. Pengukuran Persepsi para pemakai pelayanan jasa hukum terhadap kualitas 
pelayanan di bidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas Periode 
Sebelum diberlakukan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sistem Manual) 

Pemyataan STS TS RR 

I 2 J 

Tangibility 

I. lokasi pelayanan pengesahan badan hukum PT mudah dijangkau 
2. ruang tunggu ber AC dan tersedia kursi. 
3. loket pengajuan pennohonan sudah memadai 
4. fasilitas penunjang pelayanan berupa kompuler sudah ada 
5. Saya merasakan suasana dalam melakukan pelayanan sudah nyaman, 

petugas loket melayani dengan baik permohonan pengesahan badan 
hukuml'T. 

6. Jumlah pegawai dan kemampuan personil dalam memberikan sudah 
baik. 

·-

s ss 
4 5 
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--·· 
Empathy i ! 

l.Saya sebagai pelanggan sangat puas dengan ketewngan dan peojelasan 
dari pelugas diloket perroohonan . 
. Pegawai Subdit Badan Hukum mernberikan perhatian penuh dalam 
memberikan pelayanan dan memperlakukan saya dengan baik, 

.Pegawai Subdit Badan Hut."Wll ramah dalarn memberikan pelayanan 

.Pegawai Subdit Badan Huk"Wll adit dalam memberikan petayanan, semua 
pemohon diperlak"Ukan sama . 

. Pegawai Subdit Badan Hukum bekerja tebih lama dalam memberikan 
pela)'llll311 

Pengguna Responsiveness 
Jasa Hukum 
pada I .Kemampuan pegawai dalam mernpTOses permobonan sudab meningkat 
Direktorat .Prosedur dalam pengesahan badan hulrum PT sudalljelos 
Jenderal .Tarifwlluk biaya pengesahan badan hulrum PT sudalljelas 
Adminitrasi .Pegawai Subdit melakukan proses pengesaban bad:m hokum dalam waktu 
Hukura singkat 
Umum -····-- -

R<al>m!y 

.Sarnna Penerimaan Kclabanlkomplain sudab ada, saya dapat 
menyampaikan lre1uhan saya melalui tclepon dan Jrotak saran yang telab 
disediakan 

.PegaW>i Subdit Badan Hukura menanggapi kelubanlknmplain dengan 
baik dan san tun 
, Proses pekeljaan pengesahan badan hukum PT hasilnya akurat 
.Pegawai Subdit Badan Hukom dengan serius dan sunggutt..sungguh daJam. 
memberikan pelayanan 

.Bet'kas-berkas perusahaan yang t.elah selesai diproses tersimpan aman di 
arsip 

.Pelayanan Pengesahan harlan huk"Um PT dengan menggunakan sistem 
manual mempunyai mutu yang balk. 

. 
6§urance 

L Pegawai Subdit Badan Hukwn memberikm peiayanan denga.n teliti,jujur 
dan trampil. 
.Pegawai di Subdil Badan Hukum Ramah dan Sopan Santun dalam 

J melayani masyarakat 
.Pegawat Subdit Badan Hukum melayani dengan bersabsr dan bersahabat 
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C. Pengukuran Persepsi para pemakai pelayanan jasa hukum tcrhadap kualilas 
pelayanan di bidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas Periode Setelah 
diberlah-uka.n Sistem Administrasi Badan Hukum 

Pernyataan STS TS 

I 2 

Tangibility 
I. lokasi pelayanan pengesahan badan hukum PT mudah dijangkau 
2. ruang tunggu nyaman. ber AC dan tersedia kursi 
l. loket pengajuan permohonan sudah mernadai, ada 3 petugas loket 

khusus untuk menerima pennoho!UI!I pengesaban PT 
4. fasffitas penunjang pelayanan berupa komputer sudah meningkal 
5. Bank BNI )'llllg beropemsi di dalam lingkungan Di!jen AHU 

memudahkan untu1< melakukan pembayaran te'hadap biaya-biaya. 
6. Sussana dalam meblkukan pelayanan sangat nyaman, karena saya 

l11<\l'lpllri dengan 1011ib_,.;.dengan nomoc panggil yang disediakan 
dl meja infonnasi. 

7. Jumlah pegawai dan kemampuan personil dalam membertkan 
pelayanan meningkat. 

8. lnfurmasi mengenai biaya akses, tatacara, prosedur pennohonan. 
dapat saya lihat melalui internet 

Em.,..thy 

I. Subdit Badan Huk.um Direktorat Perdata meningkatkan pelayanan 
dengan membangwt Sistem Administrasi Badan Hukum dalam 
pengesahan badan hukum PT 

2. Keterangan dan penjelasan yang saya peroleh dari petugas diloket 
permohonan sudah cukup memuaskan. 

3. Pq,rawai Subdil Badan Hukwn memberikan perhatian penuh dalam 
memberikan pelayanan dan memperlakukan saya dengan baik. 

4. Pegavvai Subdit Hukum bekerja lebih lama da!am memberikan 
pelayanan 

--
Res.ruwi¥MW 

I. Kemampuan pegawai dalam memp'oses permohonan sudah 
meningkal 

2. Prosedur dalam pengesahan badan hukum PT sudah jelas 
3. Tarlfuntuk biaya pengesahan badan hokum PT sudah jelas 
4. Pegawai Subdit melakukan proses pengesahan badan hukum dalam. 

waktu singkat. 

~~ 
I. Sarana Penerimaan Keluhanlkomplain sudah menin a diq,at 

RR s ss 
l 4 5 

' I 
! . 
. 
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menyampai'kan keluhan melalui kotak saran, te!epon dan email di 
internet 

2. Pegawai Subdit Badan Hukum rnenanggapt keluhanllromplain saya 
deogan baik dan santun 

3, Proses pekeJjaan pengesahan badan hukum PT basiloya ak-urat 
4. Pegawat Subdi:t dengan serius dan sunggult-sunggult d>lam 

mcmberikan pelayanan kepada saya 
5. Data-data perusahaan yang telah selesai diproses tetsimpan aman di 

database sistem. 
6, Pelayanan Pengesahtm badan hukurn PT <lengan menggunakan sistem 

administrnsi badan hukum sru1>mt transoanm. 

A.sumnce 

!. 

2, 

3. 

4. 

I. 

. 

. 

. 

. 

' 

. 

. 

Pegawal Subdit Badan Hukum memberikan pelayanan kepada saya 
dengan teliti, jujur dan trampil. 
Pengelahuan pegawoi Subdit Badan hukum di bidang Teknologi 
Informasi dalam melayan! masyarakat sudah meningkat 
Pegav.-ai di Subdit Badan Hukum Ramah dan Sopan Santun daiam 
melayani masyarakat 
Pegawai Subdit Badan Hukum me1ayani saya dengan bersabar dan 
bersahabat. 

D. Pengukuran persepsi para pemakai jasa pelayanan terhadap 
performansi atau ldnerja Sistem Admini:strasi Badan Hukum pa-da 
Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata 

. .. 
Pernyatrum STS TS RR 

I 2 3 
---- -- .. 

Sistem Administrasi Badan Hukum membantu saya untuk mendapatkan 
pelayanan pengesahan badan hukum PT dengan cepat 
Oengan sistem administrasi badan hukum. saya dapat mellhat secara 
online sejauh mana proses pengesahao badan hukum PT. 
Human Emlr d>lrun proses pengesahan badan hukum dengan 
menggunakrut sislem admlnistrasi badan hokum dapat dengan <:epat 
diat!s.L 
Jumlah dan kemampuan pengelola sistem administrasi badan hukum 
masib perlu dilingkatkan Ia.gi 
SABH mendapat penghargaan ISO 90001200 l karena mutu peiayanan 
sudah meningkat 
Dengan menggmakan sistem administmsi badan hukum maka data-data 
perusahaan yang telah me!akukan permohonan tersimpan dengan aman 
di dalam database. 
Dengan adanya SABH maka waJctu proses pcnyelesaian lebih singkat. 
dan kualitas pelayanan makin meningkat 
Dengan adanya SABH saya dapat mengakses permohonan PT dengan 

s ss 
. 

4 5 
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- - ______ .... 
mudah melalu.i internet 
Oengan SABH pennohonan pengesahan badan hnkum PI menjadi 
nreningkat 

10. Dengan adanya SABH maka informasi untuk mendapafkan data ' perusahaan menjadi iebib mudah 
II. SABH roempercepat proses pembuatm serta perbalkan sistem 

pendolrumenlasian 
12. SABH meningkatkan ldneda pelayanan pada masyarnkat dalam 

memproses pengesahan ba.dan hukum PT 
!3. O<ngan adanya SABH k<l1\111arum data pemohon dapat te.jamin 
4. Sistem Prosedur telah dise:suaikan dengan alur kerja sistem sehingga 

d1lpat diberdaylllwt <lengan mal<simal 

( __ 
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Lampiran 3 

Uji validitas sebelum penerapao SABH 

Tabel4.73 

(X,) 
c Butir r 

Keterangan fTabd 

I iffi- o:w: Valid 
2 0.810 0.202 Valid 
3 0.816 0.202 Valid 
4 0.810 0.202 Voiid 
5 

~ 
0.202 Voiid 

6 0.202 Valid 
7 i 0.663 {;- Valid 
8 1 o.745 Valid 
9 I o.~Tt 0.202 Valid 
10 1 o.68o 0.202 Valid 
![ i 0.117 0.202 Valid 
12 1 o.723 0.202 Valid 
13 0.610 0.202 Valid 
14 0.716 0.202 Valid 
15 1 o.63o 0.202 Valid 
16 

~ ~ 
Valid 

17 Valid 
18 0.663 0.202 Valid 
19 0.620 0.202 Valid 

20 0.596 0.202 

~ 21 0.616 

~ 22 0.546 Valid 
23 0.508 ~ Valid 
24 0.702 0.202 Valid 
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Lampiran 4 
Uji validitas variabel setelah penerapan SABH 

Tabel4.74 

Sesudah Penera n SABH IXz)_ 
Nomor Butir 

Keteraogan Pertanyaan r mmug r Tabel 

1 0.670 0.202 Valid 
2 0.633 0.202 Valid 
3 0.761 0.202 Valid 
4 0.797 0.202 Valid 
5 0.775 0.202 Valid 
6 0.718 0.202 Valid 
7 0.846 0.202 Valid 
8 0.715 0.202 Valid 
9 0.748 0.202 Valid 
lO 0.852 0.202 Valid 
ll 0.608 0.202 Valid 
12 0.659 0.202 Valid 

- ·-······ -

l3 0.719 0.202 Valid 
14 0.651 0.202 Valid 
15 0.709 0.202 Valid 
16 0.644 0.202 Valid 
17 0.612 0.202 Valid 
18 0.617 0.202 Valid 
19 0.691 0.202 Valid 
20 0.633 0.202 Valid 
21 0.626 0.202 Valid 
22 0.646 0.202 Valid 
23 0.624 0.202 Valid 
24 0.541 0.202 Valid 
25 0.580 0.202 Valid 
26 0.551 0.202 Valid 
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Lampiran 5 
Tabelllji Validitas Variabel performance pelayanan dg SABH 

Tabel4.75 

ll't 

Butir r IJitacg r""" Keterangan 

o.: Valid 
o: Valid 
o.: Valid 

o: o.: Valid 
-:5" ~~ o: Valid 
6 0.' :02 vatia 
7 0.3 •O? valid 

0. val 
0. )2 Val 

0 " )2 Val 
'2 

~~ 
Vall< 

1.33' Valid 

~ 
Valid 

0.202 Valid 
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Lampiran 6 
1. Uji Normalitas 

Case Processing Summary 

Ca.es 

Valld Missing Total 

N Peroent N Peromt N Percent 

Uern_J>.1 99 10il0% 0 .0% 99 100.0% 

Sebelum 99 100.0% .0% 99 100.0% 

SesUdall 99 100.0% 0 .0% 99 100.0% 

Peformanoe 99 100.0% 0 .0% 99 100.0% 

Tests of Honnaltty 

Kotmogorov-Srnimo\t' Shapiro-Will\ 

Statistic df Sig. S1atistic df Sig. 

is-'wn .146 99 .003 .893 99 .00 

Sesudah .151 99 .060 .894 99 .00 

Peformanee .103 99 .112 .949 $9 .001 

0 

0 
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• 
' 

2. Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity ofVarlanoos 

Levene Statistic dft df2 Sig, 

Sebelum 4.122 16 61 .055 

Sesudah 2.745 16 61 .OS 
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